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KETUA ·RAPAT, DRS. MARKUS \~'AURAN : Pertama-tama mari k!. 

ta semua memanjatkan doa puji sy~kur kehadirat 'l'uhan Yang 
Maha Esa karena dengan perkenan-Nya maka pada hari ini, Se­
nin tanggal 9 Maret 1992 kita akan mernulai mengadakan H.apat 
Kerja dalam rnngka membahas Hancangan Undang-Undang tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera. 
Haro.pan kami dari Pimpinan, ld.ranya Ha.pat Kerja : yang akan 
kita mulai pada hari ini dengan diikuti oleh kegiatan-kegi­
a tan selanjutnya akan berjalari dengan lmicar, dimana sema -· 

ngat musyawarah Wltuk mufakat benar-benar dapat kita terap­
kan didalam rangka·pembahasan Hancanc;an Undang-Undang ini~ 

Saudara-saudara sesuai denean Keputusan Rapat kita pa­
da tanggal 3 l\/laret yang lalu, maka jadwal ki ta · ini. S?-ngat 

ketat, ada 12 hari yang disiapl~an untuk ki ta mengadakan Ra­

pat Kerja sampai nanti dengan Pembicaraan 'fingkat IV ~pada 

tanggal 21 Maret yang akan datang. Ki ta harapkan tentunya 
dan kita uµayakan agar supaya semua ini biza bcrlangsung d~ 

ngan baik, dimana tepat jadwal akan dapat kita laksanakan 
tanpa mengurangi bobot daripada Hancangan Undang-Undang:yang ., 
sedang kita bahas. 

Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan kebiasaan maka 
pada saat kita atau pada hari pertama kita melaksanakan Ra­
pat Kerja untuk membahas Rancangan Undang-Undang, selalu d~ 
dahului dengan pendapat mini Fraksi-fraksi. Oleh karena itu 
dalam kesempatan ini saya kira karena waktu sangat terbatas 

.tidak panjang-panjang kami akan bicara, kami persilakar.i ke­
pada Fraksi-fraksi untuk memulai pembahasan Rancangan Undang 
Undang ini dengan pendapat mininya. Kami mulai dari·Fraksi 
Karya Pembangunan. 

JURU BICARA FKP, R. NG. BAMBANG SOEPANGAT : Assalamu -
'alaikum warokhmatullahi wabarokatuh. 

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Kerja. Gabungan, 
Yang terhormat Saudara Menteri Negara Kependudukan dan Lina 
kungan Hidup beserta Saudara Kepala Badan Koordinasi Kelua~ 
ga Berencana Nasional yang kami hormati yang mewakili Peme­
rintah, 
Rekan-rekan Anggota Komisi VIII dan X, 
Sidang yang kami muliakan. 

Puji • • • • • • 
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Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Subhanahu Wa~ 
'ala, dengan segala berkat dan rakhmat-Nya sehingga pada pa 

. -
gi hari ini hari keempat bulan puasa sebagai bulan yang pe­
nuh berkah dan pengampunan bagi umat-Nya yang melaksanakan 
ibadahnya dengan penuh ketaatan dan kesabaran kita dapat m~ 
mulai dengan pembahasan·Rancangan Undang-Undang tentang Pe~ 
kembangan· Kependudukan dan Keluarga Sejahtera. 

Mengawali dimulainya pembahasan Rancangan Undang-undang 
ini, Fraksi Karya Pembangunan menyambut baik segera_dibaha~ 
nya Rancantian Undang-undang. ini, menginga t Hancangan Undan~ 
Undang .ini pada dasarnya memuat aspek kehidupan penduduk 
termasuk ciri-ciri, perilaku dan kualitas yang sangat dipe£ 
lukan _sebagai salah satu modal dasar pembangunan. 

Disamping itu Rancangan Undang-undang yang dibahas o­
leh DPH-RI bersama-sama Pemerintah tidak lain adalah untuk 
dapat merumuskan suatu kebijaksanaan berupa peraturan yang 
mempunyai kekuatan hukum tentang hak dan kewajiban dalam b~ 
dang kependudukan dan hal ini merupakan suatu tekad bagi 
Fraksi Karya Pembangunan yang ingin mempersembahkan suatu 
undang-undang yang terbaik bagi kepentingan seluruh rakyat 
Indonesia k11ususnya menghadapi Pembangunan Jangka Pa.njang 
Tahap ke 2 •. 

--
Sidang Rapat Kerja Gabungan yang kami muliakan. 
Izinkan kami mengawali pembahasan Rancangan Undang-undang 
hari ini memberikan catatan mengenai materi Rancangan UndanK 
undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejah 
tera yang telah dimuat dalam Daftar Inventarisasi Masalah 
(DIM) Sandingan sebagai berikut. 
Ada beberapa titik yang telah disoroti' oleh Fraksi Karya 
Pembangunan untuk memberikan catatan sebagai berikut : 

1. 0istimatika 
Fraksi Karya Pembangunan menganggap perlu adanya perubah_ 
an ~istimatika dalam Rancangan Undang-undang ini mengi -
ngat Rancangan Undang-undang Perkembangan Kependudukan 
dan Keluarga Sejahtera ini ternyata memuat dua materi 
yang masing-masing berdiri sendiri dan perlu diatur agar 
pengelompokannya terlih~t lebih serasi dan seimbang. 
Oleh karenanya perubahan sistimatika ini tentunya akan 
membawa perubahan Bab, Pasal baik pengurangan maupun pe­
nambahannya sebagai konsekwensinya. 

2. Judul •••• 
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2. Judul 
- Fraksi Karya Pembangunan melihat bahwa judul dari pada 

Rancangan Undang-undang ini memberikan gambaran akan 
•. 

suatu proses yang berjangka waktu tertentu. 

- Dalam hal ini Fraksi Karya Pembangunan selalu berpe 
gang pada alur pikir dari GBHN yang didalanmya secara 
jelas tertulis Kependudukan dan Keluarga Berencana, s~ 
dang Keluarga Sejahtera adalah suatu tujuan yang hen -

dak dicapai melalui salah satu upaya ialah dengan pe -
nyelenggaraan pembangunan Keluarga Beremcana. 

- DIM dari pada Rancangan Und~g-undang ini jelas mernuat 
materi-materi yang mengatur tentang proses itu sendiri. 

3. Penghapusan A'LAS DAN DASAR dalam Bab Konsideruns 
- Fraksi Karya Pembangunan bE?rpendapat, bah\va azas dan 
~asar akan lebih tepat untuk dicantumkan dalam konsid~ 

rans mengingat hal tersebut dinilai lebih mendasar, 
hal ini terlihat bahwa Rancangan Undang-undang ini ut~ 
manya dibuat berdasarkan UUD 1945. 

- Demikian .. pula falsafah Pancasila itu sendiri Fraksi 

Karya Pembangunan secara jelas memuat dalaru konside 
rans menimbang. 

4. Penghapusan Pasal 7 
Fraksi Karya Pembangunan melihat, bahwa rnuatan Pasal 7 
inisangat mendasar dalam hubungannya dengan Hak·Azasi Ma 
nusia, sehingga tidak perlu dimuat dalam satu pasal RUU 
ini. 

5. Penghapusan Pasal 10 

- Mempe~ajari isi dari pasal ini, Fraksl Karya Pembangll!l 
an melihat bahwa muatan Pasal 10 ini terlalu teknis si 
fatnya dari suatu program, sehingga tidak perlu dimuat 

dalam RUU ini,, 
- Disamping itu rumusannya udalah penjabaran operasiona­

lisasi dari pada RUU ini dun disarankan sebaiknya di -
muat dalam Peraturan Pelaksanaan. 

6. Bab Insentif dan Disintensif 
Fraksi Karya Pembangunan melihat, bahwa muatan pasal dari 
Bab ini dapat menumbuhkan rasa tidak keadilan atau perbe-

daan •••••••• 
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daan hak bagi masing-masing yang selanjutnya dapat menim., 
bulkan kecembtiruan sosial. 
Sekalipun demikian di sisi lain pasal ini mengandung ni­
lai pembinaan, sehingga Fraksi Karya Pembangunan menya -
rankan agar hak tersebut dapat dimuat dalam pasal di ~ 
PEMBINAAN 

7. Perlu adanya pasal yang memuat tentang, Sanksi 
Fraksi Karya Pembangunan melihat, bahwa hal ini tetap pe!:. 
lu dicantumkan, untuk dapat memberikan kekuatan hukum ba­
gi si pemberi dan si penerima pelayanan program. 

8. Penghapusan Pasal 17 
Fraksi Karya Pembangunan melihat, bahwa upaya program K~ 
luarga Berencana adalah salah satu program nasional yang 
termuat dalam GBHN yang berarti mempunyai kekuatan hukum 
melalui· TAP MPR. 
Dalam hal semacam itu hak untuk menuntut berada pada wew~ 
nang Jaksa Agung, dalam kenyataannya tidak dapat dilaksa­
nakan hukumannya, sehingga tanpa mencantumkan hal terse -
but dalam suatu pasal Rancangan Undang-undang ini tidak a 
kan berpengaruh dalam pelaksanaan program. 

Sebelum kami akhiri uraian kami ini, maka izinkanlah ka 
. -

mi disertai maaf sepelumnya demi lebih berbobotnya Rancangan 
Undang-undang yang sedang ki ta bahas, Fraksi Karya Pembanguu, 
an memberitahukan kepada sidang yang terhormat, bahwa beber2_ 
pa ralat rumusan terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 
Sandingan telah disampaikan secara tertulis sesuai prosedur 
yang berlaku. 

Demikian kami akhiri sekapur sirih Fraksi Karya Pemba -
ngunan mengawali pembukaan Rapat Kerja Gabungan dalam memba­
has Rancangan Undang-undang tentang Perkembangan Kependuduka 
an dan Keluarga Sejahtera dan sekali lagi semoga pembahasan 
yang kita laksanakan bersama-sama dalam bulan Puasa mendapat 
berkah dari Tuhan Yang Maha Esa diberi-Nya kesabaran dan ji­
wa bermusyawarah untuk mufakat, sehingga apa yang kita harae_ 
kan dari lahirnya Undang-undang ini nanti dapat menunjang 
Pembangunan Nasional menuju ke kesejahteraan bagi seluruh 
Rakyat Indonesia. 
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum wa -
rokhmatullahi wabarokatuh. 

KETUA RAPAT : . . . . 
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KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Bambang, berikut dari 
Fraksi ABRI. 

JURU BICARA FABRI, SUH.YO MARDJIYO 
rokhmatullahi wabarokatuh. 

Assalamu'alaikum w~ 

Yang terhormat Saudara Pimpinan Gabungan Komisi, 
Yang terhonnat Saudara Menteri Negara Kependudukan dan Ling­
kungan Hidup selaku Wakil Pemerintah, 
Yang terhormat Saudara Kepala BKKBN, 
Para Bapak dan Ibu Anggota Fraksi-Fraksi dalam Gabungan Komi 
si yang kami horm~ti, 
Hadirin dan Sidang yang terhormat. 

Paaa kesempatan yang amat berbahagia ini kami mengajak 
segenap hadirin untuk bersama-sama memanjatkan doa dan puji 
syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas 
rakhmat dan ridho-Nya lah pada hari ini kita sekalian dapat 
mengikuti sidang yang mulia ini dalam keadaan sehat wal'afi­
at, dalam rangka menyampaikan Pengantar Musyawarah Pembicar~ 
an Tingkat III atas Rancangan Undang-undang tentang Perkem -
bangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera. 

Tibalah kini saatnya bagi kita semua yang tergabung da­
lam keanggotaan Gabungan Komisi VIII dan Komisi X DPR-RI, ~ 
tuk bersama-sama dengan Pemerintah melakukan pembahasan sec2. 
ra lebih intensif dan lebih mendalam terhadap Rancangan Un -
dang-Lmdang tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga 
Sejahtera sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Ter -
tib Dewan Perwakilan Rakyat R.I. Pasal 93 ayat (1): 

Kita menyadari bersama, bahwa kepada kita semua diper~ 
ruhkan harapan masyarakat dan bangsa Indonesia untuk dapat 
memusyawarahkan materi substansial sebuah rancangan produk 
legisla tif·, yang nantinya akan memberikan legali tas formal 
kepada penyelenggara Pemerintah dan Negara untuk melaksana~<J 
kan upaya dan langkah-langkah penyelenggaraan kependudukan 
dalam rangka menuju kearah tercapainya keluarga sejahtera se 
bagai bagian dari wujud kualitas sumber daya manusia.bagi ke 
sejahteraan bangsa. 

Kondisi Keluarga Sejahtera yang demikian itu akan dapat 
diartikan sebagai ukuran kualitatif yang nantinya harus di -

miliki •••••••• 
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miliki oleh setiap penduduk dan keluarga, baik dalam kedudu~ 
annya sebagai pengguna lingkungan maupun sebagai obyek pe 
mingkat kualitas sumber daya manusia, agar perilakunya dapat 

7' 

mendukung pelaksanaan kebijaksanaan perkembangan kependuduk-
an dan pembangunan keluarga sejahtera secara optimal sepan -
jang masa. 

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Fraksi ABRI dalam P~ 
mandangan Umumnya, bahwa Fraksi ABRI menerima sepenuhnya pe­
neajuan RUU ini untuk dibahas karena menyadari bahwa selain 
bangsa Indonesia memerlukannya, namun juga pengaturan yang 

dimuat di dalamnya akan mampu mengantisipasi masa depan ban~ 
sa yang pasti akan menghadapi gelombang inf ormasi globalisa­
si yang semakin deras di berbagai bidang, terutama pidang IE_ 

tek yang akan amat mempengaruhi perilaku manusia termasuk 

bangsa Indonesia. 
Perilaku manusia sebagai penduduk wilayah negara diarahkan 2_ 

gar ketrampilan dalam pengembangan budidaya dalam upaya me -
menuhi kesejahteraanny~ serta keberadaannya dalam suatu ka -

wasan dapat diatur keselarasan, keserasian, dan keseimbang8!!. 
.t 

nya dengan daya dul\'.ung lingkungan alam n1aupun dengan daya 
tampung lingkl.:IDean budidaya. 

Kita semua memahami bahwa kondisi tersebut pasti akan 
memerlukan langkah-langkah penycsuaian, penangkalan ataupun 
penanggulangan yang kesemuanya memerlukan adanya patokan, b~ 
ik untuk upaya persiapan maupun bagi pengaturan strategi da­

lam men~ntukan penen~uan tindakan menghadapi perkembangan 
terse but. 
Oleh karenanya dengan akan dimulainya pe1nbahasan RUU ini yang 
diharapkan akan menjadi patokan dan sekaligus memberikan ke­
pastian hukum bagi upaya-upaya penyelenggaraan Perkembangan 
Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, Fraksi ABRI menaruh ke­
percayaan serta optimis akan dapat terselesaikannya P.embaha~ 

·an Rancangan Undang-undang ini menjadi produk l~gisla tif yang 
selaras dengan tingkat kebutuhan pembangunan bangsa. 

Sidang yang kami mormati dan Hadirin yang kami muliakan. 
Fraksi ABRI mengharapkan pula kesediaan semua fihak di 

dalam Sidang yang terhormat ini, agar dalam kebersamaan mem­
bahas materi ~ancangan Undang-undang ini dapat menyepurnakB.!!. 
nya menjadi produk legislatif yang mengandung ciri-ciri, an-

.. tara lain : 
Pertama • • • • • • • 
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Memberikan pengakuan hukum atas hak dan kewajiban 
penduduk yang telah memperhitungkan keterkaitan -
nya dengan lingkungan fisik dan lingkunean sosial 
di tempat keberadaannya. 

Pengutamaan upaya penanggulangan kemiskinan serta 

upaya lain yang lebi}? efektif dalam menjangkau k~ 
lompok penduduk rentan. 

Dapat menjadi arahan yang jelas dan efektif dalam 
mengantisipasi perkembangan kependudukan masa de­
pan, sehingga operasionalisasi upaya antisipasi · 
tersebut dapat.dikembangkan melalui perangkat Ba­
dan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan 

Biro Kependudukan dan Lingkungan Hidup (BKLH) yang 

menjadi komponen penting dalam mewujudkan perenc~ 

naan dari bawah ke atas ("bottom up planning") d~ 
lam pembangunan i;iasional, yang didukung pula de -
ngan peranan Pusat Studi Kependudukan dalam meny1!_ 
sun perkiraan perkembangan kependudukan pada ku -
run. waktu yang dihadapi~ 

Dapat mernberikan kebanggaan nasional bagi Bangsa 

Indonesia, lrnrena Undang-undang yang akan dihasi!, 
kan mungkin akan merupakan satu-satunya Undang-uu_ 
dang tentang Perkembangan Kependudukan yang berw~ 

wasan lingkungan hidup .dalam mewujudkan keluarga 
sejahtera. 

Dapat menjamin upaya pencapaian sasaran pembangun_ 
an, baik sektoral maupun regional dengan senanti­
asa memperhitungkan kuantitas penduduk dalam kua­

litus yang sesuai serta dalam posisinya baik seb! 
gai subyek maupun sebagai pemetik hasil pembanguu_ 
an yang sc;kaliGUS sebagai pengguna lingkungan, a­
kan dapat tertata pada lokasi persebaran yang se­
suai pula denl?an kapasitas daya dukung lingkungan. 

Oleh karena kualitas penduduk akan dapat diwujud­
kan melalui terbinanya kualitas keluarga sejahte­
ra sebugai unsur terkecil suatu masyarakat bangsa, 
maka melalui Undang-undang ini upaya pembinaan k~ 
luarga untuk mencapai kuali tas yang optimal dapat 
terselenggara secara lebih sistimatis, terencana 

dan terarah. 
Yang • • • • • 



- 10 -

Yang terhormat Saudara Pimpinan Gabungan Komisi, 
Yang terhormat Saudara Menteri Negara Kependudukan dan Ling­
kungan Hidup, 
Yang terhormat Saudara Kepala BKKBN, 
Yang terhormat para Anggota F'raksi-fraksi Gabungan Komisi, 
Hadirin yang terhormat. 

Akhirnya Fraksi ABRI ingin menyampaikan pula rasa hor -
mat dan penghargaan yang tinggi kepada rekan-rekan Anggota 
Gabungan Komisi serta kepada Pemerintah atas perhatiannya p~ 
da hal-hal yang telah kami sampaikan dalam Pengantar Musya\·ia 
rah ini. 

Sekali lagi Fraksi ABRI merasa optimis akan keberhasil­
an Sidang yang terhormat ini dalam menyelesaikan tugas pemba . . - --
has ann ya, sehingga dapat mempersembahkan karya terbaik di bi 
dang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera kepada 
negara dan bangsa Indonesia. 

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menganugerahi 
bimbingan dan perlindungan kepada kita semua. 

KETUA RAPAT : Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi 
ABRI (Pak Suryo), berikut Fraksi Persatuan. 

JURU BICARA FPP, H. MOHAI''IMAD MUSYAFAK 
kum warokhmatullahi wabarokatuh. 

Saudara Pimpinan yang terhormat, 

Assalamu'alai -

Saudara Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup de­
ngan jajarannya yang mewakili Pemerintah yang kami hormati., 
Rekan· Anggota Sidang Gabungan yang terhormat. 

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur ke 
hadirat ALLAH SWT, atas rakhmat dan inayah-Nya pada hari ini 
kita dapat menyelenggarakan Sidang yang terhormat dalam sua­
sana sehat wal'afiat. 

Tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada Pim­
pinan yang terhormat atas kesempatan yang diberikan kepada 
Fraksi kami untuk menyampaikan Pengantar Musyawarah pada Si­
dang yang terhormat sekarang ini. 
Mudah-mudahan ALLAH SWT selalu memberikan kekuatan lahir ma~ 
pun bathin kepada kita selama jalannya Sidang Pembicaraan 

Tingkat III •••• 
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Tingkat III RUU tentang Perkewbangan Kependudukan dan Kelua£ 

ga Sejahtera sekarang ini. Sehingga Pembicaraan Tingkat III 

H.UU ini dapat menghasilkan rumusan sesuai dengan jadwal yang 
kita sepakati bersama. 

Sidang yang tcrhorm8.t, 
Sebagai tindak lanjut dari Keterangan Pemerintah dalam 

hal ini Menteri:~Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup 
yang terhormat, yang mengantarkan RUU tentang Perl\.embangan 
Kependudukan dan Keluarga_ Sejahtera pada Sidang Paripurna D~ 
wan tanggal 7 Noperr..ber 1991 (yang merupakan Pembicaraan Tin~ 

kat I suatu RUU)-dilanjutkan Pembicaraan Tingkat II dalam S!, 

dang Paripurna Dewan tang~:al 22 Januari dan 17 Februari 1992 
dengan acara pokok Pemandangan Umum Fraksi-fraksi dan Jawab­
an Pemerintah. 

Dan setelah Dewan memprosesnya (melalui Bamus) maka Hapat G~ 
bungan Komisi VIII dan Komisi X yang diserahi tugas dalam 
Pembicaraan Tingkat III RUU Perkembangan Kependudukan dan K!, 
luarga Sejahtera. Beta.pa berat tanm;ung jawab Rapat Gabungan 

ini, karena H.apat Gabungan ini adalah pemegang mandat DPR s~ 
cara keselurunan untuk mengolah/menggodok RUU tentang Perkem_ 
bangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera. Dalam Pembicara­
an _ Tingkat III yang terhormat ini, merupakan puncak aktivi -

ta.s Dewan, dalam mematangkan suatu RUU menjadi konsep akhir 
suatu undang-undang. 

Disinilah kami menghimbau kepada semua pihak, hendaknya 
mandat yang ada pada kita sekarang ini benar-benur dapat ki­
ta pergunakan sebail<-baiknya. Pembicaraan benar-benar supaya 
mengarah pada mencari titik temu, bukan karena semata-mata 
batasan waktu. Fraksi karni yakin, berkat kekompakan sesama 
Pimpinan, keakraban dan saling pengertian sesama Pimpinan d~ 

ngan Anggota Rapat G~bungan dan Pemerintah, dalam membahas 
RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera 
ini, Insya ALLAH berbagai kesulitan dalam persidangan Pembi­
caraan Tingkat III RUU ini a}:an dapat diselesaikan dengan c~ 
ra sebaik-baiknya. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
Betapa panjangnya· perjalanan yang harus ditempuh/dilalui 

RUU Perltembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera ini. 

Kalau ~ita telusuri, bahwa RUU ini telah melalui beberapa pra 

se s an tara lain· : 
a. RUU • • • • • • • 
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a. RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejah­

tera, disusun berdasarkan pengalaman yang panjang>mungkin 
. 'd!_. 

sejak ~ 196S sejak Pemerintah mencanangkan Keluarga Deren 

na, ditambah basil pengamatan di negara tetangga; 

b. RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejah­

tera ini • sudah menampung keinginan-kei-nginan berbagai k!. 

pentingan antara lain Agama, Ekonomi, Soaial, Politik,Han 

kam dan lain-lain; 

c. RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejah­

tera ini, sudah 'melalui proses pembahasan antar Departem8"1 

yang terkait, bahkan mungkin telah diseminarkan; 

d. RUU tentang Perkembangan Kependudukan da~ Keluarga Sejah­

tera ini, sudah melawati proses pengkajian/penelitian di 

Setneg; 

e. RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejah­

tera ini·dengan Amanat Presiden Republik Indonesia tanggal 

27 September 1991 Nomor R.14/PU/IX/1991 telah sampai ke 

DPR-RI; 

Namun demiki~Konsep RUU dari Pemerint~h yang sudah m~ 

lalui proses yang panjang masih ada keganjilan misalnya saja 

BAB VI ada 2 BAB, yaitu BAB VI pertama memuat 8 Pasal (Pasal 

12 s/~ 19), sedang BAB VI kedua memuat 3 Pasal (Pasal 20 s/d 

22). Keganjilan ini dapat mendorong semua tihak, untuk lebih 

jeli dnlam membahaSJI' RUU ini, sehi.ngga kita. d~pat menghasil­

kan rurnusan yang lebih sempurna. Dan hal demikian ini apabi-
u-

la kabti ~aitkan dengan ke1nginan Pemerintah, disaat Rapat Ke.c 

ja Cabungan Komisi VltI dan Kemtsi X dengan Pemerintah, dalam . 

hal ini Menter! Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup da-

lam menyuaun •••• 
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menyusun acara Pembahasan Tingkat III pada tanggal 19 Febru.t. 
~-

ri 1992 yang baru lalu, Pemerintah telah menyampaikan ajaka!l · 

nya dalam Pembicaraan Tingkat III RUU 1n1, diutamakan menca-

. ri rumusan-M.!mUsan yang lebih baik. Hal ini mengandung arti 

bahwa rumusan Rapat Gabungan Komis! VIII dan Komis! X ini d!, 

pat menghas1lkan rumusan Undang-undang tentang rerkembangan 

Kependudukan dan Keluarga Sejahtera yang dapat memp~rkukuh -

pelaksanaan pembangunan Kepencludukan dan Keluarga Sejahtera 

di Indonesia secara luas, yaitu ditinjau dari kepentingan Na . -
sional maupun ditinjau dari kepentingan Internasional. 

A. Pengertian kepentingan Nasional adalah 

1. Pelaksanaan program Kependudukan di Indonesia selama 

ini dinilai cukup berhasil, maka dengan basil rumusan 

Undang-undang yang dibahaa rapat Cabungan Komis! VIII 

dan Komisi X ini, dapat lebih memantapkan program ke -

pendudukan secara mandir1, bahkan dapat menghasilkan 

manusia yang be~kualita•, 

.bagi kepentingan Nasional; 
berpreataai dan produktit 

2. Dalam pelaksanaan program kependudukan atau Keluarga -

Berencana selama ini, pemuka masyarakat dan pemuka aga 

ma yang beraneka ragam suku adat, serta beraneka ·ragam 

keyakinan agama, mampu menempatkan diri sebagai tombak 

penyuluhan Keluarga Berencana, dimana umumnya bel'peDd!, 

pat bahwa program Keluarga Berencanapada hakekatnya -

bukan membatasi kelahiran atau menghentikan kelahiran 

akan tetapi mengatur kelahiran, dan ternyata program -

Keluarga Berencana d1atas d1nila1 cukup berhasil. Oleh 

karen.a itu hasil rumusan Rapat Oabungan Komisi VIII d111-

Komisi X ini, kita harapkan lebih mendorong pemuka ma-

syarakat atau pemuka ••• 
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pemuka Agama untuk lebih aktif membantu program Pemerintah 
dan bukan sebaliknya menimbul~n pertentangan baru antara um­
mat beragama dengan Pemerintah. 

B. Pengertian Kepentingan Inte~asional adalah : 

1. Indonesia dalam memasuki abad ke ·21 ini memiliki jumlah 
penduduk nomor 5 sedunia, dan masalah kependudukan saat 
ini sudah menjadi masalah internasional. Dalam melaksa- · 
nakan program Kependudukan Indo~esia di nilai cukup be£_ 
hasil, yang saat ini akan dikukuhkan kegiatan tersebut ~ 

dengan suatu Undang-undan,g. Oleh karena itu, hasil ru .­
musan Rapat Gabungan Komisi VIII dan Komisi X ini dapat 
lebih memantapkan program Kependudukan tersebut, jangan 

... 
sampai men~mpatkan Pemerintah Ind9nesia dimusuhi inter-
nasional,. karena alasan mendasar misalnya HAK-HAK AZASI 
manusia atau akidah agama yang dianut ummat'manusia di 
dunia ini; 

2. Indonesia dalam melaksanakan program Kependudukan dan 
Keluarga Berencana telah berhasil mendapatkan pengharg~ 
an dunia dan ini perlu kita s~uri, banyaknegara-neg~ 
ra lain yang tertarik terhadap pelaksanaari program Ke -
pendudukan di Indonesia. Oleh karena itu, basil Rumusan 
Rapat Gabungan Komis! VIII dan Komisi X ini hendaknya 
dapat memantapkan hal tersebut, syukur dapat menempat -
kan Indonesia sebagai suri tauladan program kependuduk­
an dan Keluarga Sejahtera di dunia internasional. 

Sidang yang terhormat, 
Dalam Pembicaraan Tingkat III tanggal 19 Pebruari 1992 

yang lalu, sudah ada kesepakatan masing-masing fraksi, untuk 
menyampaikan usul perubahan RUU yang lazim disebut Daftar In­
ven tari sasi Masalah (DIM), yang pada tanggal 25 Pebruari su -
dah sampai ke Sekretariat, karena teknis umumnya baru tanggal 
28 Pebruari 1992. 

Alhamdulillah semuanya telah berjalan, bahkan saat ini 

semua Anggota Pansus telah menerima DIM yang dipersandingkan. 
Untuk itu, Fraksi kami menyampaikan banyak terima kasih kepa­
da Sekretariat Gabungan Komisi VIII dan Komisi X yang karena 

'bekerja k~ras telah dapat memberikan pelayanan Persidangan G~ 
bungan ini, berupa DIM yang disandingkan. 

Walaupun ••••• 
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,dalaupun DIJV: Fraksi kami sudah sampai ke tangan semua Pi 

hak (Pemerintah dan Fraksi-fraksi lain), namun izinkanlah 
Fraksi kami memberi sedikit komentar atas DIM Fraksi Persatu­
an Pembangunan yang mendasarkan atas Keterangan Pemerintah, 
Pemandangan Umum Fraksi-fraksi dan Jawaban Pemerintah, kami 
sampaikan secara garis besar sebagai berikut : 

1. Kalau konsep RUU dari Pemerintah memuat 28 Pasal, maka de 
ngan DIM kami jurnlah Pasalnya hanya menj::.tdi 25 Pasal, ka­
rena materi Pasal 3, 6, 19 dalam RUU dari Pemerintah, 
Fraksi Persatuan Pembangun~ mengusulkan dihapus saja dan 
ayat (2) Pasal 19 dijadikan Pasal baru (mungkin Pasal 20), 

2. Jumlah BAB pada konsep RUU Pemerintah ada 11 BAB atau 12 

(karena J3AB VI ada dua), maka DIM kami jwnlah BAB tinggal se­
puluh. Karena Judul BAB V dan BAB VI (kedua), disatukan 
menjadi satu BAB, dan BAB X dihapus; 

3. Usul perubahan lainnya adalah pengurangan atau penambahan 
kata atau kalimat dalam suatu kalimat Pasal, dan lain-lain. 

Untuk jelasnya k~i akan menyampaikan alasan-alasannya 
pada saatnya pembahasan·nanti. 

Dalam hal ini Fraksi Persatuan Pembangunan minta 'maaf ke 

pada sem~a .Pihak, bahwa apa yang tertulis dalam Dil~ Fraksi k~ 
mi beluru mencakup seluruhnya, misalnya saja 

Dalam Penjelasan Umum baru pokok-pokoknya saja, supaya disu 
sun rumusan baru; 

- Penjelasan Pasal dalam DIM ada yang hanya tertulis perlu ru 
musan baru; 

Dan lain-lainnya. 

Namun kami yakin, berkat keluwesan Pimpinan Pansus ataupun k~ 
mauan baik dari Pemerintah, yang kami lihat dalam Rapat Gabuu.g 
an tanggal 19 Februari dan 9 Maret 1992 yang baru lalu, Insya 

Allah pada saatnya nanti hal tersebut akan terbahas dengan s~ 
baik-baiknya. Lebih-lebih kami melihat bahwa semua pihak mem­
punyai niat yang sama terhadap RUU ini, yaitu ingin mencari 
rumusan terbaik dari yang baik. 

Sidang •.••••••• 
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Sidung yang tcrhormnt. 

Sctcloh Fraksi Pcrsatuan Pcmbangunan mcngnmoti pcrsan-
dingnn DIM, antnro RUU dari Pcmarintnh don DIM Frnksi 
froksi, ado bobcrapo c3totan yang pcrlu kami snmpaikan sc­
bagni bcrikut : 

1. Kcbctulun pada DIM karni, ada yang sarna dcngan RUU dart 
Pc~crintah maupun DIM Fraksi lain; 

2. Kcbctulun pado DIM kami, ado yang soma dcngnn RUU dari 
Pcrncrintah, tctnpi bcrbcdn dcngnn DIM Fraksi-fraksi loin; 

3. Kcbctulan puda DIM kami, bur.bcda dcngan RUU dari Pcmcriu 
tnh, tctapi soma dcngan DIM diantara Fraksi-fraksi; 

4. Kcbctulan pada DIM knmi, bcrbcda dcngan RUU dori Pamc -

rintah dan bcrbcda pula dcngan DIM Fraksi-fraksi lnin, 
bahknn scolah-olah sulit dicariknn titik tcmunya. 

Walnupun parbcdaan cukup banynk, Fraksi Pcrsotuan Pcm­
bangunnn tctap optimis, karcna adanya pcrsamaan pnndong~n 

dari sc~ua pihak tcrhadap RUU tcrscbut. Kami yakin pcrbcda­
an-pcrbcdnnn tcrscbut akhirnya aknn sarnpai pada titik tcrnu 
yang dnpnt rnc~cnuhi kcinginan kita bcrsorna. Lcbih dari itu 
ncrupoknn bnhan soling isi rncngisi demi pcnyc~purnaon Un­
dang-undang Pcrkcrnbangan Kcocndudukan dun KcluurgQ Scjahtc­
ra itu scndiri. 

Kitn tclah tcrbiasa mcnyclcsniknn pcrbcdaan-pcrbcdaan 
pcndapat dalnrn DPR ini, scbab kita bckcrja rnanyclcsaikan m~ 
soloh, tclah tcrbiasa didaspri/dilandasi scrnangat Dcrnokrasi 
Pancnsila bcrdasarkon UUD 1945, yaitu scrnnngpt , musynwnrah 
untuk rncncapai mufakat. Schingga pcrbcdaan pcndapat itu ti­
dak pcrlu rncngarah pada pcrpccahan. Pcrsatuan don Kcsatuan 
scbngni wujud dari Wnwasan Nusantara, rncrupakan nilni yang 
sangat tinggi bagi kita scmua. Karcnanya pcrbcdaan pcndapat 
harus tctap dalam scrnangat r.nrnpcrtahankan pcrsatunn.dan kc­
satuan tadi, untuk rncngisi kcrncrdckaan Negara yang kitn cin 
tai ini, scsuai dcngan /\r.ianat UUD 1945. 

Scknli lagi pcrbcdaan pcndnpat yang scdcrnikian ini· bu-
kan hnl baru, tctapi sudah scbngai hal kcbiosaan dalarn 

arena • • • 
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arena Pcrsidnngan DPR sclnrna'ini. Malahan hal dcmikian ini, 
scsuni kcinginan Bapak Pcrnbangunnn atnu Prcsidcn kita yang 
sering diucnpknn bcliau, rnisolnya sojo. do.lam Pidoto Kcncga­
raan tanggnl 16 Agustus 1990 di hadapan Sidang .Paripurna 
DPR-RI o.ntnru lain bclainu bcrkata : "Jiko. di so.at ini kito. 
masih juga mcngkhawatirkan bcrnncka rngnm pandnpnt, hal ini 
buko.n so.jn bcrnrti ki ta r.icnyangsikan kco.rnpuhan · Panco.siln , 
tctapi ~anghnrnbat pcrkarnbangnn Pancnsila itu scndiri". 

Sidnng yang tcrhoraat. 

Schubungon tclo.h sio.pnyn DIM Pcrso.ndingan RUU tcnto.ng 
Pcrkcmbo.ngnn Kcpcndudukan dan Kcluargo. Scjchtcrn , dan tc­
lo.h o.dnnyn lokasi wnktu yang mcnjo.di kcscpo.katnn kita bcr­
sarna ( scsnr.1a Frnksi dan Pcmcrintah), rnakn dcngan r.icmgucap : 

BISMI LLAHI?_i\J-'lAN IRMHIM Fro.ks i Per so. tuo.n Pcr.i bangunan r.icnya t~ 
knn siap bcrs~a-sama frnksi lain, dcngan Pcmcrinto.h r.nrna _ 
suki puncnk kcgiato.n Dewan dnlo.rn r.cmbahas RUU tcnto.ng Pcr­
kcr.ibangan Kcpcnduduknn do.n Kcluo.rga Scjohtcra (yaitu Pcrn­
bicacunn Tingko.t III) rnulai hari ini. 

Scbogni pcnutup, marilah kitn mcrnbulatkan tckad kita, 
do.lar.i r.lCr.likul tangung-jawo.b do.}al!l Ro.pat Go.bungo.n Kor.iisi VIIl 

dan Kor.iisi X ini, yaitu r.icngho.ntarkan kclo.hiro.n Undang- un­
dnng Pcrkcmbnngan Kcpendudukan dan Kcluo.rga Scjahtcra, yo.ng 

·olch DPR dl.:pcrcn.yaokan kcpada kita scrnuo.. 
3clnnjutnya ko.~1 rncngho.ro.p, hcndo.knya do.lam Pcrsidn.ng­

an ini no.nti, bcno.r-bcno.r tcrwujud kcrjo.snrno. yang harmonis. 
so.ling isi mangisi, schinggo. do.lam batas waktu yang ado., k! 
ta marnpu ~cnyclcsaikan pckcrjno.n ini dcngan earn yang sc­
bo.ik~bniknyo.. Mudo.h-rnudo.ho.n Ailo.h SWT, sclalu rnarnbcriko.n 
pctunjuk-pctunjuk-Nya kcpada kita sc~uo.. 

KETUA Rl\Pl\T : 

Tcrir.ia ko.sih atas parhat.i.an Saudarn-saudara.. 

Wabillnhit Taufi Wo.lhido.yah. 
Wasso.lnrnu'o.laikW!l Wr. Wb. 

Tcrir.in kns ih ko.r.ii so.r.ipaiko.n kcpo.da · Jur.u · ·Bi·co.ro do.ri 
Fro.ksi Pc~so.tuo.n Pcrnbo.ngunan Bapak H. Muho.mr.iad Musyapak bC£ 

ikut ka~i pcrsilahkan Fro.ksi PDI. 

FRAKSI POI ••••••• 
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FPDI { DRS. POPO SOENANDAR HAROEN ) : 

Assala~d'alaikum wr. wb. 

Saudara pimpinan rapat gabungan Komisi VIII dan Komisi X 
yth, Saudara Henteri KLH, Saudara Kepala BKKBN Pusat beserta 
staf yang kami hormati, Rekan-rekan anggota Komisi VIII dan 
Komisi X yang kami cintai, para wartawan dan sidang yang 

kami hormati. 
Herdeka ! 

.... 
Atas kesempatan 

tentang RUU 
untuk menyampaikan pandangan 

PKKS sebagai pengantar DIH 
Fraksi POI 

yang tel ah 
dis~mpaikan kepada iapat gabungan ini, kami mengucapkan 

terima kasih. 

Saudara Menteri dan hadirin yang kami hormati . .. 
Kita maklumi bersama, bahwa dalam membahas RUU PPKS ini 
telah diakui adanya berbagai kesamaan pandangan antara 

· Pemerintah d~ngan Dewan, adapun kesamaan-kesamaan itu adalah 
Kesamaan pendapat mengenai Tingginya urgensi dalam peng­

aturan PKKS dengan suatu Undang-undang; bahwa UU ini harus 
bertitik tolak pada Pancasila, UUD 45 dan ~BHN; keharusan 

memegang landasan agama, moral dan nilai-nilai yang tumbuh 

dalam masyarakat; perlunya dilaksanakan pengendalian 

kuantitas, pembinaan kualitas, pengarahan mobilitas dan 
pembangunan keluarga sejahtera untuk menciptakan naanusia 
Indonesia seutuhnya; keharusan pengantisipasian perubahan 
kependu'Ciukan dimasa depan dan kesamaan wawasan mengena.i 
keterkaitan penduduk dengan lingkungan hidup dun implikasi­

nya bagi keberlanjutan pembangunan nasional. 

Atas dasar berbagai kesamaan pandangan dalam membahas RUU 

ini, maka diharapkan dalam pembahasan selanjutnya dapat 
terjadi saling pengertian antara Pemerintah dan Dewan serta 

antar fraksi sehingga pembahasan akan lancar, tidak akan 
saling naotot mengotot, perbedaan pendapat akan selalu 
bermuara pada penyelesaian yang baik dan tuntas serta dala~ 

waktu yang ••••• 
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waktu yang singkat tetapi tetap bermutu demi memperkuat 
landasan bagi pembangunan nasional selanjutnya . 
Semangat musyawarah untuk mencapai mufakat serta jiwa 
demokrasi Pancasila mudah-mudahan selalu terwujud sampai 
berakhirnya tugas yang mulia ini, sehingga terbentuk UU 

tentang PKKS yang benar-benar berkualitas dan d~pat berlaku 
sampai waktu yang cukup lama demi kepentinan Nusa dan Bangsa 

yang kita cintai ini. 

Saudara Menteri yang kami hormati. 
Selama perjalanan penyusunan DIM PKKS dalam beberapa hari 
belakangan ini, beberapa hal ditemukan yang perlu mendapat 
perhatian baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat 
substansial. Hal-hal yang selama ini merugikan penduduk 

. sebaga~ akibat dari kurangnya perhatian terhadap nilai-nilai 
kepekaan : serta kondisi masyarakat dan juga kenyataan bahwa 

pada saat ini masih terdapatnya penduduk yang berada dalam 
kondisi dibawah garis kemiskinan, maka Undang-Undang yang 
kelak akan berlaku seyogyanya benar-benar dapat melindungi 
rakyat khususnya yang berada dalam kondisi tersebut diatas. 

Atas dasar hal tersebut diatas, dalam Undang-Undang ini 
kelak pengakuan hukum dan hak-hak rakyat sebagai penduduk 

~ 

negara ini dengan segala matranya dapat terwujud, sebab 

kenyataannya saat ini hak-hak rakyat biasanya selalu 

terlupaka~, . hanya kewajiban belaka dari rakyat yang 
menonjol. · Sebaliknya hak yang dinikmati oleh orang kaya 
lebih menonjol dari kewajibannya sebagai penquduk. Kiranya 

hal ini nampak sebagai kondisi yang timpang dikalangan 

penduduk negara ini yang perlu segera dapat ditangani secara 
tuntas. 

Saudara Menteri yang kami hormati. 

Upaya-upaya untuk pemantauan perkembangan kependudukan dan 
pembangunan keluarga sejahtera saat ini dan dimasa datang 
menjadi sangat pen ting artinya untuk 

kewaspadaan demi terwujudnya keadilan bagi 
Indonesia. 

meningkatkan 

seluruh rakyat 

Disamping itu sifat dan tradisi bangsa yang berazaskan 
gotong royong selalu dapat menjamin terselenggaranya 
kesejahteraan rakyat manakala sekelompok kecil masyarakat 

sebagai penduduk negeri ini tidak mempunyai sifat yang 
sebaliknya a sosial, serakah dan rasa patriotisme dan 
nasionalismenya menjadi luntur hanya karena kekayaannya saja 

yong justru· •••••• 
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yang justru didapatnya dari bumi Indonesia sehingga mereka 

'lupa kac~ng atas kulitnya·. Bertitik tolak dari pola pikir 

tersebut diatas, Fraksi PDI berpendapat ada beberapa aspek 
yang harus ditekankan dalam RUU ini diantaranya : 
1. Aspek perlindungan terhadap rakyat kecil (wong cilik), 

berupa pengakuan/perlindungan hukum dan perlindungan 

terhadap hak-haknya. 
2. Aspek pembinaan agar rakyat betul-betul sadar akan hak 

dan. k"ewaj ibannya, dan 
3. Aspek perjuangan untuk memperkecil/menghilangkan kendala 

dan masalah yang merugikan penduduk dan lain-lain. 

Sidang yang kami hormati. 
Sebagaimana telah kami tekankan diatas bahwa sifat dan 
tradisi yang telah menjiwai bangsa Indonesia hidup secara 
bergoton~~royong yang merupakan pencerminan dari jiwa 
Pasal ~3 UUD 45. Henurut pendapat Fraksi POI hal tersebut 
harus tercermin dalam Undang-Undang ini, sehingga 
keprihatinan yang kita rasakan bersama mengenai berbagai 
masalah . yang dapat menimbulkan dampak atau merugikan 
masyarakat/penduduk sebagai akibat kurang diperhatikannya 
nilai-nilai, kepekaan dan kondisi masyarakat dapat 

dihilangkan a tau setidak-tidaknya diperkecil secara 
bertahap. Manakala hal ini dapat terlaksana dengan baik, 

• maka diharapkan beberapa aspek tersebut diatas dapat lebih 
terjamin_keberadaanya. 

Saudara Henteri yarig kami hormati. 
Dalam materi RUU kami melihat beberapa kekurangan yang nanti 
akan dibahas bersama selanjutnya, seperti jumlah bab, 
perubahan judul, masalah pengamalan pancasila, urutan 
penomoran pengertian istilah sesuai dengan materinya, materi 
yang· menyangkut masalah politik, hal-hal yang menyangkut 
tanggung jawab, tambahan rumusan baru yang menyangkut 
masalah pengawasan, bahwasaRya kebijaksanaan pemerintah 
seharusnya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, 
istilah keserasian sebaiknya dilengkapi, kaidah NKKBS dan 
hal-hal lain yang bersifat teknis/redaksional dibahas dalam 
timcil atau timus agar tidak mengganggu pembahasan materi 
yang bersifat substansial. Untuk memperlancar pembaba.sa.n 

materi yang bersifat substansial agar tidak berlarut-larut, 
kami mengusulkan apabila dalam 2 (dua) putaran pembahasan 
belum terjadi kesepakatan, maka rapat/pembahasan diskorsing, 

kcrnudinn dibari •••• 
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kemudian diberi kese~~~tan untuk mengadakan lobi dan apabila 
dalam lobipun belum ~ercapai kesepakatan maka pembahasan 
selanjutnya disere~· Panja. 

6emiki•n pi.ndantan Fraksi PDI sebaiii p~.~§!ntar DIH t•ntang 
RUU PKKS yan~ mudah-mudahan dapat menjadi masukkan yang 
bermanfaat dalam pembahasan RUU ini. Masalah lain·yang l~bih 
terinci dan hal-hal yang belum termasuk dalam DIM, kiranya 
masih ··~erbuka untuk disampaikan/dibahas · pada rapat-rapat 

selanjutnya. 

Walaupun pembahasan RUU ini waktunya sangat singkat, tetapi. 
Fraksi PD! akan senantdasa berperanserta secara maksimal 
agar RUU ini tetap berbo~ot, menjangkau masa depan dan dapat 
berlaku selama mungkin.:Selanjutnya kami mengharapkan agar 

' 
RUU ini J}apat menjadi kado/hadiah bagi Hari Kependudukan dan . 
Lingkungan Hidup pada tanggal 11 Juli 1992. 

Terima kasih. 
Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu'alaikum wr.wb. 
Herdeka ! 

KETUA : 
Torirna kasih kaffli sarnpaikan kcpndn Juru Bicnra Fraksi 

PDI yang taloh disa~paikan olch Bapak Drs. Popo ·Soonandar 
Haroan. Kcrnudian Kar.ii pcrsilahkan pihnk PeMerintah untuk ms 
nyarnpoikan p~ngantar dan korncntarnya, pcrsilo.hkan. 

PEMERINTAH : MENTER! KLH (PROF. DR EMIL SALIM) : 

Assalarnu-alaikurn Wr. Wb. 
Sayo ucQpk~n p~nghargaan atas sambutan don 

yang tcloh disar.ipo.ikan olch Wakil Frnksi-fraksi 
Gabungan ini. 

pnndangan 
dari Komisi· 

\ 

Soudoro hadirin sckalian, ado cmpat pagangon didalrun 
rncnyusun Rancangan Undang-undang in!. Pcrtarno adolnh Undong 
undnng Dosor 1945 dan Pancasila, kcrnudion GBHN Tahun 1988. 
Kctiga adnlati. aspirosi yang hidup dalarn sidang-sidong _yang 
ialu dangan rncngindahknn scrnun kcingin~n dari para Froksi 
yang kar.ii anggop panting untuk diangkat dan .dinkornodasiknn ·• 
di dolarn Undang-undang ini, dan·yang kccrnpat adalah kcpcrl~ 
on rnclihot · kedopan, rncnjangkou pondongan kc dcpan, sching­
ga Undnng-undang ini mnmpu menanggapi pcrkcrnbangan parobnh­
an rnosa dcpon !tu. 

Bcrdnsnrknn. • • . 
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Bq~dosorkon crnpot pcrtirnbongon ini, rnoko rncrosa pcrlu 
~ntuk scdildt ~rnbcrikan pcnjclusun agar dnpot kita angkat 
substnnsi pokok dori Undong-undong ini. Pcrtc.na adolah do­

sornyn bcrpcgong kcpodn Poncosiln don Undong-undong Dosor ,. 
1945, hol ini jugo tcrccrrnin pado scrnuo pondangan dnri Fro~ 
si-frnksi bcgi tu pula di dalar.l daftor invcntaris-invcmtaris 
masalnh. Kcrnudian· para hodirin sckolian, ado Goris Bcsar Ha 
luon Ncr,nro 1988. yang r.wnjclnskon nrahon pcrnbongunon jang­
ko pnnjong yang mcngin. ~tkan kita bohwa tujuan akhir tcr -
ccrfflin poda kcsclorason hubungon rnanusio dcngun Tuhon antn­
ro scsu~o monusia scrto lingkungan sckitornya kcrnudian kito 
koji bob IV dnri Pola Urn\lr.l Polito V, di dolorn oroh don 
kcbijnkon pcrnbangunon khususnyo sosoron uto~o pcrnbo~gunon 

jangkn ponjong 25 tohun keduo rncnjongkou kcdapnn yang me -
lctokan tckonon podo tcrciptonyo kuolitos rnonusio don kuol! 
tos mosyorokot. Kcrnudion podo sub ur.iurn dalar.i poit 31 dori 
bob IV ~iungkopk~:m bahwo jurnlah pcnduduk yang bcsor r.icr.icrl!! 
kon pcngcndalian pcrtur.ibuhan dan pcngcrnbangon kuolitos agar 
pcnduduk dopot rncnjadi faktor pcndorong pcrnbangunan ini. K~ 
rnudinn di dolor.i bo.b r.ionyangkut ago.mo.· dan kcporcayo.an tcr­
hadnp Tuhon Yon~·Moho Esa don Sosial Budo.yo. rnako. pokok kc 6 
kcpcndudukon don kcluorgo. b9rcncano rno.suk kc do.l.ar.i bo.b So­
sial Budayo dari GBHN tcrscbut. 

Sccnro cksplisit di. sana bohwa pcrlu ditingkotkon upa­
ya pcngcndolio.n pcrtur.ibuhon don pcrscboro.n pcnduduk disorn -
ping pcndidikon, kcschato.n, pcrtur.ibuhon ckonorni, pcr.ibo.ngun­
on do.croh don pcncipto.an lopo.ngon kcrjo, dnn ' pcngondnlian 
pcrtur.ibuhon pcnduduk !tu untuk rncwujudko.n wo.rgo. kccil bnhn-
gio dan scjohtcra. Dcmikion pctunjuk yang dibcriko.n 
Garis Bcsar Ho.luon Negara. 

do.lam 

Sctcloh diodo.kah pcngko.jio.n do.ri Garis Bcso.r Ho.luon N£ 
gara tcrscbut kcnto.rn bo.hwn di bo.wah bab kcpcndudukan don 
kclunrga bcrcncnno hal yang rncnyangkut pcndidikan, kcschat­
an, pcrtur.ibuhon ckonorni, parnbanguno.n dacroh don pcnciptoo.n 
lopongan karjo tcloh diotur di c!~larn pcrntµ:r.nn.· pcrundang 
undnngan yang lo.in, ado. Undong-undang Pcndidiknn Nnslono.l, 
Undang-undo.ng Kcsahatun don lain scbagoinyo. Schingga tc~­

tinggal pcrsoo.lnn yang rncnyo.ngkut pcngcndalian pcrturnbuh­
o.n pcrsabornn pcnduduk do.n kuolitos pcnduduk. Do.lorn Knito.n 
ini pcrr.io.salo.ho.n i tu ho.rus dilihat da1o.r.i kcrnngko. tuju o. n 
jungka po.njong untuk rncnciptako.n kcscralo.rnsan hubungan mo.­
nus in dcngon lingkungnn alam. Hol-hal ini yang bclurn dinng­

kot kcdaltll!l pcro.turo.n porundo.ng-undanean khususnya borupa 

undnng-undong itu. 
nto.s dnso.r ••• 
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Atns dasar itu, fflaka ado. pcgangan bnhwa undnng-undnng 
yang dio.jukan hcndnknyo. rncrupako.n undnng-undang yang jelo.s, 
mo.teri problcrnnya. Karena. itu, mo.kn problcmatik substo.nsial 
yang ingin dio.tur dalD.r.I undnng-undang ini bcrtW!lpu ~ada Go­
ris Bcso.r Haluan Negara, do.n dcrnikio.n r.h?ngotur ho.l yang bc­
diatur po.do. undang-undo.ng lo.in. Kcndalo kcdua ndnlnh raran­
cnngan undnng-undang ini sasuni dcngnn pcrmintnnn Dewan Pc~ 
wakilan Ro.kyo.t, tido.k belch mcnjadi Rnncango.n Undang-undang 
Pokok Kcpcnduduko.n, ko.rcna diunggo.p kurang ~cr.ibcrikan bobot 
opcro.siono.lnyo.. Atna dosnr itulo.h, r.io.ka dun mo.tori pokok di 
o.ngko.t ka nto.s aspck pcrkcrnbo.ngnn kcpcnduduko.n yang rncncn -
kup rno.salah pcngcndo.lio.n kuantito.s, pcngcmbo.ngan kualitas 
dan pcngo.rnho.n rnobilito.s. Kcmudiun rncnc~po.tko.n panduduk itu 
di do.lam ·mo.tern dirncnsi diri pribadi, keluargn, kelompok 
do.n golongan rnasyo.rako.t, warga nagnrn do.n himpuno.n. 

Mengcno.1 problerno.tik kcpcndudukan ini ditero.pkan do.lam 
hubuhgan.pcncipto.o.n kual.ito.s rno.~yo.rako.t yang bcrturnpu po.dn 
tcrbcntuknya kualitas keluargo. scjohtcro.. Kalua rgn scjah -
tern in! rncr.ipunyai soko guru puda Kcluo.rga Bcrcncana, r.ia~~a 

Kcluo.rgo. Bercncano. tcrtuju pado. pcmbangunan kcluargn scjnh­
tcro. dan kcluo.rga- scjo.htcrn rncmuo.t soko guru, Kclunrgn Bc­
rcncana scbagai tinng pokoknya. Dua rnatcri ini pcrkcrnbnngan 
kopcndudukan dcngo.n tiga scgi pcngcndalian kuo.titas, pengcm 
bangan kualtto.s dan pcngarahn rnobilitas dirnaksud ·agar pan­
duduk yang bcsar jadi pcndorong uto.rnn par.ibangunan. 

Karnudio.n keduduknn pcnduduk do.lam mantcra diri pribadi, 
kcluargo., kclor.ipok do.n golongo.n rnnsynrako.t, warga ncgaro. dLm 
hirnpunan kuantitns. Dnlnm kaitnn itulah difflungkinkan diarah 
ko.n pcngendalian kuo.ntit?s, pcngcnbango.n kuo.litas dnn pong­
nruhan ~obilitns kcpcnduduko.n itu, lalu r.icngejnr kunlitas 
rno.syarako.t yang didasar~o.n pado. kuo.litas kcluo.rga scjnhtcro. 
yang bersoko guru kcpad~ Kcluarga Bcrcncnna. 

Dar.tikio.n So.udo.ra hadirin sckalian substnnsi do.ri mo.te­
Undo.ng-undo.ng Pcrkcmbango.n Kcpcndudukan don ~cluo.rga Scjnh­
tera ini. Do.lam kaitan ini sctclnh mcndengar tanggapo.n do.­
ri scmun Frnksi-fraksi di DPR sctclah acrnpclajnri Daftnr I!l 
vcnto.riso.si Mo.so.lo.h, mo.kn rncngingat pula 'bahwa di- dalam 
T~nggapnn Pcrncrintah, Jawaban Pcrncrintah at.as· P.cmandangan 
Umw:i knmi diilho.rni olch usul dari Fraksi Karyn Pembnngunnn 
yang sccara aksplisit rncminta pcnycmpurnann dari sistimati­
ka undo.ng-undang ini. Karena itu karni rncraso. pcrlu untuk 

rnombcrikan pcngclornpoknn ynng karnudian diharap do.pat tur.ibuh 
rncmjadi sistirnatika yang lcbih scsuai dcngan aspirnsi para 

wo.kil ••••••• 
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wakil Frnksi seperti tcrungkap dalor.i Dafto.r Invcntarisnsi Mn­
salah ini. Di dalam por.ibo.gio.n ini ingin karni pcrto.jar.i pcngc -
lornpokan pcrrnasalahan rnatcri atas pcrkcobangan koponduduknn 
don pcrnbangunan kclu::irga scjahtcra yang diikat pada azas dn­
sar hak dan tanggung jawab dan korjnsar.io. scrta paro.nsertn ·rn~ 

syara~nt pcr.tbinaan inscntif dcsinscntif yang soma pU~n. Kn -
rcna itu karni sarankan o.do.nya satu pcobahasan yang rncngikuti 
suatu pcngalor.tpokan pcrrno.salahan scbD.go.1 bcrikut : 
Kctcntuan ur.iur.i kita bahas sccara bcrsarno. dnln~ sistirnatikn k£ 
tantunn urnurn, dnsnr arnh dan tujuan dibo.ho.s bcrsarna untuk kc­
rnudian bcrrnuara pada azas don dasar, hak dan tanggung ·jawab 
yang scrnula untuk daput ditctapkan podo tonggung jawab don 
bcrdnsarkan Daftar Invcntaris Masalah. Ada pcrrnintaan jugn U!:!, 

tuk Fraksi 'Knrya Pcr.ibnngunan, Fraksi ABRI dan Fraksi PD! ngnr 
mcnconturnkGn kcwajiban, rnaka knrni rasa pcrlu hak tonggung ja­
wnb dan kcwajibo.n. Untuk kcr.iudinn kito pilo.h hal ihwol ynng 
rncnyangkut dchgan pcrkcr.ibo.ngo.n kcpcndudukan di dalnr.i kclornpok 
pcrkcr.ibangan kcpcnduduko.n dan ho.l ihwo.l yang rncnyo.ngkut pcm­
bangunan kcluorgn scjahtcra di dalarn bo.b kcluarga aejnhtcro. 
tcrs~but. Schingga po.sal-pasal yang rncnyangkut upaya- upayo. ., 
pcrkcr.tbangan kcp cndudukan doh pcr.ibo.nguno.n kcluargo. s·ejo.htcro. 
dipiloh kc dalo.r.i duo. kclornpok pcnting pcrkcrnbongon kcpcndudu 
kan don pcrnbangunon kcluargo scjohtcra. Motcri, isi posnl sa­
mo dcngan paso.1 scr.iuolo hanyo. pcngclornpokan rcrisr.icntnyo di­
a tur untuk ~udoh dibo.co. Kcrnudian bob rncnyangkut Kcluo.rgo. Bc­
rcncan~, tctap podo Keluorl?jl Bcrcncono. bcgitu pulo tcntnng 
hal pcranscrta rnasyo.rakot, inscntif don disinscntip scrta ki­
to. r.tcngkop pcrlu ado rcfrcnsif pado. pcrsoolnn sonksi don kc­
tcntuan pcnutup. 

Soudoro Kctuo, atos dosor ini mo.kn dun rnatcri masolnh 
pcrkcrnbnngon kcpcmdudukon don kcluorgo scjahtcro tcrcokup di­
do.lam sistirnotika ynng karni ho.rap lcbih scdcrhona tonpo rnc -
rubo.h posol-posalnyo, no.mun ko.r.li horop dop~t rncrnpcrlonco dis 
kusi pcrnbohnsan dnlarn rapo.t kcrjo ini. Atas dasar ini ·rncng• 
ucapkon pcnghargaan otos sornbuto.n para Froksi-frnksi dan kn~i 
optirnis bahwo dnlOJ!l woktu yang tidnk tcrlalu lorno tugas dnpat 
disclcsoikon dcngon rncnghasilknn substnnsi undongyundong yn~g 
bcrbobot don bisa dipcrtonggung jownbko.n podo rno.syo.rakot don 
bangsa kito. Dc~ikion Soudor.o Kctun dan tcrirno kosih. 

KETUA : 
Tcrirna kosih Soudorn Menter! yang tclnh 

tonggapon, pcngantor don korncntcr o.to.s pcndopot 
tcloh diojuknn olch Fruksi-fraksi. 

l'.lenyampo.ikon 
1tin1· · yang 

Soudnra-so.udara ••• 
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So.udoro.-saudara sckalian scbclur.i mcmasuki pcmbohason dn­
ripadn Rancango.n Undang-undang ini, ado bcbcropn' ·hal~ · ·. _yang 
ingin kOJ!li tawnrkan kcpnda Snud3 rn-soudora s~bagoi pcgangan 
kitn dnJorn rangkn rnclaksnnakon ropnt-ropnt kitn sclanjutnya. 
Pcrtama scbagairnana maklum bahwa sckarnng Urnat Isla~· scdang 
r.-icnjn1 nnknn i bodah punsn don ol c:h karcmn i tu wo.ktu siong tcn­
tunyn pcrlu ado istirnhnt, knlnu tidnk solnh sholntnyo bcr -
langsung jam 12.10. Olch karcnn itu inginkko.mi tawnrkan kc­
padn Saudnra-saudnro bnBnirnonn knlau pnda woktu siang kito 
istirnhot pndn jorn 12.10, bcrnpo lnmn npaknh sctcngnh jorn, 45· 
r.u:mi t ataukah sntu jam, don pada tcrnan-tcman yang rnclaksana -
ko.n sholot silohko.n kcr:1udion r.wrc:ka yang r.iau r.iakan siang art! 
ny.a· yang·tidnk puoso jugn dipcrsilahkan, knrcno. Sokrctariat 
jugn mcmpcrsinpkan rnnknn sinng bog! Soudnrn-soudnrn yang ti-... 
dnk mclokso.nakan ibudah pun~a, ini yang pcrtama Saudorn-snudu 
ra sckalian. Bisa di tc:rimn bo.hwn istirahn t sinng i tu jar.i 12 .10 

ntnu jan 12 .oo. 
(Rapat sctuju istirohnt tcrscbut jam 12.00. 

lo.mnnya so.tu jam) 
So.udnro-saudaro setiap kitn ~cngodnknn ro.pnt rnokn isti -

rnhat siang r.mlai .. jar.i 12. 00 untuk sholnt bagi Snudnro-soudara 
ynng akan sholat, kcr.iudian mokan· siang bagi Saudnrn - saudnrn 
ynng akon r.io.kan siang do.n wo.ktunyo. so tu jor.i, bisa ·. ·.,torir.10, 
sctuju So.udara-saudara, tcrima knsih. 
Kcr.iudian yang kcdua wnlaupun bnrangkali kcfflarcn sudah dising­
gung no.mun pcrlu juga soya kira kctcgnsan togoirnana Suudnra­
snudaro. ko.lo.u ropot sio.ng mcnurut Tota Tcrtib. Di~ulo.1 jam 09.00 

do.n bcrnkhir jam 14.00 untuk hari Scnin, Sc1asa, Rnbu dan Ko­
mis kcmudinn hari Jur.i'at: rnuloi jam 08.30 sar.ipni dcngnn jam 11.00 

dan hari Sabtu mulai ja1!l 09.00 sar.ipai dcngan jam 11.00. Nor.iun 

bcbcr~po. wo.ktu yang lolu sudnh menBnr.ibil nnc(~r-o.ncar bahwo da­

lar.i rongko pclaksonaon Rnpat-Kcrjn ini kito lnksanakan sornpai 
dcngon jam 17.00 ditnr.ibnh ~cntunya podo siang poda waktu isti­
ruhat kccuo.li hori Jur.i'ot itu tcntunyn kita istirahat lcbih C.£. 
pnt, kcmudion kitn lanjutkan scsudo.h sholo.t bisa ditcrir.lD. Sau­
dara • sa.udn.ro. _ sc-tuju.· SJ.lQ.hk.on. 

FRAKSI PERSATflhN PEMBANGUNAN ( DRS~ MOH HUSNI THAMRIN ) : 

Saudara Kctun, Wakil Por.icrintah dan Saudara-saudoro. AnJi 
gota Pansus knmi r.umgharapkan, kalou no.nti ~ulc.-1-· jar.i' 1 sctclah 
wo.kt~ istirahat 1 jarn, maka kcd. harapkan untuk tid~k sampni 
jur.i 5 tnpi bisa kita o.khiri pada jo.r.i 4 sore. Dcrnikinn Sau -
dnra Kctua, tarika kosih. 

KETUA : • • • • • • • • • • • 
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KETUA : 

Ada tnwnrnn dari Fro.ksi Pcrsntuo.n Pcr.ibo.nguno.n knrcnn r.ic­
rnnng kito. istirahnt agak ccpat dari biaso.,kita sctnr lcbih 
awnl jugo. da.ri jo.rn 1'3 .. 00 ado. to.wo.ro.n baga.ir.io.no. kulau rnrat so­
re ho.ri kitn bcro.khir. po.do jo.rn 16.00. Dari F.ABRI sotuju, 

FRAKSI ABRI (IGN. SOEPRAPTO) : 

Sratujtt snMpn.i jnrn 16.00 WIB. 

KETUA : • • • • • • • • • • • • 

• 
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KETUA: 

Ya, ada flexible lah, tapi itu tentunya dengan musyawarah 

~ersama nanti Pako 

Dari Pemerintah ? 

MENTER! NEGARA KLH (PROF·. DR. EMI1I 'SALIM): 

Kami selalu mengikuti fraksi-fraksi DPRo 

KETUA:· .. 

Terima kasih, jadi Saudara-saudara Rapat kita untuk sore 

berakhir jam 4. 

(Palu diketuk 1 X) 

Kemudian Saudara-saudara sekalian mengenai masalah DIM, 

ini juga kami perlu ada ketegasan, bahwa DIM sudah masuk. Na­

~un ada juga pertimbangan-pertimbangan bagaimana kalau nanti 

dalam rapat, bahwa ada perkembangan, bisa juga terbuka kemung-

kinan ada usulan-usulan baru di luar DIMo Kemudian mekanisme-

nya bagaimana~ Kalau setuju tentunya ada mekanisme, artinya 

~alau kita hendak membicarakan masalah tambahan itu, berapa h~ 

r~ sebelumnya atau berapa jam sebe·lumnya harus disampaikan ke­

~ada kita mengenai tambahan baru di luar DIM ituo 

Jadi pertama dulu kami tanyakan kepada Saudara-saudara, apakah 

terbuka kemungkinan ada usulan-usulan baru atau masukan-masuk­

an baru di luar DIM yang sudah disampaikan oleh fraksi-fraksi. 

Dari Fraksi PDI, FRaksi Persatuan ? 

FPP (H.· MOHo HUSNIE THAMRIN): 

Sebentar Saudara Ketua, ada beberapa pertimbangan, jika 

kita membuka kesempatan seluas-luasnya untuk memasukkan DI~ p~ 

~a setiap saat, bisa jadi Undang-undang ini kapan selesai, itu 

satu. Oleh karena itu saya mohon bahwa kita berpegang pada 

DIM yang sudah kita masukkan, sekalipun tidak menutup pintu. 

tetapi tidak mernbuka seluas-luasnya. 

Sehingga dengan demikian apa yang kita inginkan untuk menyele­

laikan Undang-undang ini nanti bisa sesuai dengan target. 

Oleh karena itu saya mempunyai prinsip bahwa, fraksi kami ber­

pendapat bahwa pembahasan kita sudah barang tentu akan berpi -

j ak kepada DIM ya.ng sudah ki ta masukan, dalarn rangka menanggapi 

Rancangan ~•oo~~~••o•o••• 
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Ranc~~gAn Unda?g-undang yang disampaikan Pemerintahw Dengan i­

n~., .mak.a sudah ba:rang tentu terhn.dap DIM-DIM yang "ba.ru, apabila 

ltu merupakan yang baru sama sekali, sudah barang tentu Juga k~ 

lau ini kita mungkinkan nanti bisa berkembang Pak, ini yang sa­

ya i~ikan. Oleh karena itu walaupun demikian kita tidak meno -

lnlt lldrmya hal-hal yang nanti kalau memELng ini menuju untuk sa­

t; u lt e $ e mp urn a an " 

J~di maksud kami tidak kita buka seluas-luasnya tetapi juga ki­

ta tidak menutup pintu sama sekali., Sekali lagi rumusannya 

yang luwes, begitu saja Pak, terima kasih. 

KETUA: 

Terima kasih, memang itu yang kami maksud Pak Thamrin, ar­

tinya bahwu yang kita berpegang sebagai bahan pokok itu adalah 

DJM yang sudah dimasukan~ Mungkin dalam perkembangan ada satu 

rasal atau ayat, umpamanya besok akan kita bicarakan ada satu 

p~sal, ayat, yang ini barangkali ada perlu ditambah masukan be 

lum dimasukan «alam DI~, itu terbuka kemungkinan. Jadi kita 

bukan mau bikin DIM baru, bukan Saudara-saudara~ Tapi dalam 

pengalaman"pe~galaman juga kita membahas Rancangan Undan~-un 

dang selama ini mengenai masalah ini juga sering ada. Jadi bu 

kan berarti DIM ini akan sama banyaknya dengan DIM yang kita 

bu~t, bukan~ Tapi ada mungkin hal-hal khusus dari satu pasal 

atau ayat yang menurut ada satu fraksi atau ada beberapa frak­

si yang menurut pertimbangan bisa ada penyernpurnaan sesuai de­

ngan barangkali ada masukan baru. Itu yang kami maksudkan. 

Yang lain, dari fraksi lain, Fraksi Karya ? 

FKP (Dr ... N~f'. IDA YUSI DAHL AN) : 

Kami juga sependapat bahwa memang tujuan kita ini tidak 

kaku dalam pembicaraan~ untuk mencapai suatu UU yang bermutu~ 

Oleh karena itu kita sudah menyepakati bersama, dengan DIM i­

ni, inilah merupakan acuan yang kita pegang bersama tentang 

fleks1be:itasnya selama masih relevan dengan DIM ini, saya k! 

ra itu kita jangan terlalu kaku. Tetapi bukan berarti menga­

da-ada atau membuat-buat yang baru~ 

Demikian, terima kasih. 

KETUA: . . . . . . . ~ . ~ . . . . . 
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KETUA: 

Terima kasih, jadi Fraksi Karya terbuka untuk kemungkinan, 

namun tidak mengada-ada, kira-kira begitu Bu ? 

FKP (n·r·. NL. IDA YUSI DAHLAN): 

Selama ada relevansi dengan DIM yang sudah kita setujui 

bersama~ terima kasih. 

Ya. dari Fraksi ABRI siluhkan Puk~ 

F • A BR I (" H • S URJ 0 MAR DJ I Y 0 ) : 

Terima kasih atas kesempatannya, sampai dengan hari ini 

saya kiTa ralat-ralat DIM itu sudah ada~ tadi yang menyampai -

kan Fraksi Karya, tetapi saya kira munr:kl.n' s~mua fraksi menga­

dakan ralat, apakah itu penambaha.n ataukah itu pengurangan a -

taukah itu penyempurnaan.. Saya kira kesempatan itu sudah cu -

kupg Sekarang~tiba waktunya tidat mengurusi penyempurnaan DIM 

membuat DIM dan ~ain-lain, tapi kita bermusyawarah. 

Oleh karena itu saya kira ~an~ pnlin~ baik, marilah kita 

tinggalkan menambah DIM, mengurangi DIM, menyempurnakan DIM, 

tapi membicarakan persandingan DIM ini. 

Jadi prinsipnya, jangan sekali-sekali ada DIM baru. 

nurut Fraksi ADRI saya· kira demikian. 

Kalau me-

Kalau ada pengembangan permasalahan, ya tentunya kitn lihnt a­

pakah itu relevan atau tidak. Tapi prinsipnya tidak ada, de -

~gan demikian musyawarah kita akan berjalan dengan mulus dan 

tuntas, dan tidak akan bolak-balik karena akan selalu ada tam­

bah dan kurang permasalahan dalam bentuk DIM. 

':Perima kasih .. 

'KETUA: 

Ya, terima kasih Pak Surjo, itu seperti yang kami katakan 

t~d1, bahwa acuan ki~a adalah DIM yang sudah dimasukan~ Namun 

tadi Juga bagaimana kalau ada fleksibelitas dalam perkembangan 

pembahasan, selama itu relevan dengan materi yang kita bicara­

kan. Itu yang barangkali ingin kami sampaikan. 

Jadi Saudara-saudara, jadi bagaimana kal~u tadi Fraksi 

Karya terbuka kemungkinan selama itu relevan dengan yang 

dibahas ........... . 
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dibahas~ Fraksi Persatuan juga tidak keberatan, saya kira de­

Iri~:ian Pak ya, Fraksi PDI j uga dem"ikian, Fraksi ABRI bagaimana 

kira-kira Pak, artinya mengenai asal relevan maksudnya itu. 

F., ABRI ·(rr. SUR'JO MARDJTYO): 

Prinsipnya tidak diberikan kesempatan, prinsipnya, soal 

nanti sambil berjalan kita lihat, ini prinsip apa tidak, rele­

van apa tidak., Tapi ·prinsipnya tidak ada DIM baru. 

Terima kasih. 

Artin.ya prinsipnya tidak DIM baru, tetapi kalau dalam per 

kembaqgan ternyata ada peiuang bisa kira-kira itu Pak ya, pe -

ngertiannya begitu. 

'E'. ABRT ("Jr., ·suRJO MARDJ"IYO): 

Prinsipnya tidak bisa. Sebab kalau dibuka kemungkinan sa 

ya khawatir pasti ada DIM baru, dan pengurangan dan sebagainya. 

Prinsipnya tidak bisa. 

KETUA: -----
Terima kasih Saudara-saudara, jadi ada ~gak perbedaan me­

ngenai masalah ini, dari Fraksi Karya silahkan. 

FKP (Dr". N:Y" IDA YUSI DAHLAN): 

Kami ingin menekankan lagi sekali, bahwa fraksi kami, ini 

adalah suatu DIM final, jadi tidak ada penambahan atau pengu -

rengan atau lebih daripada atau kurang daripada yang ini. Ini 

adalah final Pak. Tentang relevansi maksudnya apa, saya kira 

nanti pada waktu proses pembahasan kita akan bicarakan bersa -

ma, 

Te:rj.ma kasih. 

KETUA: 

Terima kasih. 

Saudara-saudara sekalian saya kira kita tidak ada perbe -

d~an yang mendasar soal ini, bahwa yang menjadi pegangan· kita 

~dalah Dim yang sudah kita masukan. Namun nanti dalam pemba 

hasan perkembangan selanjutnya kalau ada relevansi bahwa ada 

tambahan •••o~o•••• 
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tambahan penyempurnaan dan sebagaJnya, saya kira itu nanti ki­

ta lihat dalam perkembangang 

Bisa diterima Saudara-saudara ? 

Fraksi PD! ? 

FPDI (bRs·. POPO SONADAR HAROEN): 

Apabila dikemukakan seperti oleh Fraksi ABRI dan FKP itu, 

saya kira terlalu kaku Pak, sebab belum mulai DIM Pemerintah 

saja sudah dirubah, sudah ada usul itn kan, sebenarnya tidak 

boleh itu kalau mengikuti pendapat dari Fraksi ABRI dan FKP .. 

Disini belum mulai kita sudah dapat perubahan, sistematika dan 

lain. sebagainya. 

Jadi kami mohon, kita mulainya jangan prinsipnya tidak bo 

leh dulu, bukan itu, tapi prinsipnya·mengikuti DIM yang ada, 

d.an selama ada perkembangan yang ada relevansinya dengan DIM 

yang sudah ada kita buka, walaupun kita seperti yang dikemuka­

kan oleh FPP tidak terlalu meluas begitu Pak, ada batas-batas­

nya. 

Itu saja, terima kasih. 

MENTER! ~TEGA RA KLH" . (PROF. DR~ EMIL · S"AL IM) : 

Saudara Ketua boleh saya menanggapi ? 

KETUA: 

Silahkan Pak. 

MENT.ERI KLH . {PROF.· DR •. EMIL SALIM): 

Saya agak berkeberatan kalau disebut bahwa Pemerintah me­

rubah DIMg Yang dilakukan Pemerintah adalah tetap berpegang 

pada pasal-pasal yang ada, tapi menanggapi permintaan dari 

fraksi agar sistematika diperbaiki, maka yang kami lakukan ha­

nya sistematika pengelompokan dengan DIM yang sama. 

Terima kasih Saudara Ketua. 

KETUA: 

Terima kasih .. 

Saudara-saudara sekalian, khusus bagi Fraksi PDI, demiki-

an jawaban PemerintahQ Saudara-saudara untuk kita tidak 

berlarut-larut ............... . 
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berlarut-larut dalam masalah ini bagaimana kalau kami usulkan 

sebagai berikut, bahwa dalam rangka pembahasan RUU ini kita te 

tap berpegang kepada DIM yang kita masukan.. Dengan '"catatan ka 

lau nanti ada perubahan tambahan dan sebagainya, kita lihat da 

lam perkembangan .. 

Silahkan. 

FKP ( IK .. "ACHMAD MOESTAHID A START): 

Saurlnra Pimpinan dan Saudara-saudara sekalian, yang per -

t~m& tadi sudah benar 1 bahwa pembicaraan kita mengacu pudu su­

tu~satunya referensi ndalah DIM ini. Justru pembicaraan kita 

mendapatkan ~uatu penundaan-penunduan itu ukibut duripadu be -

lum selesainya DIM, DIM ini sesempurna mungkin kita lakukan , 

Q.~fl. pa.da pa.gi hari ini sa:ya kira kita harus mempunyai suatu k~ 

~epakatan bahwa satu-satunya acuan adalah DIM. Jadi pembica -

~aanpun tidak boleh lepas daripada DIM. 

Adapun nanti didalam proses pembicaraan itu ada suatu ben 

tuk perumusan-perumusan baru yang mas~h ·relevan dengan RUU dan 

DIM yang sudah kfta lakukan, itu.saya kira didalam suatu pro -

f}e~ pembahasan. 

Ju~tru inilah didalam suatu musyawarah untuk mencari satu per­

mufakatan, kjta juga tidak bisa kukuh didalam suatu pendirian 

m~~ing-masing fraksi, pasti akan ada resultantenya didalam pe­

rumusan itu. Nah didalam proses menuju kepada resultante yang 

kita kehendakj itulah nanti didalam perumusan ada modifikasi 

dan. imp rovi s as i. 

SAY~ ~ira demikian Saudara Pimpinan. 

KETUA: 

Terima kasih Saudara-saudara sekalian, saya kira lebih j~ 

1~~ apa yang sudah dikatakan tadi. Men~enai masalah ini saya 

ki~a tidak perlu l~gi kita bicarakan, kita ~ulai saja, nanti 

~it~ ~alam perkemb~~ganlah ya. 

Saudara-saudAra sekalian, kita akan mulai pembahasan kita 

mepgenai RUU ini tentunya mulai dari judul, kemudian konside -

~ans dan seterusnya. 

~~mun Saudara-saud~ra dalam kaitan ini ada acuan yang baru di­

sampaikan oleh Pemerintah, setelah Pemerintah mewpelaja~i DIM 

darip~da frakai~frakai.. Saya kira· sudah berada barangkali di­

t~pgan kita aemua~ mengenai acuan daripada Pemerintah ini • 

Dan ...................... .. 
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Dan saya kira Pemerintah cukup tanggap dan sigap, melihat wak­

tu pembahasan kita sehingga begitu cepat membuat penyesuaian -

penyesuaian~ Walaupun.didalam upaya perubahan sistematika ini 

termasuk tentunya mengenai bab dan judul, artinya belum semua 

menampung., masih ada perbedaan-perbedaan dengan fraksi-fraksi, 

seperti umpamanya mengenai masalah Bab II, Bab III dan sete 

rusnya. Tetapi kami sangat menghargai akan upaya daripada Pe­

merintah yang begitu cepat mengantisipasi DIM yang telah diu -

sulkan oleh fraksi-fraksi. 

Nah, saya Saudara-saudara ingin tawarkan, atau mungkin da 

ri fraksi-fraksi bisa memberikan.komentar pendapat mengenai u­

sul Peme~iQtah ini, dalam arti apakah kita membahas RUU ini 

~engikuti sistematika baru yang diusulkan Pemerintah setelah 

diadakan penyesuaian-penyesuaian dengan DIM dari fraksi-fraksi 

ataukah kita tetap berpegang kepada RUU yang ada, yang dima 

s ukan semula .. 

Kami persilahkan dari Fraksi ABRio 

F .ABRr ("Jru SURJO MARDJ"IYO): - -
Terima kasih 'tas kesempatan yang diberika~~ 

'Mengenai pe_;rubahan sistematika dari Pemerintah ini saya kira 

sangat baik:~sekali, tetapi waktunya disamakan dengan waktu pe!!!. 

bahasan~ 

Menurut Fraksi ABRI yang sangat penting sekarang adalah stra -

tegi pembahasan mengingat waktu yang pende_k, segera disampai -

kan kepada Pleno dan kalau kita bisa menyetujui, segera dimu -

lai. Sebab kita masih bin~ung, apakah ini mau dimulai dari j~ 

clul, konsiderans, kemudian batang tubuh, baru penjelasan atau 

bagaimana., Ataukah ada strategi lain untuk meng "goalkan" a -

gar ini bisa tepat waktu kira-kira yang lebih praktis, sehing­

~a nanti dalam pembahasan sistematita ini pasti akan terangkat. 

Kalau kita pelajari aistematika ini bukan hanya Pemerin -

tab, tapi FKP juga mengusulkan, Fraksi ABRI juga mengusulkan 

perubahan-perubahan ini. Jadi nanti dibic·arakan pada waktu ki 

ta sudah mulai masuk pembahasan sampai kepada sistematika. 

Kami kira strateginya dulu diselesaikan, sehingga kita mempu -

nyai pendapat yang sama, mulai dari mana kita selesaikan. 

Terima kasih" 
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.KETUA: 

Terima kasih Pak Surjo. ,. 
Saudara-saudara sekalian tentunya sesuai dengan kebiasaan kita 

rnernbahas RUU, kita mulai dari Judul,. kemudian Konsiderans, Pa­

sal demi Pasal, Bab demi Bab, Pasal, dan seterusnya sampai de­

ngan Penjelasan. 

Memang Saudara-saudara mengingat waktu ada ide demikian, 

apakah sekarang juga pada saat kita mengadakan Rapat Kerja ini 

sekaligus kita membentuk apakah namanya PANJA, TIMMUS, TIMCIL, 

sehingga nanti hal-hal yang belum rampung didalam Rapat Kerja 

ini langsung ditampung oleh PANJA, TIMMUS, TIMCIL dan sebagai-

nya. 

FPP ("DRS.· MOH. HUSNIE THAMRIN): 

Interupsi Saudara Ketua. 

KETUA: 

Silahkan. 
.. 

FPP ·(nRs.· 'MOH.· HUSNIE THAMRIN): 

Pertama tentang masaLah konsep Pemerintah, dengan tidak 

Mengurangi penghormatan kami kepada upaya Pemerintah untuk me­

nariggapi apa ya~g sudah disampaikan oleh fraksi-fraksi, fraksi 

kami berpendapat bahwa masalah Sistematika biasanya nanti dise 

3e~aikan oleh Tim yang disebut oleh TIMMUS atau dalam Tim Sin­

kroni~asi, setelah semua masalah itu selesai, ini kebiasaan ki 

ta begitu .. 

Kedua, tentang sistem pembahasan kita, saya berpendapat 

bahwa tidak perlu hari ini kita bentuk apa yang disebut dengan 

PAN.JA maupun TIMMUS.. Biar itu berj al an dan berproses, kemudi­

an st:ra.tegi yang tadi dikemukakan oleh Saudara Ketua, dan juga 

ditanggapi oleh Fraksi ABRI, saya kira memang kita mulai dari 

~wal Judul dan kemudian masuk. Kemudian beberapa hal yang sa­

ra kira perlu dalam putaran, kalau kemarin itu Fraksi PDI per­

nah meny~mpikan ~uatu usul, supaya hal-hal itu nanti cukup me­

ngalami pembicaraan itu dua kali putaran, pertama penjelasan 

Pemerintah terhadap RUU ini, kemudian ditanggapi oleh fraksi -
frakai, diJawab oleh Pemeri~tah, kalau sudah ada kesamaan, ma-

ka nanti bisa dirumuskan kala~ substansi sudah sama kepada 

TIMMUS ••••••••·~·~· 
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TIMMUS, tapi kalau belurn diputar sekali lagi. Dan ternyata k~ 

lau putaran kedua ini belum ada kesepakatan terhadap substansi. 

rnaka itu bisa diserahkan kepada PANJA. Tapi kalau ~udah ada 

kesepakatan, dari ini bisa nanti di TIMMUS k~n tentang susunan 

redaksinya, kalau su~stansinya sudah bi.sa kita sepakati. Se -

hingga dengan demikian kita nanti tidak akan bertele-tet~ di -

dalam Rapat Kerja ini membahas dari satu, jadi dua kali putar~ 

an tidak ada kesepakatan, langsung PANJA.. Dua kali ada kese -

:nakatan substansi langs.ung kepada TIMMUS. Sehingga dengan de~J··· 

mikian demikian nanti bisa cepat selesai dalam rangka Rapat 

Kerja iniv Dan kemudian nanti bisa kita lanjutkan dengan PAN­

JA-PANJA yang membahas hal-hal yang ternyata belum selesai. 

Demikian saya kira Saudara Ketua, salah satu usul, mempe~ 

kuat usul Fraksi PDT minggu yang lalu tentang masalah ini. 

Terima kasih .. 

Terima kasi}l, ,. 
Saudara-saudara saya kira kami buka kesempatan sekarang, 

sebelum kita masuk pada pernbahasan materi mengenai strategi 

pembahasan. 

Silahkan dari Fraksi Karya .. 

FKP ·(nr. NY. IDA YUSI DAHLAN): 

Terima kasih Pimpinan. Kita tadi telah rnenyepakati ber­

sama, bahwa DIM ini merupakan acuan satu-satunya pada pemba -

hasan kita tingkat. III ini. Oleh karena itu kalau kita meng­

umpakan sebagai sebuah pohon, ini .adalah batangnya~ Tentang 

masukan-masukan termasuk m~sukan dari Pemerintah, kemudian m~ 

~genai sistematika, itu adalah ranting-ranting daripada pohon 

yang akan kita bicarakan dalam perkembangan ~asal-pasal yang 

kita akan bahas. Jadi kalau kita berpegang kepada tim yang 

tel·ah kit a sepakati, itu jelas .disini tercantum bahwa urut.an­

nya tentunya dengan mulai kalimat pertama, mengenai Ju~ul, me 

pgenai Konsiderans dan lain-lain,, Itu kalau mengenai cara 

pembahasan. Dan mengenai tadi usul untuk dua putaran, pada 

p~oses pembahasan kami sangat sepakat sekali, supaya jangan 

bertele-tele pembicaraan, saya kira tadi kami dukung dari 

trak~i yang terdahulu. Kemudian mengenai PANJA dan TIMMUS 

saya .......... ,, •• ,, •• 
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saya kira juga tidak perlu dibentuk sekarang, karena itu nan­

ti berkembang P.ada waktu pembahasankita .. 

Terima kasih .. 

KETUA: 

Te·rim-a kas ih Ibu Ida, dari Fraks i ABRI. 

F. A BR! (H. SURJOMARDJIYO): 

Terima kasih at as kesempatan. Jadi seperti tadi, sudah 

saya.jelaskan, ~ungkin ini perlu sedikit .detail. Yang saya 

maksudkan strategi diantaranya adalah sedikit lain daripada ke 

biasaan, tidak perlu kita urut dari atas, kemudian Judul, Kon­

siderans , ... Batang Tubuh dan lain sebagainya, tapi kita lihat ba 

. ga~mana kira-kira ada jalan keluar· yang lebih cepat. Umpama -

nya soal Konsiderans dengan Penjelasan kita serahkan saja kep~ 

da Tim Perumus nantinya, kalau ini disetujui, tidak usah diba­

has, membuang waktu saja, toh nantinya diselesaikan disana. 

Kita mulai umpamanya melihat daripada Judul, Ketentuan Umum, 

masuk Batang Tubuh sampai akhir, lalu kita lihat mana yang su­

dah keempat fraksi ini setuju, cari setuju, ketok setuju, ada 

dapat berapa.. Ki~a mulai lagi dengan yang kira-kira tiga la -

wan satu. Sehingga didalam Rapat Kerja ini, akan bisa mengha­

silkan suatu keputusan yang cukup banyak.. Dan pabila tidak b! 
sa diputuskan,. baru ke PANJA, se~erti saran Saudara PPP tadi. 

Sehingga dengan demikian, pada waktu-waktu yang·kira-kira 

dijadwalkan untuk Rapat Kerja dengan Pemerintah kita bisa pe. -

nuhi, dan bisa menyelesaikan tugas kita. Sedangkan tugas be -

rikutnya ·adalah tugas PANJA. Yaitu tugas yang dibebankan a -

tau dilimpahkan dari kita ke PANJA, atau hal-hal yang perlu di 

rumuskan oleh PANJA, sehingga dengan demikian kita sambil ber­

jalan semuanya akan tertata dan tersusun pekerjaan itu secara 

sistematis .. 

Kira-kira demikian, terima kasih. 

KETUA: 

Terima kasih Pak Surjo, dari Fraksi PDI silahkan. 

FPDI. (DRS.· POPO BONADAR HAROEN}: 

Terima kasih • Mengenai strategi penyelesaian pekerjaan 

kit a . "" .,, .. .., . .,, .... .,, . 
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kita· saat ini saya kurang sependapat barangkali dengan Fraksi 

ABRI, kalau masalah Kon~iderans itu saya kira masalah penting 

itu, mesti harus dibicarakan secara tuntas pada Sidang Pleno, 

kemudian barangkali didalam hal-hal yang sifatnya fedaksional 

dan teknis itu bisa dilempar kepada instans! lain, atau kalau 

didalam acara Pelno ini masih terdapat kekurangan 9etelah ta­

di yang kami usulkan dua putaran, itu di pending diserahkan 

kepada PANJA. 

Tapi yang penting bagi kami, bahwa didalam pembahasan ini ka­

l~u sudah bisa dilihat dari persandingan DIM ini mana yang si 
fatnya subst~nsial, itu kita kumpul, dan muna yang sifatnya 

teknis redaksional itu juga bisa kelihataij, itu bisa ditinggal 

kan dan diserahkan kepada TIMMUS dari selanjutnya. 

Nah itulah .saya kira sebaiknya supaya pembahasan kita ini le­

bih lancar. Tapi sebelum itu, kamipun ingin memberi penje 

lasan t.adi kepada Ba.pak Menteri, yaitu bahwa apa yang kami ke 

mukakan usul Pemerinta~ ini sebagai usulan baru, sebagai mem­

perhat ikan usulan. dari fraksi-:fraksi lain sehingga timbul u -

s ulan .. s i st emat ika. 

Ini kami dari Fraksi PDI, yang tadinya sepen?hnya rnendukung 

usulan lama; se~arang kan jadi lain Pak, jadi harus merubah 

strategi lagi bagaimana mendukung Pemerintah didalam usaha m~ 

nyelesaikan UU ini. Begitu Pak, jadi bukan masalah apa, da -

lam ha1 ini Bapak memperhatikan mungkin dari FKP, dari ABRI, 

dari FPP. Tapi dari kami yang sudah persis sama mendukung u­

sul pertama, itu jadi buyar lagi nanti kita perjanjian kita 

di belakang, itu. nanti akan sulit Pak. · Jadi bagainiana ini ha 

rus kita sesuaikan dan memang sisternatika ini nanti akan ber­

j alan Pak, tidak usah terlalu cepat seperti ini. 

Itulah dari kami, terima kasih. 

KETUA: 

Kami ingin tegas, jadi dari Fraksi PDl pembahasannya mu­

lai dari judul, konsiderans dan seterusnya ? 

FPDI (DRS.· POPO SONADAR HAR OEN): 

Ya. 

KETUA: 

Y~. Fraksi PPP juga demikian ? Ya. 

Saudara-saudara sekalian, khusus dari Fraksi ABRI, jadi 

t iga .......... . 
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t:iga fraksi menghepdaki Pak, mulai dari awal, mulai dari Ju 

dul, dan seterusnya~ Dari Fraksi ABRI mau ada terobosan mengi 

ngat waktu, kalau bjsa jangan seperti itu, mungkin waktunya a­

galt lama'! 

Bagaimana ini Pak kira-kira ? 

F,ABRI (H~ §URJO MARDJIYO): 

lni kan hanya saran, jalan keluar, barangkali jalan kelu­

arnya lebih baik, Kalau dipertimbangkan ja1an keluar ini ti -

d~k lebih baik dan tidak lebih mengunt.ungkan, apa salahnya ka­

lau disesuaikan dengan fraksi-fraksi yang lain. 

',t'e rima k as ih o 

'KETUA: 

Ter.im.a lcasi.h. 

Saudara-saudara sekalian, saya minta keputusan kita ber­

sama, Jadi pembahasan ini kita mulai daripada judul dan sete­

rusnya sesuai dengan buku DIM ini. SetuJu ? 

(Palu diket ok 1 X) 

Terima kasih. 

Kemudian mengenai prosesnya, saya kira t·emua."t~di··juga··"'. - fr 

berkembang ·bahwa dalam rangka membahas satu masalah diberikan 

waktu dua kali putaran, termasuk tentunya bukan fraksi tetapi 

juga pada Pemerintah. Apabila dua pu~aran itu belum ada kon­

sensus, bisa ada dua cara, kitaskors kita lobby, kalau toh ~a 

lam· lobby tidak bisa konsensus atau tidak ada kesepakatan, ki· 

ta serahkan itu pada lembaga yang lain, apakah itu PANJA dan 

sebagainya. 

Bisa diterima ? Setuju Saudara-saudara ? 

Ya. 

(Palu diketok 1 X) 

Terima kasih. 

Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan persetujuan kita, 

mari kita semua. memegang buku DIM, dan kita akan mulai dengan 

Bab, JUDUL bukan )3a.b ma'af. JUDUL daripada RUU ini. 

Disini~ ada tiga fraksi yang mengajukan usul perubahan atau pe­

nyempurnaan, yaitu dari Fraksi Karya, Fraksi Persatuan, dan 

Fraksi PD! .. 

Kami persilahkan sekarang, barangkali Fraksi Karya ada tangga~ 

an, penjelasan, silahkan., 

F KP • • • ... • • • • • o • Q o "" • .., • • • • 
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FKP- °('DRA. NY.· SYAMSTAR L~HIDO): 

Saudara Ketua Rapat Gabungan Komisi VIII dan X yang kami 

h.o:rmati, Ibu, Bapak Pimpinan Rap at Gabungan, Menteri KLH dan 

Kepala BKKBN beserta .. Staf yang kami hormati, rekan-rekan Ang­

gota Rapat ~abungan Kbmisi VIII dan X, hadirin yang kami hor~-t~ 

ma.ti, mengenai JUDUL ~raksi Karya mengusulkan kata "Perkem 

bangan" dihapus. Alasan mengapa kata JIPerkeinbangan". ini "dih.!_ .. 

pus adalah karena FKP berpendapat, bahwa kata "Perkembangan" 

menggambarkan suatu proses, suatu perubahan yang berarti ha -

nya berorientasi pada waktu tertentu, dalam hal ini jangka 

pendek. Jadi ini bertentangan dengan maksud dan tujuan sebu­

ah UU yang diharapkan berorientasi jang~a panjang, minimal 25 .. 
tahun atau lebih. Kalau kata "Perkembangan" itu berarti sua-

tu proses, maka tidak lazim diwadahi oleh sebuah UU. Dan ini 

pun Fraksi Karya meruJuk dalam GBHN 1988, dimana disitu ada 

k.ata "Kependudukan dan Keluarga Berencana". 

J·a.di dari Fraksi Karya Pembangunan dalam mengusulkan kata"f'e.!_· 

k.embangan" ini dihapus, sebagai apa yang tel ah kami sampaikan. 

Demi:kian. 

Terima kasih. 

Was salamu' alaikum Wr. Wb r. 

KETUA: 

Terima kasih, barangkali juga kami minta sekaligus tang­

gapi terhadap usul perubahan dari fraksi yang lain. Seperti 

kalau Fraksi Persatuan saya kira sama, mungkin terhadap Frak­

si PDJ, supaya ini satu pitaran, kernudian untuk rnernpercepat. 

Dari Fraksi Karya tanggapi pada fraksi yang lain. 

FKP (Dr. NYQ. IDA YUSI nAHLAN): 

Ma'af Pak, saya k~ra alasan kita dulu masing-masing rnem­

berikan alasan, baru kami bisa memberi tanggapan. 

Te:rima kasih., 

KETUA: 

O begitu, ini Pirnpinan mau cepat Bu. OK:iah kalau begitu. 

Kemudian Fraksi Persatuan, silahkanQ 

FP P •••••• o •• " •• " • " ~ o • o •••••• 
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FPP (DRS'. MOH. HUSNIE THAMRIN): 

Saudara Ketua, Wakil Pemerintah.beserta Staf yang kami 

hormati, par~ Anggota Sidang Gabungan yang terhormai, Fraksi 

kami mengajukan sat.u··. perubahan, namun sebelum ini kami justru 

kami meminta penjelasan lebih dulu, kenapa Pemerintah justru 

menggunakan istilah "Perkembangan".. Ini yang justru kami me -

minta penjelasan kepada Pemerintah, kenapa Pemerintah menggu -

nakan istilah "Perkembangan Kependudukan", sebab menurut pen -

dapat Fralcsi Persatuan istilah "Kependudukan" jauh menjangkau 

lebih luas damyaknya dari masalah-maaalah yang itu apabila di­

awali dengan kata "Perkembangan". 

Kemudian juga fraksi kami ingin mendapat penjelasan lebih jauh 

dari Pemerintah apa kaitannya dengan masalah demografi tentang 

m.e.salah UU Perkembangan UU Kependudukan ini.. ·· 

Jadi ini~ah yang ingin kita lebih dulu mendapatkan penjeiasan 

Pemerintah. 

Terima kasih. 

KETUA: .. 
Terima kasih, berikut Fraksi PDI. 

FPDT (DRS.· POPO SONADAR HAROEN): 

Didalam DIM, ini ditambah kata "Pembangunan" sebelum kata 

"Keluarga SeJahtera". 
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Dengan demikian·bunyinya "Perkembangan Kependudukan dan Pem-. 
bangunan Keluarga Sejahtera". Adapun alasannya apabila di­
lihat· dari segi bahasa judul aslinya Perkembangan Kependu­
dukan dan Keluarga Sejahtera, itu akan berarti bahwa per­
kembangan kependudukan dan perkembangan keluarga sejahte­
ra, sedangkan didalam mater! RUU ini baik di pasal-pasal­
nya maupun juga tertera didalam salah satu Bab yaitu Bab 

· IV itu keluarga sejahtera itu memang yang akan dimasalah­
kan, akan dibahas atau dipantau selanjutnya adalah tentang 
pembang\ll18nnya, pembangunan keluarga sejahtera. Nab Perkem 
bangan Kependudukan dan Pembangunan~Keluarga Sejahtera·aP!. 
bila dilihat dari materi pasal demi pasal dalam RUU 1n1 1-
tulah yang menurut Fraksi PDI sangat cocok. Nanti akan mem 
bahas usul yang lain nanti pak, itu alasan dari kita dulu. 
Terima kasih untuk sementara pak. 

KETU.A. RAPAT : 

Terima kasih Pak Popo, kemudian kami persilahkan kep~ 
da Pemer~ntah ada pertanya~ dari Fraksi Persatuan sebelum 
ada tanggapan untuk memberikan penjelasan kenapa ada kata 
"Perkembangan". 

F-ABRI (H. SURJO MARDJIYO) : 

Terima kasih atas kesempatannya, dan sebelumnya minta 
maa! kepada PDI, tidak berarti saya membantu PDI. 
Mengenai masalah judul Fraksi ABRI memang tidak merubah a­
tau tetap. Meskipun pada saat sekarang belum perlu member! 
kan penjelasan mengapa tetap, tapi yang jelas kebetulan s~ 
ja sama pendiriannya dengan Pemerintah dengan alasan-alas­
an tentunya sejak dari penyampaian keterangan Pemerintah, 
sampai kepada pendapat umum dan jawaban Pemerintah kemarin 
sehi~..gga menganggap bahwa judul ini masih cukup relevan. 
Untuk itu Fraksi ABRI menganggap tetap saja. 
Terima kasih. 

KETUA RAPAT : 

Terima kasih kepada Pak Suroo, kami persilahkan kepa­
da Pemerintah. 

MENTER.I ••••••• 
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MENTER! NEGARA KLH (PROF. DR. EMIL SALIM) : 

Terima kasih, khusus menjawab dari Fraksi Persatuan ,. 
Pembangunan, pertama adalah disebut "Perkembangan" dalam 
makna dinamis, dinamika melihat kedepan dan ti~ak tergan­
tung pada waktu, sehingga tafsiran bahwa "Perkembangan" 
memuat suatu proses jangka pendek adalah kurang tepat. Dia 
merupakan perkembangan dalam makna Population Dinamic. Ka­
rena itu maka diambil hal-hal yang mempengaruhi perkembans_ 
an kependudukan. Kependudukan yang diambil justru tidak yg 
lebih luas untuk menghindari jangan sampai ada kerancuan , 
ketid~ pahaman apa yang diatur didalam undang-undang ini, 
kita mengacu kepada GBHN, Kependudukan dan Keluarga·Beren­
cana secara lengkap kependudukan dan keluarga berencana di 

GBHN terbagi atas satu menyangkut kependudukan, dua menyan~ 
kut keiuarga berencana. 
Tentang kependudukan disebut kebijaksanaan kependudukan d! 
arahkan kepada pengembangan penduduk sebagai sumber daya 
manusia agar menjadi kekuatan pembangunan bangsa yang efe}i 
tif dan bermutu dalam rangka mewujudkan mutu kehidupan ma­
syarakat yang senantiasa meningkat. Sehubungan dengan itu, 
perlu terus ditingkatkan upaya pengendalian pertumbuhan 
dan persebaran penduduk, disamping pend.idikan, kesehatan, 
pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, dan penciptaan l§. 
pangan kerja, itu rumusan GBHN. Apa yang kita lihat 2 hal 
pcrlu ditingkatkan upaya pengendalian pertumbuhan dan per­
sebaran penduduk disatu pihak disamping pendidikan, kese­
ha tan, pertumbuhan dan lain sebagainya. Untuk pendidikan , 
untuk kesehatan, dan lain sebagainya telah ada rancangan 
undang-undang lain. Maka rancangan undang-undang ini harus 
menjawab, mengatur apa, dia tidak mengatur pendidikan, ka­
rena sudah ~da. undang-undang pendidikan, dia tidak menga -
tur kesehatan karena sudah ada lain-lain sebagainya. Kare­
na itu tidak bisa dipakai cantelan undang-undang kependud~ 
kan tok, tetapi aspek kependudukan apa yang diambil sesuai 
~engan yang diminta, sini d~tingkatkan upaya pengendalian 
pertumbuhan dan persebaran penduduk, yaitu perkembangan k~ 
pendudukan tad!. Maka memang undang-undang ini membatasi 
diri pada perkembangan kependudukan disatu pihak dan per­
kembangan keluarga sejahtera dilain pihak. Pengertian dem2 
gra!i adalah pengertian yang umum dipakai terhadap kuanti­
tas penduduk saja. 

Maka ••••••••••• 
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Maka demografi sempit sifatnya, sedang yang diminta oleh 
GBHN adalah juga kualitas, juga persebaran mobilitas, kar£_ 
na itu kita ambil rumusan bukan demografi tetapi perkemba­
ngan kependudukan tadi. Bagian dari kependudukan dan kelu­
arga berencana dari GBHN 88 mengatur masalah keluarga be­
rencana _dalam mewujUdkan keluarga kecil bahagia dan sejah­
tera. Jadi KB harus dilihat sebagai ikhtiar utama inherent 
didalam pembangunan ~eluarga sejahtera tad!. Maka sesuai 
dengan GBHN ini mater! yang diatur didalam perumusan un­
dang-undang ini 2 hal yaitu yang menyangkut ditingkatkan -
nya upaya pengendalian pertumbuhan dan persebaran penduduk 
serta kualitas dan keluarga berencana dalam rangka mewuju~ 
kan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera. Dengan demikian 
kami harap agak jelas bagi Fraksi Persatuan Pembangunan. 
Terima kasih. 

KETUA RAPAT : 

Terima kasih Saudara Menter! atas penjelasan, saya k! 
ra bagi Fraksi Persatuan sudah cukup jelas ·barangkali. Nah 
sekarang Saudara-saudara kita mulai dengan Tanggapan dari­
pada Fraksi-fraksi atas pendapat Fraksi-fraksi mengenai u­
sul perubahan ini. Kita mulai dari Fraksi ABRI. 

F.ABRI (H. SURJO MARDJIYO) : 

Terima kasih Ketua Sidang yang kami hormati, kita ke­
tahui bersama sejak daripada keterangan Pemerintah, peman­
dangan. umum Fraksi maupun jawaban Pemerintah yang tadi su­
dah dijelaskan oleh Saudara Menter!, masalah istilah per -
kembangan kependudukan yang digambarkan disini adalah mas!_ 

lab dinamika, kami sependapat dengan Pemerintah bahwa dill!, 

mika itu tidak akan berhenti tidak ada waktu selama dunia 
itu masih berputar 1tu jalan terus. Jadi adalah salah tang 
gapan bahwa mengatakan ini suatu periode tertentu, karena 
ini adalah undang-undang bukan program kerja itu baru pa­
kai periode tertentu jangka waktu yang akan kita capai. 
Itulah akibatnya·kenapa kami bersependapat tidak ingin me­
rubah daripada kata "Perkembangan Kependudukan" dalam ar­
tian dinamika. Dan kaitan inilah mengapa dalam perkemba?lg­
an kependuduka.n itu ada titik berat daripada dinamika itu 

yang •••••••• 
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yang diarahkan untuk mencapai keluarga sejahtera, ini .pen­

jelasan kami terhadap dari fraksi lain kenapa Fraksi ABRI 
itu tetap mempertahankan ju:lul yang asli yaitu Perkembang­
an Kependudukan dan Keluarga Sejahtera. 

Terima kasih. 

KETUA RAPAT· : 

Usul dari FDI pak ada tambahan "Pembangunan", jadi 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejaht.! 
ra. Dari Fraksi PD! pak, tanggapan terhadap usul perobahan 
Fraksi PDI. Kalau melihat isi daripada mater! undang-undang 
ini RUU ini memang pembanguna.n keluarga sejahtera yang di­
buatnya, jadi cara telah dijiwailah dalam ini, bahwa .itu 
ada perkembangan floita. Jadi apa kira-kira bisa menerima 
usul .PDI atau gimana. 

F-ABRI (H. SURJO MARJIYG) : 

Sidang yang terhormat, mengenai usul POI itu kami ti--.. 
dak keberatan tetapi itu sudah ditampung nanti didalam Ba.Q. 
bab Batang Tubuh, jadi suciah masuk dalam Bab VI tersebut. 
Tetapi untuk judul sebaiknya pembangunan itu belum diton -
jolkan disini. 

Demikian sebagai tambahan. 

KETUA RAPAT : 

Terima kasih, berikut Fraksi Persatuan. 

F.PP (DRS·. H. MOH. HUSNIE THAMRIN) : 

Terima kasih Saudara Ketua, Fraksi kami mengajukan m~ 
mang kependudukan dan keluarga berencana tidak menggunakan 
keluarga sejahtera itu tidak menggunakan data perkembangan 
tadi memang sudah mendapatkan penjelasan dar1 Pemerintah , 
tapi Fraksi kami memang berpendapat bahwa dengan kependud.!:! 
kan itu sendiri sudah terk~it didalamnya adalah termasuk 
perkembangannya dan juga. termasuk segala .sesuatunya, hal 
ikhwal yang berkaitan dengan masalah ke penduduk maka kita 
sebutlah kependudukan kemudian menanggapi apa yang disam - · 
paikan oleh Fraksi PDI tentang istilah pembangunan, saya 
kira memang didalam judul ini saya kira tidak harus ada 

kata •••••••• 
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kata pembangunan sebelum kata keluarga sejahtera, pemba~ 
nan 1n1 nanti adalah merupakan pekerjaan yang akan ada yg 
akan kita laksanakan dan kita atur didalam pasal-pasal yg 

sudah ada, sehingga maka judul bagi kami tetap adalah mas~ 
lah kependudukan dan keluarga sejahtera. Tidak usah diem -
bel-em~~li atau ditambah dengan kalimat pembangunan. 

Demikian Saudara Ketua, terima kasih. 

KETUA RAPAT : 

Terima kasih, berikut Fraksi PDI. 

F-PDI (DRS. POPO SON.ADAR HAROEN) ; 

Ter,ima kasih, kami merasa agak lain baik dengan usult­
an F-KP maupun F-PP, karena selain Bapak Menter! tadi su­
dah menjelaskan, didalam jawaban Pemerintah juga sudah je­
las sekali bahwa yang dimaksud didalam undang-undang in! 
adalah bukan menyangkut kependudukan secara keseluruhan, 
jadi yang menyangkut berbagai masalah emigrasi, pendidikan 
dan lain sebagainya itu, bukan itu, oleh karena itu harus 
ada ciri yang memberitahukan bahwa undang-undang itu bukan 
membicarakan hal itu, tetapi yangakan dibicarakan.adalah 
menyangkut ~erkembangan dan pembangunannya itu, sehingga 
perkembangan maupun pembangunan dipakai sebagai ciri meru­
pakan suatu proses dan dinamika itu Fraksi PDI merasa per­
lu akhirnya menambahkan kata pembangunan karena baik per­
kembangan maupun pembangunan itu mer.pakan suatu proses s~ 
atu dinamika yang akan terus menerus berlanjut, nah apabi­
la tetap judul 1n1 berbunyi perkembangan kependudukan dan 
keluarga sejahtera, jadi keluarga sejahteranya tidak ada 
keterangannya, kalau kependudukannya ada keterangannya ya! 
tu yang akan dikembangkan diperkembangkan sedangkan kelua!. 
ga ~ejahteranya tidak jelas, padahal didalam pasal demi p~ 
sal dan didalam Bab IV juga didalam usulan Pemerintah yang 
baru yang nanti akan dibahas !tu jelas-jelas dikemukakan 
bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga 
sejahtera. Jadi didalam hal ini kami masih merasa perlu m~ 
nambahkan keterangan tentang keluarga sejahtera ini agar 
tidak menjadi rancu, sebab kalau tanpa perkataan pembangll!l 
an, nanti masyarakat akan membaca pe~kembangan penduduk 
dan perkembangan keluarga berencana, sedangkan yang kita 
maksud adalah pembangunan keluarga berencana dan perkem-
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bangan kependudukan. 
Saya itu dari kami, tetapi karena kami pasukannya agak ba- · 
nyak barangkali ada yang ingin menambahkan kalau diperbo -

' 
lehkan kami akan menambahkan. 

P-FDI (NIKOLAAS HE. M. TH.) : 

Saudara Pimpinan terima kasih kesempatan ini, hanya 
untuk melengkapi keterangan dari Pak Popo, nampaknya dalam 
rancangan undang-undang in.1 Pemerintah sendiri membedakan 
pengertian perkembangan dan pembangunan, cukup jelas saya 

kira kalau perkembangan itu harus diatur, ditata dan kami 
setuju kalau dimuka kata kependudukan ditaruh kata perkem­
bangan, tetapi bahwa istilah perkembangan itu tidak begitu 
.~ocok untuk keluarga sejahtera, maka.agar sinkron dengan 
buah pikiran Pemerintah sendiri seperti misalnya pada pa­
sal 4 ayat (2.b) disebutkan tentang pembangunan keluarga 
sejahtera bukan perkembangan keluarga sejahtera pada pasal 
7 pada pasal 9 ayat (2) pada pasal.10 ayat (1.c), (1.g) p~ 
sal 12 ayat (.j) dan seterusnya Pemerintab saneat tidak me­

makai kata perkembangan keluarga sejahtera tapi pembangunan 
keluarga sejahtera. Berarti ada berbedaan nuansa pengerti­
an perkembangan dan pembanguna.n sehingga cocok kalau di j~ 
dul sudah perkembangan kependudukan dan pertumbuhan pemba­
ngunan keluarga sejahtera, jadi ltami tetap kalau bilang 
ngotot untuk merubah itu judul pak. 

Terima kasih atas perhatiannya. 

KETUA RAPAT : 

Terima kasih pak Niko, berikut dari F.KP. 

F-KP (dr. NY. IDA YUSI DAHLAN) : 

Terima kasih, ini round kedua atau round pertama dari 
tanggapan pak ya, saya menambahkan dahulu mengenal penjel!, 
san mengenai perkembangan, istilah perkembangan yang kami 
usulkan tadi untuk dihapus. Setelah mendengar keterangan 
Pemerintah kami lebih mantap pak unt\!K tetap menghapuskan, 
justru untuk menghindari kerancuan istilah ini pak, kami 
.saja sebagian kecil dari penduduk Indonesia disini sudah 
mengira bahwa perkembangan itu adalah suatu proses yang 
berorientasi jangka tertentu, jangka pendek. 

Apalagi • • • • • • • • • • 
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Aoalagi masyarakat kita yang kita wakili diluar itu akan 
lebih rancu lagi, itu pertama. 
Keduanya, mendengar tadi dari Fraksi PDI maupun tanggapan­
dari F.PP dan F.ABRI bahwa pembangunan keluarga sejahtera 
itu kurang relevan untuk ditaruh didalam judul karena di­
dalam .. Batang Tubuh suciah digambarkan mengenai pembangunan 
tersebut, oleh karena itu perkembangan ini pun tergambar 
didalam Batang Tubuh secara keseluruhan itu mengenai per­
kembangan kependudukan. Jadi karena sudah ceritanya perke!!!, 
bangan judul ini tidak usah lag! menggambarkan perkembang­
an yang bukan berarti kita mau mencakup seluruh aspek ke­
pendudukan, bukan. Didalam sudah jelas yang kita urusi de­
ngan undang-undang ini hanya sektor yang belum terurusi d!. 
ri kependudukan yang lainnya, itu mengenai perkembangan t!, 
di pak tentang tanggapan f'raksi lain saya minta bantuan 
!bu Lasahido. 

F-KP (DRA. NY. SYAMSIAR LASAHIDO) : 

Terima kasih, mengenai tanggapan kami pertama-tama k~ 
mi terima kasih usul kami sama dari F.PP dan juga untuk 
hal ini dari kami mengenai F.PDI yang akan menambahkan ka­
ta pembangunan sebagaimana yang telah disampaikan oleh re­
kan kamr lebih mempersempit arti daripada keluarga sejaht!, 
ra itu karena didalam Batang Tubuh semua masalah ini sudah 
ditampung didalam Batang Tubuh. Oleh sebab itu dari Fraksi 
Karya tidak perlu lagi menambahkan kata pembangunan. 
Selanjutnya mengenai kata perkembangan yang kami usulkan 
untuk dihapus kami untuk sementara masih tetap pada pendi­
rian yang telah kami sampaikan tadi oleh karena arti dari­
pada perkembangan itu dalam kamus bahasa Indonesia kami m!. 
lihat kata perkembangan itu berarti perihal berkembttng. 
Oleh karena itu, itu merupa~an suatu proses tertentu dima­
na berkembang itu berarti menjadi besar menjadi bertambah 
sempurna dan menjadi banyak dan meluas, oleh sebab itu ada 
batas waktu tertentu untuk hal tersebut oleh karena itu k~ 
mi dalam hal ini masih dalam judul. 

Terima kasih. 

KETUA RAPAT : 

Terima kasih, dari Pemerintah kami persilakan. 

MENTER I • • • • • • • • • • 
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MENTER! NEGARA KLH : 

Pertama, yang tampak menjadi soal adalah pengertian I 
definisi apa itu perkembangan kependudukan. Mungkin nanti 
pada waktu membicarakan Bab Ketentuan Um~ disana bisa di­
berikan definisi yang menghilangkan keraguan tentang isi 
perkembangan. 

Kedua, adalah ingin kami tanggapi dari Fraksi PersatY, 
an Pembangunan kalau saya tak salah sangka maksudnya ad!, 
lah termasuk hal ikhwal semua segi kependudukan, demikian. 
Justru begitu yang hendak dihindari, jadi bukan semua segi 
kependudukan masuk kedalam undang-undang ini. Jangan 
pai ini menjadi tumpang tindih dengan undang-undang 

sam­
ke s e-

hatan, pend.idikan yang menyangkut segi kependudukan pula, 
jadi disini saya lihat ada sedikit yang unik, ini mau spe­
sipik sebagai pelengkap dari undang-undang lain yang meng­
tur kependudukan, sesuai pula dengan petunjuk GBHN. Jadi 
GBHN itu kesehatan sudah diatur, pendidikan suqah diatur , 
tenaga kerja sudah diatur segala macam, sekarang apa yang 
belwn diatur,~nah itu yang akan diatur disini. Kedua hal 
itu ingin dihindari oleh karena semacam kebiasan di DPR a­
dalah menghindari adanya rancangan undang-undang pokok, j~ 

ngan ada undang-undang pokok. Karena itu, ia jangan kabur 
kalau tidak undang-undang pokok supaya tidak kabur apa pe£ 
kembangan kependudukan, lantas apa tanya F'raksi Karya Pe,! 
bangunan definisinya, mari kita difinisikan pada Ketentuan 
Umum. Kemudiani. perkembangan selalu berkembang dia tidak d! 
ikat oleh waktu, namanya berkembang kok. Terus berkembang . 
growth itu terus tumbuh berkembang dan justru karena dia 
terus berkembang itulah maka perkembangan kependudukan pe£ 
lu diatur didalam undang-undang. 

Terima kasih. 

KETUA RAPAT : 

Terima kasih, masih ada yang kurang pak. Yang dari 
Fraksi PDI, usul kata pembangunan pak. 

MENTERI NEGARA KLH : 

Itu kami dalam hal itu menangkap jiwa semangat POI 
dan kami pasrahkan kepada para peserta fraksi lain, kami 
disitu tidak terlalu menolak tidak terlalu menerima, pokols, 

nya dalam •••••••••• 
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nya dalam hal ini kami netral, terima kasih. 

KETUA RAPAT : 

Terima kasih, Saudara-saudara dalam putaran pertama 
ini tiga fraksi tetap berpendirian bahwa usul Fraksi PDI 
itu sebaiknya tidak ada, artinya kata pembangunan itu ti­
dak perlu ada, baik Fraksi Karya kami dengar tad!, Fraksi 
ABRI, Fraksi ABRI tidak keberatan tetapi itu sudah ditaro -
pung didalam Bab dan pasal-pasal oleh karena itu sebaiknya 
nggak perlu, kira-kira begitu pak ya. Jatti tiga fraksi ini 
merasa bahwa usul Fraksi PDI yang menambah kata pembangun­
an itu tidak perlu ada. Bagaimana kira-kira Fraksi PDI, b!.. 
sa menerima. Silahkan. 

F-PDI (DRS. POPO SONADAR HAROEN) : 

Semua fraksi termasuk Pemerintah melalui Pak Menter!, 
itu rupanya tidak ada yang berkeberatan pak, karena alasan 
nya sudah ditampung didalam isinya pasal-demi pasal, justru 
kalau menurut pendapat Fraksi kami judul harus sudah memb£ 
rikan gambaran mengenai isinya itu. Jangan sampai orang me!!! 
baca ini kependudukan dan keluarga sejahtera isinya kok 1~ 
in, begitu. Sebab yang akan membaca ini saya kira masyara­
kat pak, -·bukan hanya Pak Menter!, bukan hanya Pak Ketua di 
dalam hal ini, ini adalah harus dimasyarakatkan. Jadi sek~ 
li lag! judul itu harus sudah menggambarkan apa yang mau 
dibicarakan selanjutnya, begitu kalau didalam pembuatan 
skripsi itu saya selalu melihat abstrak, begitu pak. Jadi 
sudah tahu apa isi skripsi itu, begitu pak. 

Terima kasih. 

KETUA RAPAT : 

Artinya, tegasnya Fraksi PDI tetap pada pendiriannya. 
Kemudian mengenai kata perkembangan, Pemerintah tadi sud.ah 
jelas bahwa tetap berpendirian seperti ·itu, demikian juga 
Fraksi ABRI dan Fraksi PDI berpehdirian sama dengan Peme-

, . 

rintah, artinya kata perkembangan !tu tetap dicantumkan S.!, 

dangkan Fraksi Persatuan dan Fraksi Karya tetap menghen­
daki supaya kata perkembangan itu dihapus. Kami tawarkan 
pada Fraksi Karya itu, Pemerintah sudah bicara seperti itu 
bu, jadi kira-kira bisa ikut Pemerintah. 

F-KP •••••• • •••••••• 
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F-KP (dr. NY. IDA YUSI DAHLAN) : 

Terima kasih Pimpinan, ini mohon bukan ikut-ikutan.j~ 
di karena tadi ikut Pemerintah, jadi kami melihat dari pe£ 

soalannya ini secara materi yang luas. Me~gapa tadi kami 
rekan kami mengatakan bahwa istilah perkembangan itu meng­
gambarkan kurun waktu, memang ini tergambar dalam definisi 
yang dicantumkan dalam pasal 1 nomor 1 mengenai perkembanK 
an disini merupakan suatu kurun waktu • Itulah sebabnya 
alasan daripada perkembane;an kami mencantumkan mengenai kl! 
run waktu, itu pertama pak. 

Kedua, istilah atau didalam matematika itu rumus se­
suatu itu memang sependek-pendeknya tetapi mencakup arti 
yang seluas-luasnya. Itu sebabnya tidak kami jejer judul 
perkembangan kependudukan dan seperti tadi rekan dari Fra~ 
si PDI pembangunan keluarga sejahtera. Memang demikianlah 
seberiarnya yang tersurat didalamnya tetapi karena suatu p~ 
rurnusan judul itu suatu r~us pendek nggak bisa terlalu pan 
jang atau diuraikan tetapi justru untuk menyingkat dan me­
madatkan daripada isi daripada Batang Tubuh, maka perkem­
bangan ini kami hapuskan sebagai peiijelasan dari kependud.!a 
kan yang akan kita tangani, demikian juga keluarga sejaht.@. 
ra itu tidak dibubuhkan pembangunan. Hal tersebut tergam -
bar yang tadi Bapak ~enteri mungkin juga sudah sitir men~ 
nai GBHN dimana pada pol~ umum Felita V itu ada istilah, 
jadi kita jangan beracuhkesitu saja tetapi ini presedent 
bahwa adanya istilah tersebut pun di GBHN adalah kependud!!; 
kan dan keluarga berencana. Yang diuraikan didalam isinya, 
disitu mengenang mengenai kependudukan dan keluarga beren­
cana, jadi istilah ini bukanlah sesuatu yang tidak lazim 
untuk menjadi suatu judul yang sudah dipresedeni di dalam 
GBHN. Itu mengacu kepada GBHN, namun demikian kami menger­
ti Bapak Menteri tadi juga menjelaskan mungkin kerancuan 
nya ada dalam definisi, oleh karena itu kalau nanti kita 
sudah menginjak pada pasal 1 Bab I, itu kami mengusulkan 
suatu jembatan dimana kami tidak mencantumkan perkembangan 
didalam judul, pada judul, tetapikami je~batani didalam 
ketentuan umum mengenai apa yang dimaksudkan dalam kepen­
dudukan yang menggambarkan suatu perkembangan yang itu­
itu dan lain-lain. Nanti kita akan sampai ke pasal 1, jadi 
bukan berarti kami juga ngotot begitu menghapuskan perkem­
bangan, tetapi toleransi kami memberikan jembatan bahwa 

antara •••••••••• 
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antar~ judul dan isi batane tubuh itu tidak terlepas , te­
tapi dijembatani oleh sebuah istilah didalam ketentuan u­

mum, jadi pasal 1. Demikian pak, terima kasih. 

KETUA RAPAT : 

Terima kasih bu, pantas Fraks1 Persatuan •••• , tadi 
sudah ada penjelasan dari Pemerintah soal kata perkembang­
an apa tetap berpendirian seperti atau ikut Pemerintah. 

F-PP ( DRS. H. MOH. HUSNIE THAMRIN) : 

Saudara Ketua, Wakil Pemerintah yang kami hormati dan 
para Anggota Sid~ng Gabungan yang terhormat. Kalau kita a­
mati memang didalam GBHN memang bicaranya adalah masalah 
kependudukan. Kemudian dari kependudukan-mengalir tentang 
perkembangan penduduk atau pertumbuhan penduduk. Oleh kar£ 
na itu Fraksi kami memang melihat bahwa judul yang paling 
tepat untuk undang-undang ini adalah kependudukan. Karena 
ia didalamnya berbicara masalah kualitas, bicara tentang 
kuantitas, bicara tentang keluarga sejahtera dan keluarga 
berencana. Tetapi kalau kita menggunakan judul tentang ma­
sa dengan perkembangan kependudukan sudah barang tentu pe!: 
tama akan berlebihan karena itu memang itulah yang ingin 
kita tuju dengan undang-undang ini yang kemudian berkaitan 
dengan kualitas diatur dalam pasal 20 sesuai dengan pera­
turan perundang-undangan yang lain. Tap! undang-undang in! 

juga akan bicara tentang kualitas dan kuantitas, baik kua= 
litas pendudqk maupun kualitas keluarga. 

Oleh Karena ••••••• 
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Oleh karena itu memanQ dampaknya hal-ikhwal tentanQ kependu~ukan 

adalah terkait didalam judul ini sendiri. m~ka FPP berpendapat bahwa 

Cdenqan ti dak menquranqi hor~mat. kami at as penj el asan Pemer i ntah > j udLll 

ini adalah .denQan 11 •(ependudukan ·dan ~<eluarqa S(?ja.hter.1 " jauh lebih 

tepat denqan ki ta fi"iL~narnbah ka1l i mat· di depanny..:, 11 Per kE.:-mb~nqan 11 

KETUA : 

Terboa kaslh. jadi 111\?ri~H:m~~i masaL'lh ,U~iyl pern. .. lbahan dar~ FPDI 

tadi beliau SLLd~1h unLil::ai:d::an b-:ihwa w~laupun dari 3 Fraksi tidak perlu 

a.da tamhah.;~n kata ra~n1nd~tnq-·undanL1an" tapi Ff'DI tetap bertahan untuk 

itu dicantuml<an. 

;Kymudian FKP d~11 FPP Juq~ teta~ b~rta~anLbahwa kata ... Pe~kembanq­

an " i t.u sebai f::nya di hi\pus., baranqka.l i · dari FABRI adc:, tainbahan, apakah 

akan ikut FKP atau FPDI dan sebaQainva, silakan. 

F ?,\BR I ( .. • • • • • .. • • • • • • • • • • • . • • • • • • • )! l ; ! 

~:al au hi.:\1lii di:zmqar- d~H-i tadi i tu ken~pa ·kami berpendiri an t.etap 
'1· 

pada judul pertama, 11 Pe1··1<emba.nqan Kependudukan dan Keluar-Qa Berencana" 

saya · rasa bacanya i ni per 1 u ki ta per-bai ki. · Jadi kalau saya lihat 

pand~nqan tadi i tu sQkan-ak.an i.ni Yc1\11q dibi<:arakan adal ah "Pt~rkembanQ-
.: ! ~-- . 

·! 
• I • 

~ ; 

an KependLldukan. dan Kel uarqa Sej ahter·~, 11
• 

·r ' j I , 

Kalau pendirian kami tidak be?qitu, vait.u ': 0 Perkembanqan. t<ependuf;tukan 

' dan· :, Kel l..1arqa Sej ahter a", j -:1di suatu t <ltal i tas m~nqar ah p~~da su.:1tu 

ar~h~n yai tu hal L.1.:wqa ssbi::.,q.:d unit t'~d~:c?ci t cJc::~ri masyar-akat. 

Kan~na h.;~lau ki t~i baca di GBHN pada Nomor 6 bL1ti r a bahw;.::\ 

kebijaksanaan kependLLdukan itu diarahkc:1n dalam ranq~~a me·wujudkan mutu 

~~ehidL~pan masvcirakat vanq ·:=>i:::~nantiasa mt:m'iri'cikat.. jadi ada ddinamil::a dan 

·ti dak hanya kependudL-lk~1nnv.a Yi"inQ .dj naini s, t~tapi kel uarQa yanQ i nqi n 

di capai 'lc1nq !:;;.ej ahh~1.:1 i tL.1 j L.lL1d di naini s~. Jadi dL.,a-d1-1araya, j a.di i ni su-

·atu totalitas kependudukan dan keluarqa sejahtera. k~mi setuju kenap~ 

· .. !i.l ~~~n k, i;&mi, kep~da tetap ad~nya d~ n~'!li k~ .i tu ~~rc:antµm • 

. Jadi mphon masalah kependudukan dc:m keluar4a sejahtera janQar:' di-
I r·:; 

. pisah .. ini suat~ totalitas qambaran d~ripada banqsa ini. yaitu unit 

t~r~a~il keluarqa itu. :; •; • ! • . ·. . I•.· 

··.,. K~TlJA 
l'' -:t·· .. !:. r 

·:Teri ma 
I 

kasih, artin~a maksud dari FABRI judul ini .ad al ah· 

• 1kt:¥,~~~nqan l<ep~nduqukan dan · . Kel uarqa · Sej ahtera" bi srt · d~ arti kan 

· · · perJ<~.mpanqan · · J;epemJudukan dao perkembanQan k~luarQa sejahtera, tapi 
-:--:-·-__.. . ..:._ ..... _, ..;..~ •• ~-:~. r•, .- . • ,_..,. .~,·- .~-········-~·~. -·-·-···-·--·····-·--·~-·-··-·-•· 

.~ 

h~nva dipakai satu perkembanQan kependudukan dan keluarqa sejahtera? 
., ~ I ! 

··- 1 FABRI ·~ ...................... >-: .I 
<' ·. I 

.Bykary Pak, kalau beQit~. artinya ada ~ materiq penduduk .·dan· ke-
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Fi"~P C .••••••••••••••••••. l 

Kami inenqusul kan di ant.:.:w,;i katc:-i. nasiuraal dan k~lta mencakup, di tam-

bah kata-kat~ ~sebaqai penqamalan Pancasila~. 2~1 asan kami adalah 

" kc..r.:-na seq al a aspek fje.-.;bc;,r,qunan harus cli arahkan untui;: menqamal kan 

butir-butir yanq t.erdapat didalam dasar neqara Pancasila, oleh sebab 

itu daL .. ".\in kc>nsiideer-.:.hi _11h::nimbanQ ini kami .r1enqusulkan untuk dapat di-

tambahl=:an k.=1ta-kat:a 11 seb.=,qai penqamalan Pancasi la" .. dan wn tuk i tLt 

rwmusan kita akan berbunvi 

Bahwa pembanqunan nasicJn~-i.l ~~eba4ai penQamalan Pancdsila, mencakup 

seou.1a matra dan aspr..+· he~hi dupan, termasllk kuanti tas µ~nduduh. kua-· 

1 i.tas pt::-nduduh.. dan l~Li~,1 i tas kel uar-qa, serta persebar anQ penduduk 

untL1k nu:~~-JLLj ud k an kema I: mur an. kesejahteraan,. dan kebahaqiaan 

masyaral~at. 

Demikian dari FKP. 

KETUA : 

Te~ima kasih, berikut FABRI. 

FABRI CH. SURJO MARDJIYO> 

Dari FABRI juqa~ada sedikit penyempurnaan, yaitu bahwa rumusan 

butir a~ kami pandann belurn m2n4acu lwpada f.;.\lsaf.:\h buditV~\ banQ~a atau 

kuranq, oleh kar~na itu perlu dirumuskan kembali denQan mencantumkan 

~pembanqunan sebaQai p2nQamalan Pancasila~. denQan alasan 

memberikan landasan motivasi pembentukan LIU ini. 

01 t~h han:.?nanya ka111i ~~t:~•llPLWnakan ~ ah an berbL1nyi. 

a. Bahwa peif1b.anqunan nasional sebaqai PE·nQamalan Pancasila adalah pem-

banqunan manusia seutuhnya dan pembanqunan seluruh masyarakat Indo­

nesia. 

KETUA : 

Terima kasih. demikian penjelasan Fraksi-fraksi dan Pemerintah 

belum ada komentar, sebab ini baru penjelasan ,Pak, ya. Sekaranq 

putaran I Fraksi memberikan tanQQ~pan kepada Fraksi, mulai dari FPDI. 

FPDI <DRS. POPO SOENANDAR, Hl . . 
Sava melihat usul penyempurnaan dari FABRI. itu terlalu luas jadi 

tidak menqarah kepada yanq inqin dimaksudkan didalam UU ini, itu I. 

Sebaliknya yanq diusulkan oleh FPP itu justru terlalu detil. 

ruh lalau kemudian diperinci sampai detil" 

menyelu-

Seda11qkan yanq kami usul kan_ i tu menQarah kepada · yanq substansi 

saja, ~alahan kata-kata penduduk yanQ diulanq-ulanQ, itu kami minta di 

: satu l'ali saja, umpamanya kualitas penduduk. kuantitas penduduki mobi~ 

litas 
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litas penr:tuduk itu satu kali ~:.aja, jadi l<ami rasa inenurut FPDI ya usul 

.kami yauQ ter..b.ai k _b~Qi t.u .• 

Teri ma k~-tsih .. berih1t FKP. 

FKP CORA. SYAMSIAR LASAHIDO) 

Dari FKP melihat bahwa dari 3 Fraksi yanq menjadi dasar pertim-

banQan '/~mq pen ti nq adal .:th har.·1a menambahkan kata.-kat~ ~ seba~ai penqa­

mal an Pancasila~. kami mclihat clari FABRI kemudian dari FPDI dan juqa 

sebenarnva dar-i FPP hanv.::~ 1 c•b i h memper-j nci. 

Jadi t..mt:ul: i1-..i dc;r-.i FVP b~~•-dnqkali hanya dido.lam penvempurnaan 

redaksiona1. t £·t,:1p i ti dak di did am sesuatu yanq terpi t-i nci. dal am hal 

.ini kami menqusulkan kiranya sebaqai penQamalan Pancasila ini dapat 

kita muat dicL:da111 honsid~~r-a11 meniinba.nL~, demikian. 

KETur. : 

Terima l::asih, berikut FABRI. 

F ABR I < I GN. SOEF'Rr'tPTO > 

Didalam kajian Fr1BRI ter·hadap berbaqai UU, karena ini atur.annya 

yanQ pasti belum ad.::i untLtk sucttu p1?mbuatan LILI. sehinQCia setiap kali LIU 

masuk itu senantiasa pad.;l hiddnq kunsiuer-an ini ber-bed"-1-beda, oleh 

bahwa didalam penclet-tian konsideran 11 MeniinbanQ .. itu 

tercakup pc:-rtama-ta111a adalah motivasi ciajukanny.a a.tau dibuatnya RUU 

ini. 

vanq i t:u l andasan-1 andasan vanq mr~l andasi bi .;1sanv.:;i i ni ., 

t<emudia.n juQa adi:t. pe1riikir-an-pr~1nikir-an tentanQ kebenaran yuridis 

\,'anq di pakai patokan sC1r· ta l::ebut:uhan masyarakat banqs.;t tE·rhadap adanyc:i 

UU itu, yaitu biasanva seni-seqi sosioloqi. D~sini FABRI melihat 

bahwa .kon?:~i deran : "· Meni mb~1nq " i ni perl Lt di peE~ri kan suatu payl\nq" ya-

itu l~nda$an buday_~; banqsa. .11 

·~.; ;::"'otE?h f::arena· itu butir a 
.,j-: I· . .:. 
i 1 : : 

selain dip~r~endek yaitu dianqc;iap 

pokok · yanq · aka.n· · menj adi payunQ baqi , unQkapan ber·i kutnva. 

di sebutl,an : 

yanq 

di situ 

Pembanqunan nasional sebaqai penqamalan Pancasila adalah pembanQun-
• 

an manL1~:d a seutuhnva dan J)ernbanq.Lman · se:l Ltruh ~asvarakat Indone-s:l a. 

· Ini akan menjadi payunq baQi rumusan-rumusan didalam keseluruhan 

naskah RUU i1ii, dQfictan c.Jemikii.:tn denqan cUanQk~inva pemba11qunan sepaQai 

Jisi r1i diperteq.::•s bahwa ada payunQ falsafah 

budaya •••••••••••••• 

i, 



dan meland:..,~>cd pt:~i11buatan LIU ini, demikian. 

KETUA : 

Teri ii; a kas: h, kemudi an FPP si 1 akan,, 

FPP CDRS. M.H. THAMRIN> 

ini~ 

Pe;:ibanqun~in ;n.:H1usi a seutuhnya dan masyarc:tkat Indcnesi a. karena i ni 

ber~ait denQan penduduk : 

Dal diii r ::if:qk...=:i p1?1:nban4una11 manusi c\ seutuhnya dan j uQa pembanqunan me:,-

Indoriesi a s~l Liruhnya, maka di·si tu teF·masuk pembanqun2;n 

.Jadi dalam ranqka pembanqunan kependudukan ini meliputi pembina~n 

kualitas penciuduk dan kualitas keluarQa sert.a penwatur 

Ini semue:1n~:r"a ap;;,? Dal am ranqka maksuc1 untuk menir:i::;katkan t-:arkat 

dan mart<::1b.::it mar1usi a dal am ranqka mencapai masyr...:..rakat ~1 ~.nq adil d.=.i: 

Jadi nil.:~i filosofi disini ad.a Pancasila ... kemudiar-, 

Pnacasil.:.. Sehjnqqa denqan demikian maka baik i ns~1i r-c;s:i, f11ot i ..-asi 

J:a;ni inc~~ i"i i;i12r1c.ihi l.:~.nqkan s2sutau yanq hranq lazi1n dipakai didalam s.E.ti....l 

UU !::iL·L. 'ra·:t.d ~~ ... l.:..1tu istilah atau kalimat mencakup se1T1Lla m ... ~tr-a, 

1n~ s.:tva kir .. d kt._wa11c1 lazim kita c~uncikan didalam peundanq-undanqan kita 

in i k ur .::1nci b. i sa -menj ad i bahasa yanQ umLtm di ha l anqan mas•/cir akc=1t 

ki ta. 

a1enqqun.::-d::.:,r1 s1;.atu isti J ah "penqaturan kependudu~:.an" .. jadi di.sini nc,nt.i 

sel al u e:d: ar·. 

j adi ti dcik ·mc·nQQunakan secara tentanQ mas al ah kuan tit " .. s. 

kependudul: a11 i 1·1 i. '* karen~ penqaturan kependudu k.:i.n 

Jadi Sdr. Ketua bahwa prinsip kami, saya kira kemudian ini 

dar-i un·;;,_;r ·-unsur- yanq ini, saya kira nanti 

-- - - . - - ·-I . 
HH::"f lUHLi.;._,t·:. :.. ; • 1 c-.nj u t.- di da 1.::ttn n ... t1T1u·:;an Yc~fiQ dctn m2.-nadD1 

Fraks~i -fi--aksi '-i.=1nq - -~ -
~iJC"'. 
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konsideran 

f al ~a- . 

• 1' 

l<FTUA 

Terim.=t 

PEMERINT~H <PRO~. OR. rMTL SALIM1 

nc-rt]nq-

S·~·p2.·-t i 

M~11C.~i1 • .:tt:d p2nLi.11q11yrt JJd~·u1lCl i tu .. ·i.:Ja..a supaya tid6.k tc:r·bena.ii ia di­

di1l2.m h(•ni;;:i.::- ~1ni--n1 •• r ~1111 r"'d;illl.i::~; .• , i-1·uo1u~.1;.:d 1 1,i-i. n.. clc-?nqan df.·,1.i l:j ,:1n I;~ t .:1 ;·1t~1·-11···-

rnol j -~va~_.;j, 

2 .. Di tar-i I; itu 

d1-1k 

Jadi penduduk hukan nenn2rtian demoqraf i saja, tapi dia mencakup 

seqal a pi::~r·i kehi dupan pi:=nduduk sebaQc\i individu, 

ma~;ivarakat., warqa rlP.ClcH·a da:a hi purHln kuanti tas. 
' , 

At:c.~s d.1;1sar i tu m12nqal i r: 1-.=th seaoui~ t1~l yanq rne1·.c~i:1tLw pc1sdl -pC:is,;\l 
\j: ''!· '. . . 

1.;dnnva~ jad:i kaio~ 1 ihi.lt u~,,ul dari FABRI, · FKP, sP.m .. :\nqat dar-i FPP da.n 
11: 

j i ""a dari FPDI dapat:" kit~' LHn1Juncl kedal am r-umusan v.:\nQ memi sahkan .:1da 

b l1 ti r . a d .:::u-1 b , t EW i II\ a k d ';) i Ii .. 

~ ' . ' . . 

~taa 1 tan~Q~P~n·~~n penjelasan tersebut. 

d .:w i fr· a I::~~ i -fr· .::1 l:·;:il mc~r11-ii.:11, 1 i 1) e: nd~p.:t t n ·ai·a, S<f.::h i nqq a di. ad ak an pen ':r'empur-n a 
I , 

-·an · .:1 l ~' s ............ . 



: 
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.J·.:.· 

l uar-qa. ini suatu totalitas yanQ tidak bisa dipisah-pisahkan. jan\'.ian 

Pak. kalau sudah kita mulai pisahkan kacau kita nanti neQara ini. 

KETUP1 : 

Terima kasih,. jadi FABRI tetap berpendirian supaya judul itu 

tetap sama tidak ada perubahan. 

Saudara-sa~dara. sudah 2 kali putaran tidak ada kesepakatan. saya 

usulkan baqaimana kalau ini di PANJA-kan. setuju? 

C Rapat : Setuju ) 

l<i ta ;na~.>uk kepada konsi deran. 

INTERUPSI FPDI < ••••••••••• 

Kami me.nqusulkan sebelum kita nanti menanc,;qapi. mohonnya pihak 

Pemerintah me~jelaskan dahulu. ~ehinQQa tidak menjadi 3 putaran tapi 

tetap 2 putaran. 

KETUA : 

Terima kasih. saya kira tidak-3 put~ran Pak. tetap ·2 putaran. 

iadi karena ini usul peubahan dari Fraksi. tentunya Fraksi duluan yanQ 

memberik~n pejelasan. ~esudah itu kita minta tanqaapan Pemerintah. 

saya kira tidak ada masalah Pak. 

Kita masuk pada konsideran. ada 4 Fraksi yanQ juQa semua menQusul 

-kaA perubahan da~ipada konsideran menimbanQ a. silakan FPP. 

FPP CDRS.M.H. THAMRIN> 

Dalam DIM FPP berkaitan denQan menimbanq pada butir a. inqin kami 

konfirmasi dGlu pada Sdr. Ketua. apakah semua··sekaliqus atau butir-per 

-butir? Jadi butir-perbutir, terima kasih. 

Didalam blAtir a, FPP melakukah penyempurnaan redaksi. bahwa dida-

1 a"°' menj ad i k a 1 i &nd t bahwcil 

a. Hakekat pembanQunan n~sional adalah pembanQunan manusia Indonesia 

seutuhnya, dan pembanQunan masyarakat Indonesia seluruhnya. terma­

suh pembanqunan ~::ependudukan yanQ mel iputi pembinaan kual i tas pen­

dwduk dan kualitas keluarqa. serta penQaturan kependudukan untuk 

meninqkatkan harkat dan martabat manusia dalam ranQka mencapai ma­

syarakat adil dan makmur~ berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Perubahan ini kami lakukan karena kita melihat bahwa menjadi ke-

biasaan kita didalam menvusun satu konsideran baqi satu LIU, bahwa 

didalam konsideran ini harus menQandunQ beberapa masalah. yaitu 

1. Unsur inspirasi yanQ melatar belakanQi lahirnya satu LIU. 

2. Juqa men~andunq unsur motivasi yanq mendoronq akan kelahiran UU. 

3. Juqa menqandunQ unsur moral. dan 

: 4. Menqandunq uns.Llr· filosofi daripada banqsa dan neqara kita ini. 

Dari 4 
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4 unsur inilah sudah baranq tentu harus menqalir didalam 

konsideran itu. baik nanti butir a s/d butir e. sehinQQa perlu diatur 

adanya LIU tentanQ masalah Kependudukan dan KeluarQa Sejahtera. 

Sdr. Ketua. denQan demikian kita melihat bahwa kami menyatukan 

bahwa disini penqeturan kependudukan termasuk didalamnya adalah perse-

baran tentanq kependudukan itu. mobilitas kependudukan itu. adalah 

terkandunQ penQaturan kita dalam kependudukan. dan ini saya kira 

sesuai pula d~nQan kehendak dari GBHN vanQ tadi sudah kita bacakan 

ber-sama. demikian Sdr. Ketua sekedar penjelasan yanQ pertama untuk 

KETUA : 

Terima kasih Pak Thamrin atas penjelasannya. berikut FPDI. 

FPDI <DRS~ POPO SOENANDAR. H> . . 
Kami didalam konsideran menimbanQ ini. menQusulkan adanva penve~­

purnaan yanq mend~sar ya~tu yanq menyanQkut masalah pembanqunan nasio­

nal sebaqai penqamalan Pancasila. 

Kemudian. yanq kedua. ada suatu urutan bahasa yanQ menyambunq. 

vaitu masa1ah kuantitas. kualitas. pertumbuhan. mobilitas dan penyebar 

-an,. ir1i ·:-upan~-.~ didalam materi ulf-ini-Tidak hisa:diprsahkan sati.i sama 

lain. itu menyalur beQitu berurutan. 

Oleh karena itu. setelah disempurnakan bunyi menimbanq butir a 

ini ~ebaQai berikut : 

a. Bahwa pembanqunan nasional sebaqai penqamalan Pancasila mencakup 

semua matra dan aspek kehidupan. termasuk kuantitas. kualitas. per-

tumbuhan .. mobilitas "dan penyebaranq penduduk. serta kualitas 

keluarqa,. ~ntuk mewujudkan kemakmuran. kesejahteraan. keadilan. dan 

kebahaqi aan masy.iu-akat. 

Disini kc.iTii juqa menambahkan "keadilan". karena memanq ini juqa 

menvanqkut ·yanq substansi al rupanya. di samp_i nQ i tu DIM kami ada sedi-

kit ralat yanq sudah sejak lama disampaikan kepada Sekretariat. 

rupanva oleh Sekretariat-pun telah dikirimkan kepada Fraksi-fraksi dan 

kepada yanq berkepentinqan, tetapi didalam ralat inipun terdapat masih 

terdapat l::esalahan yanq mohon diperhatikan, tetapi bukan kesalahan 

kami. yai~u keslahan ketik atau kesalahan tulis dari Sekretariat. 

Seper-ti Jibc:"ca disini : Sesuai denQan surat dari Pimpinan FKP 

tetapi nomornva nomor FPDI. itu seharusnya dari FPDI Pak. ini kesalah-

an Sekretar-i at .. Itulah usul kami menQenai konsideran menimbanq 

butir a. 

~<ETUA : 

Terima kasih, masih ~da yanQ lain? Tidak ada, silakan FKP. 

Ft<P 
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I 

-an butir :a pada kbnsideran 
I 

menimbanq ini. ada usul dari 

Pemeri nt.::1h .. aqar supay~ landasan filosofi yaitu pembanQunan nasional 

sebaq~i penQan,alari Pancasila dan sebaqainya~ sebaqaimana yanq dirumus-

kan antar-3 1 ain oleh FABRI. itu dijadikan b;,..ll:ir tel""·sendit-i. 
I 

Kem1.1dian butir a ini kita t.arik jadi butit- b dan seba4ainya se-

hinqqa l::onsidF-r-.~m 11 Menimb'anQ 11 ini akan menjadi 5 bL.1tir a. b"' c. d,. 

dan e, aµabi'fa ·Lita tafopunQ: vanQ diusulkan oleh Sdr'll Menteri tadi. itu 

al tt?rnat if fH::·r t ;zrn:a. 

Alte~natif kedua •. bisa baranQkjali 4 rumusan ini dijadikan satu 

·butir. artinya dik~winkan butir-butir itu. cuma memanq masalahnya me-

rumuskanny<l lni bisa juqa aqak sulit ya. 

Jadi ada landasan filosofinya, bat•wa pembanqunan nasiunal seba~~i 

p2nqamalan Pancasila, sama.denqan rumusan FABRY ini~ adalah pembanqun-

an manu~.i ~'.i. Sf1.utuh1"i'ya dan ma·S\,.'arakat Indonesi .3. mencakup semua matr·a 

dari Sf:'SLl~ii dei-,c~a.n r-umusan· Pemerintah. keinudian bar.anQkali ada tambahan 

dari FPP d.:.::,n FDP·I, FPP men·7"inqQunq masalah had::at dan martabat. keiT1U-

di .=1n FPDI men~::i.11tah soal per-tu1nbuhan mobi l i tas. penyebaran dan keadi 1 an 

itL1 l::.;;,t;:,-J:dt.a 'iij.:-Ji.4 .dLtambahkan .. 

Sekar- an:.::1 .1.::·Lt~1r-an I I. mohon ta.nqqapa dar i Fraksi-f r aksi at as usul 

dari MeNteri, b~hwa sebaiknya landasan filosofi ini kita jadikan butir 

tersenrljri dan butir a dalam rumusan yanQ ada, ditarik jadi butir b 

dan atau munQkin ada pendapat Saudara. apakah kita 

ka1.·._i n/q.::1bunqkan i ni. ·a tau ada al ternati f yanq 1 ai n .. Silakan FKP. 

FKP <DRA. SYAMSIAR LASAHIDOl 

Dat-i FKP,. kailii sa
1

f1Qat mE~nQharqai u~iul dari Pemerintah dan untuk 

ini kami menQLtsulkan kiranya didalam perumusan usul yanq disampaikan 

oleh Pemerintah tadi baranqkali bisa dirumuskan. dan k~mi tidak kebe-

ratan. kar-er1.a masih terc:akup didalam masalah kcinsidera.n "111enimban4 11 

i ni. 

KETUA : 
i ; I • 

Terima kasih. baranql-:al1 sebelum kami ; lanjutkan pada Fraksi-
[· ! ' 

fraksi yanq lain. munqkin dari Pemerintah us~l tadi baranQkali bisa 
i ',i 

dirumuskan disini Pak. 

i 
PEMERINTAH 

I 
RumLtsannya c:1dalah : Y~nQ· but:ir a rumusan! dar-i FABRY. dan butir b 

I 

menj a.di yanQ di di:1l am rurnus~n DIM yanq ada di kc:1n!:>~P. 

l<ETUA : 

Tewi111a kasih,. jadil it~ sudah konkrit .Bu ya, jadi rumusan butir a 

yanQ diusuH:an oh=h Pemerintah. itu butir ~ bar·u mal~sudnya adalah sami'l 

denqan ••••••••••••••••• 
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denqan rumusan dari DfM FABRI. kemudian rumysan butir b itu adalah 

butir a dalam DIM 
1
dan s~t~~usnya kita urut kebawah. 

' i 

Baranqkali perlu ;tanqqapan sekaranq. karena rumusannya sµdah 

ada/jelas disini apa setuju. atau ada perubahan. penyempurnaan dan 

sebaqainya. 

FKP CDFM. ·'SYAMSIAR LASAHIDO> ; 
i 

Kami setuju ~umusan yanq telah disampaikan oleh Pemerintah tadi. 

bahwa dari rumusan butir a adalah rumusan DIM FABRI; d~n untuk butir b 

adalah rumus~n dari RUU~ setuju. 

J<ETUA : 
I 

Terima kasih. FABRI t'entunya dia setuju karena rumusan beliau. 

tapi si 1 akar1 P..ak. 

I 

I 

FABRI < IGN. · SOEPRAPTD>i ; 

Interupsi Pak. baranqkali sedikit meluruskan Pak. 

menqi nj ak k'2 .. b Pak. j adi te'ntLtnya ki ta ke a dul u. 

KETUA : 

kita belum 

Bukan. ini a Pak, ja~i kita bahas menqenai butir a. sekaranq 

Pemerintah menQusulkan aq~r supaya butir a ba~~ kita mabil sebaQai 
i • 

la~asan filosof{ dan rumusannya ini sesuai denQan rumusan yanQ ada 
.. -

dari DIM FABRI .. apakah bisa' diterima usul Pemerintah? 

\ " FABRI < IGN. SOEPRAPTO>: : 

Terima kasih Pak. kami sanQat menqharqai saran dari Pemerintah. 

dan kalau FABRI dapat menerima. 

KETUA : 

Terima kasih, lant~s FPP silakan. 

FPP <DRS. M. H. THAMRIN>l : 
i 

Kami sampai ka~n ter+ma .kasi h atas upaya P+meri ntah. untuk mencoba 

memilahkan antara yan~~ber~kitan denqan filo~ofi. kemudian juQa yanQ 
I , . 

berkaitan denqan motivasi dari apa yanq akan ~ita susun didalam LIU ini 

Pada dasarnya FPP ti d~k keberatan denqan apa yanq . di sampai kan al eh 

Pemerintah. 
I ' i ' I 

namun untwk ru~usan yanq b $Udah:baranq tentu kami masih 
' : I \ 

akan melakukan berbaqai pe~~bahan-perubahan. $ebaqaimana kami katakan 

tadi .. bahwa FPP bsrkeberatan untuk adany~; kat+ 7 mencaRup semua matra~, 
, ; I 

apalaqi tadi dijelaskan menjadi dimensi .. ini rakyat kampunq nqqak tahu 

i 
. l 

ni.. ·• P.:d:: matra 

01 f:'h ka.l'"E~na i h.t k ta .c:oba untuk i tll,. nanti rumusannya · terserah 

kepada •••••••.•••• 
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·k2pada PPmerintah, karena ini n1asalahnya saya kira semanqat kita atau 

l'"'L\il'ILIS.:l.n in i 'l 

adalah f:·itd rnenqhilani-ik.:,n denqan itu. k3lim~1t.. vaitu 1 mencakup semua 

mal1'"a 1 d;;;\i··, kemudi..'.l.n -:.::..t::·111L\a aspek kehidupan • tapi . kit.a mencoba 

. mfmQ~' 1 i r hat-, it u did ,:-d am L?-i l i m.::1t, yancl bi sa mud ah dc;in denqan mud ah 

dipahami, demikian Sdr. Ketua. 

KETUA : 

Terima 1~asih~ jaJi menQenai masalah itu kita belum sampai k·2na 

Pak ya, menqenai masal ah m.=ttra dan sebaqai nva. karena yanQ di usul kan 

oleh Pemi:.~rintah ialah. kit.a buat r·umllsan butir a barLt. yanq rumusannya 

sama denqan usul dari FABRI vnaq ada dalam DIM. sehinQQa nanti rumusan 

butir a didaiam DIM itu menjadi rumusan butir b. dan nanti kita bicara 

-kan lai:li. 

FPP <DRS.M.H. THAMRIN> .. 
Terima kasih .. ~alau beqitu Sdr. Ketua. kalau rumusan butir a 

hanya beqi tu saj a. maka sud.::,h baranQ tentu bel wn bi sa menj adi 'cantol an 

ki",rena di a bel um member i kan moti vasi nanti terhadap apa yanq akan ki ta 

atur didalam ketentuan lebih lanjut. 

Tetaµi k'-llaL1 ta.di sayd d~nQi.u- (l::alc:\u t.idak fialah) bahwa r-umusan a 

ini dipecah menjadi dua" menjadi rumusan ••••••••••••••••••••••••••• 

" 
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Rumusan '-a" ini dipecah menjadi dua, menjadi rumusan "a" sebagaj. 
mana yang. dirwnuskan oleh FABRI kemudian yang "b" mengacu kepada 
RUU yang butir "a". Kalau i tu mengacu kepada yang rumusan "b" ba 
ru artinya mengacu kepada butir RUU dari RUU sudah barang tentu 
itu perlu kita sempurnakan kembali, masalahnya disitu. 
Untuk p~~yempurnaan ini sudah barang tentu nanti kita bahas ru -
musannya seperti apa kita masih ingin tahu. 
Terima kasih. 

KETUA (DRS. MARKUS WAURAN) 

Itu yang saya katakan rumusan "a" dalam RUU itu nanti kita 
bahas, tapi sekarang yang ditawarkan oleh Pemerintah, bahwa kita 
buat rumusan "a" baru yang kira-kira menjadi landasan pilosopi -
nya, yarig..mana rumusan baru itu bunyinya sama dengan yang diru -
muskan oleh FABRI di dalam DIM yang bunyinya kalau bi~a saya ba­
ca lengkapnya sebagai berikut : "Bahwa pembangunan nasional seb_2 
gai mengamalan Pancasila adalah pembangunan manusia seutuhnya 
dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia", ini rumusan "a". 
Baru "b" kita mengacu kepada rumusari yang ada di RUU, rumusan a. 
Tapi kita belum bicarakan itu, nanti, apa sekarang bisa diterima 
usul dari Pemerintah itu, Bisa, terima kasih. 
Kemudian·FPDI, silahkan. 

FPDI (DRS. POPO SOENANDAR HAROEN) 
Setuju. 

KETUA : 
Saudara-saudara sekalian, 
Setelah kita mendengar Fraksi-fraksi mengenai usul Pemerin­

tah, bahwa sebaiknya usul dari FABRI yang ada di dalam DIM me 
nyangkut butir "a" Pemerintah mengusulkan itu diangkat menjadi 
butir "a" baru di dalam DIM ini dan butir "~" di dalam RUU itu 
menjadi butir "b" dan seterusnya. 
Sehingga Saudara-saudara rumusan baru dalam Konsiderns "a" ini 
bunyinya sebagai berikut : menimbang "a" bahwa pembangunan nasi_Q 
nal sebagai mengamalan Pan .asila adalah pembangunan manusia seu­
tuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Bisa diterj. 
ma Saudara-saudara, FKP, FABRI, FPP, FPDI, Pemerintah. 

Rumusan butir "a" baru dapat disetujui 

.Saudara •••••••••••••• 
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Saudara-saudara sesuai dengan kesepakatan kita, maka s.ekarang 
sudah jam 12.00, kita akan skors selama satu jam, memberikan k_2 
semp~tan kepada Saudara-saudara yang berpuasa untu~. sholat dan 
mereka yang tidak melakukan/melaksanakan ibadah puasa dipersi -
lahkan untuk makan atau minum ditempat yang memang sudah dised,! 
akan oleh Sekretariat. 
Saudara-saudara rapat kami skors dan kita akan mulai nanti p.ada 
jam 13.00. 

Rapat diskors pukul 12.00 
Rapat dikuka kembali pukul 13.00 

Saudara-saudara sekalian, kami mohon untuk mengambil tempat, kj. 
ta akan lanjutkan rapat kita. 
Saudara-saudara rapat yang kita skors selama satu jam, kita mu­
lai dan rapat kami buka kembali. 
Saudara-saudara, 

Kita sed.ang dalam pembahasan butir "a" RUU yang kemudian 
nanti akan menjadi butir 11 b 11 • 

Dengan rumusan yang ada, dimana rumusan dari FABRI sudah kita 
tarik menjadi butir "a", kemudian sekarang kita membahas, mela:g 

~ 

: judkan pembaha.san butir "a" RUU yang nanti akan menjadi butir b 
Kalau tidak salah Saudara-saudara sekalian, dari Fraksi- fraksi 
sudah menyampaikan penjelasannya mengenai masalah tanggapan a -
tas butir "a" RUU. Dengan ditariknya butir "a" baru yang rumus­
annya seperti FABRI, maka tentunya ada perubahan-perubahan ba­
rang ko.li perubahan kecil dari butir 11 a 11 RUU ini. 

Kami memberikan kesempat.an putaran kedua kepada Fraksi-fraksi - · 
untuk memberikan tanggapan atas butir "a" RUU. 
Kami mulai tadi dari FKP yang pertama, sekarang FABRI silahkan. 

FABRI (IGN. SOEPRAPTO) 
Terima kasih, 
Pimpinan Rapat dan Pemerintah yang kami hormati, 
Kitas sudah menyepakati butir "a" dan kemudian menginjak 

kepada butir "b". Butir "b" ini FABH.I menyampaikan •••••••••••• 

KETUA : 

Intupsi, masih butir "a". Butir "a" RUU 

FABRI (IGN. SOEPRAPTO) 
Butir "a" RUU ini adalah merupakan sudatu penggambaran ••• 

tentang ••••••••••••• 
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tentang cakupan dari pembangunan nasional, sedangkan FABRI pada 
butir "a" adalah menyampaikan apa yang menjadi payung, yang mem 
palsapi yang melandasi seliruh pembuatan RUU ini. 
Sedangkan disini merupakan cakupan dari apa yang merupakan ca­
kupan dari apa yang akan diatur di dalam Undang-undang ini. 
Ini ol~~ ~ABRI materinya ini dicakup pada butir-butir dibawah -
nya, tidak pada butir ."a". 
Oleh karena itu FABRI beranggapan, bahwa butir "a" yang ini su­
dah memadahi untuk menjadi landasan palsapi yang memotivasi pe~ 
buatan Undang-undang ini sekaligus mengandung payung Pancasila­
i tu bagi penyusunan pengaturannya. 
Terima ka.sih. 

KETU.A : 

Tegasnya butir "a" dalam RUU ini tidak perlu lagi. 

FABRI (IGN. SOEPRAPTO) 
Tidak diperlukan, disini kami sudah tercakup dalam 

selanjutnya. 

KETUA : 
Jadi ini dihapus ? 

FABRI (IGN. SOERAPTO) 
-

Betul. 

KETUA : 
Berikut FPP, 

FPP (DRS. MUHAMMAD HUSNI THAMRIN) 

butir 

Saudara Ketua, FPP dalam menanggapi butir 1ta11 ini memang 
pada dasarnya sudah bisa tercakup dengan nsti rumusan - rumusan 
pada butir-butir selanjutnya. 
Namun demikian sesuai dengan keinginan Pe: erintah tadi, bahwa 
di dalam butir "a" RUU itu akan dicoba untuk dirumuskan kepada­
butir "b" saya kir:i tidak ada butuknya, karena memang nanti ju­
ga kemudian akan mengalir atau mengacu kepada butir-butir "b, c 
dan d"- RUU yang lama, RUU yang ada. 
Oleh karena itu, bisa kita mulai disitu, bahwa pembangunan ke -
pendudukan yang meliputi, misalnya peningkatan kualitas pendu -
duk dan kualitas keluarga. 

Kemudian ••••••••• 
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Kemudian pengaturan kependudukan, kalau istilah saya, saya ti­
dak menggunakan kuantitas kependudukan, tetapi pengaturan kepe.n 
dudukan yang meliputi penyebarannya.Ini bisa dirum~skan disitu 
sebagain kelanjutan dari pemecahan butir "a" menjadi butir "a" 
dan 11 b11 baru. Saya 
Saya kira itu Saudara Ketua,'kira-kira satu pemikiran 
tentang masala itu. 
Terima kasih. 

KETUA : 

pertama 

Tegasnya bahwa butir "a" RUU yang akan nanti menjadi butir 
"b" tetap dipertahankan namun disempurnakan, kira-kira begitu. 
FPDI dipersilahkan. 

FPDI (DRS.·POPO SOENANDAR HAR.OEN) 
Terima kasih, 
Bagi FPDI butir "b" baru ini yang berasal dari butir "a" 

sebelumnya, yaitu yang menyangkut kalimat "pembangunan nasioµal 
sebagai pengamalan Pancasila" itu tentu harus dililangkan. 
Karena sudah te~cakup dibutir "a"nya. Oleh karena itu yang ber­
kaitan dengan kuantit~s, kualitas, pertumbuhan maupun mobilitas 
dan penyebaran penduduk ini sangkut pautnya dengan perkembangan 
kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. 
Dengan demikian butir "b" ini menjelaskan, bahwa pembangunan k,! 
pendudukan dan perkembangan kependudukan dan pembangunan kelua.,t 
ga sejahtera mencakup semua matra dan aspek kehidupan termasuk 
kuantitas, kualitas, pertwnbuhan, mobilitas dan penyebaran pen­
duduk serta kualitas keluarga untuk mewujudkan kemakmuran kese­
jahteraan, ·keadilan dan kebahagiaan masyarakat. 
Dengan demikian apa yang tercantum sebelumnya di dalam DIM yang·" 
menyangkutkan dengan pengalaman Pancasila itu dihilangkan dan 
diganti supaya nyambung dengan butir "a" tersebut di atas. 
Dengan demikian DIM FPDI ini berubah dengan persetujuan kita u­
sul FABRI menjadi butir "a". 
Demikian, terima kasih. 

KETUA : 

Terima kasih, 
Tegasnya cacatan FPDI, bahwa butir "a" RUU tetap diperta -

hankan, namun disempurnakan. Kemudian FKP. 
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FKP (NY.ORA. SYAMSIAR LASAHIDO) 
Dari FKP semenjak tadi telah menyetujui, bahwa usul Peme -

rintah i.intuk memasukan butir "a" baru usulan dari FABRI kami m~ 
nyetujui, bahwa itu seeara umum. Kemudian kami juga menyetujui, 
bahwa butir."a" RUU DIM menjadi butir "b", kalau tidak salah be 
gitu yang kami sampaikan. Hanya saja dalam perumusan redaksio -
nil dalam awal kalimat itu kita belum,. sementara akan rumusan 
apa yang cocok. 
memikian, terima kasih. 

KETUA : 

Terima kasih, 
Artinya tegasnya juga dari FKP, bahwa butir "a" dari RUU 

masih tet~p dipertahankan dengan c'atatan disempurnakan redaksi­
nya. 

FPP (DRS. MUHAMMAD MUSNI THAMRIN) 
Intrupsi, 
Melanjudkan apa yang kami sampaikan tadi, kalau bisa mung-

kin perumusannya bisa merupakan kerangkanya demikian 11 bahwa pe.m 
bangunan kependudukan (jadi "b") yang meliputi pemtt..naan kuali­
tas penduduk, kualitas keluarga dan pengaturan pertumbuhan dan 
persebaran penduduk dalam rangka mewujudkan kemakmuran, kesejah 
teraan dan-kebahagiaan masyarakat". Kira-kira disitu, materi i­
tu sudah tercakup. 
Terima kasih. 

KETUA : 

Terima kasih, 
Mungkin dari Sekretariat bisa pinjam rumusannya, lantas d1 

tulis disitu, kalau bisa. Dari Pemerintah. 

PEMERINTAH (MENTER! Klll) 
Terima kasih Saudara Ketua, 
Pertama kami tadi. sepakati usul FABRI atas pertimbangan, -

bahwa rumusan ~a" lama menjadi "b" baru. Usul FA.BR! tidak dite­
rima berdiri sendiri, tetapi sebagai penyempurnaan dari "a" la­
ma yang mempertegas aspek·pengamalan Pancasila. 
Kemudian di tarik dari i tu rumusan "b" bai ... u yang intinya "a" la­
ma tadi. 
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"Pembangunan nasional pengamalan Pancasila dengan pembangunan ·­
manusia utuh dan pembangunan seluruh masyarakat" itu adalah a -
lur,jalur, strategi pembangunan GBHN, satu. 
Lantas pembangunan nasional dalam kaitan kep~ndudukan bagaimana 
maka "a" lama menjadi "b" baru, menjelaskan pembangunan nasio -

nal ini yang kemudian dikaitkan dengan kependudukan mencakup s~ 
luruh matra kependudukan. 
Istilah matra kependudukan itu setelah kami eek dengan pusat p~ 
ngembangan bahasa adalah istilah yang juga dipakai di dalam Un­
dang-undang Hukum Laut. Bukan merupak311 istilah asing untuk DPR 
Maka penduduk· itu dilihat dalam segala matranya : 
1. lndividu; 
2. Keluarga, relevansinya dengan keluarga sejahtera nanti; 

3. Anggota masyarakat; 
4. Warga negara; dan 
5. Sebagai himpunan kuantitas yang luas. 
Aspek kehidupan, lantas apa, mencakup seluruh lima matra itu. 
Lima m ·.tra itu menyangkut dalam hal apa, menyangkut dalam hal 
kuantitas pendud~k, kualita penduduk, kualitas keluarga, 
persebaran penduduk. 

dan 

Pembangunan nasional pengamalan Pancasila itu payung yang ting­

ginya. Kemudian pengkhususan leks spesialis adalah pembangunan­
nasional menuju pada kelima matra kependudukan untuk kemudian 
menukik ke bawah, yaitu kuantitas, kualitas, kualitas keluarga, 
persebaran penduduk. Untuk apa, kemakmuran kesejahteraan sebag! 
gian masyarakat, kalaupun FPDI mau menambah keadilan kami juga 
tidak keberatan. Apabila ~·a" lama tidak ada, maka ada semacam 
kosong kepembangunan pengamalan Pancasila terlalu umum. 
Maka perlu ada pintu masuk, jalan masuk kepengaturan Undang-un­
dang ini, itu intinya. Perumusannya kami kira bisa kita serah -
kan kepada Tim Perumus. 
Terima kasih. 

KETUA : 
Terima kasih Saudara Menteri, 
Saudara-saudara sekalian, 
Ada satu Fraksi yang menganggap, bahwa butir "a" RUU itu 

tidak perlu ada, karena sudah diganti dengan butir "a" baru, Y.! 
itu.dari FABRI. 

Sedangkan •••••••••• 



: 

- 67 -

Sedangkan dari FPP, FPDI, FKP dan Pemerintah berpendapat, bah­
wa butir "a" RUU tetap ada, namun rumusannya itu disempurnakan 
kami ingi~ tanyakan lagi kepada FABRI barangkali ada pendapat­
baru, kami persilahkan. 

FABRI (H.SURYO MARDJIYO) 
Terima kasih atas kesempatan ini, 
Memang dari Fraksi kami agak sedikit lain, tapi maksudnya 

sama, Setelah kami mendengarkan penjelasan dari Pemerintah, s~ 

kali lagi dan kami memohonkan lagi sesungguhnya tidak beda. 
Kami menerima "a" itu adalah "a" baru, sedangkan "a" yang ada 
itu menjadi "b", namun supaya ada perbaikan-perbaikan redaksi­
nya. 
Terima ka!ih. 

KETUA : 
Terima kasih, 
Saudara-saudara sekalian, 
Intinya semua Fraksi termasuk Pemerintah untuk butir "b" 

baru yang bersumber dari butir "a" RUU tetap dipertahankan, n~ 
mun rumusannya disempurnakan. 
Apakah rumusan ini Saudara-saudara sekalian kita sera~kan kepa 
da Panja, atau Timus. ~asalahnya kita perlu sekarang memberi -
kan rumusan apa tuga Panja, tugas Timus nanti Timcil dan seba­
gainya supaya jelas nanti pember!a~ penugasan-penugasan ini. 
Saud.ara-saudara saya.: minta persetujuan dulu, yang pertama, ball 
wa butir "a" RUU ini tetap dipertahankan yang akan menjadi bu­
tir "b" namun rumusannya disempurnakan, setuju ? 

"Rapat setuju" · 
Terima kasih, 
Kemudian perumusan untuk menyempurnakan rumusan butir "a" ini 
butir "a" RUU yang akan menjadi butir "b" itu kita serahkan ke 
pada Timus, 

FKP (DR.H.AISYAH R. PANANR~"JG, SKrvl) 

Intrupsi, 
Sepengetahuan kami, bahwa perumusan konsiderans dan penj£ 

lasan umum itu biasanya diserahkan tugas ini kepada Timcil. 
Sehingga kalau ini yang ditanyakan tentunya ini diteruskan ke­
pada Timcil, bukan kepada Timus. Itu hanya sekedar penyampaian 
Terima kasih. 

l<:ETUA •••••••••••••• 



: 

- 68 -

KETUA : 

Terima kasih, 
Memang itulah .saya katakan tadi, bahwa kita pe~lu ada kes_a 

tuan pendapat Saudara-saudara mengenai masalah istilah-istilah­
ini, Panja, kita tahu apa itu tugas Panja, Panja adalah melan -
judkan dan menyelesaikan tugas•tugas yang diserahkan oleh Raker 
kemudian Timcil memang dalam pengalaman kit~ membahas RUU ada -

lah menangani masalah kon~iderans dan penjelasan~ Sedangkan Ti­
mus sebenarnya itu hanya bersifat teknis, yaitu teknis redaksio 
nal, dimana apa yang sudah dikerjakan oleh Raker dan Panja su -
dah selesai, ialah yang kemudian membenahi, merumuskannya itu 
yang dimaksud. 
Saudara-saudara, 
Ini ada pemikiran, bahwa ini diserahkan kepada Timcil, yaitu 
yang bertugas nanti untuk merangpungkan rumusan-rumusan yarig kj. 
ta putus, baik yang menyangkut konsiderans maupun · penjelasa.!l 
nanti. Bisa begitu rumusannya. 

FPP (DRS. MUHAMMAD HUSNI THAMRIN) 

Intrupsi Satldara Ketua, 
Saudara Ketua, dar.i kita tadi sudah kemukakan, bahwa me­

mang ada rumusan "b" baru yang nanti akan menjadi menjembatani 
kepada rumusan-rumusan RUU_yang nanti atau konsiderans selan -
jutnya. Yang perlu harus kita sepakati dulu adalah materi-mat~ 
ri apa yang harus dimuat di dalam rumusan "b" baru ini. Peme -
rintah mengemukakan ada empat materi, yaitu kuantitas,kualitas 
penduduk, kualitas keluarga dan persebarannya. Fraksi kami be,t 

pendapat, bahwa didalam rangka masalah melakukan pembangunan -
kependudukan ini, ·maka justru Fraksi kami berpendapat pokok 
per~ama adalah justru peningkatan atau pembinaan kualitas pen­
duduk dan kualitas keluarga. Baru kita berbicara .kuantitas da­
ri penduduk itu. 01eh karena itu selalu di dalam Undang-undang 
~ni dicantumkan tentang ~uantitas penduduk adalah merupakan P.2 
kok pangkal pertama, baru kepada kualitas dan kepada kualitas­
penduduk maupun kualitas keluarga. 
Fraksi kami berpendapat, bahwa yang harus diatur atau ditanga-· 
ni lebih dahulu itu adalah peningkatan atau pembinaan kualitas 
penduduk dan kualitas keluarga, kemudian baru kepada kuantitas 

penduduk. 
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Sehingga dengan demikian nanti susunannyapun sudah barang ten­
tu kalau bahwa pembangunan kepenasional yang mencakup ini, ini 
adalah juga termasuk adalah kualitas penduduk, kualitas kelua£ 
ga dan kuantitas penduduk (itu baru merupakan).· dan persebaran­
nya. Kuantitas penduduk dan persebarannya ini kalau di dalam 
GBHN i~u hampir terk~it, yaitu masalah pengendalian atau pen~ 
turan pertumbuhan penduduk dan persebaran· penduduk. 
!tu selalu berkait antara jumlah penduduk dan persebarannya. 
Supaya mengkait nanti dengan hal ini juga demikian pula masa -
lah kuantitas penduduk dan persebarannyaharus selalu terkait. 
01eh karena itu yang dipertamakan adalah kualitas penduduk dan 
kualitas keluarga • 

. Demikian Saudara Ketua pendapat kami, jika materi-materi ini 
bisa dis~pakati sudah barang tentu ini bisa kita serahkan kep~ 
da Timcil. 
Terima kasih. 

KETUA : 

Terima kasih, 
Sebenarnya saya akan datang kesana kalau memang kita su­

dah bisa barang kali selesaikan mengenai masalah Timcil ini. 
Artinya untuk kita tetapkan muatan dari rumusan ini pokok-po -
koknya apa saja. 
Saudara-saudara sekalian, 
Sebelum apa yang dikatakan atau diusulkan oleh Pak Thamrim da­
ri FPP, karena·ini ada berkembang Timus, Timcil saya mohon pe.u 

dapat dari Fraksi-fraksi mengenai menanganai dari ini. 
Atau kita tegaskan, bahw ~imcil ini tugasnya apa, apakah sepe£ 
ti yang lalu, yaitu dia akan merumuskan bidang atau aspek kon­
siderans dan penjelasan dari RUU. Kami persilahkan dari FKP. 

FKP (DR. IDA YUSI DAH~~) 

Fraksi kami setelah mendengar saran-saran tanggapan dari 
f ihak-f ihak lain. Karena ini memang konsiderans merupakan sua­
tu substansi yang menjadi pengarah nanti pada waktu kita membl 
carakan batang tubuhnya. Sehingga saya kira lebih baik ini ki­
ta lemparkan ke Timcil saja, jangan membuang waktu untuk hal 
ini. 
Terima kasih. 

1\E:TUJ\ •••••••••••• • • 
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KETUA : 

Setuju membentuk Timcil dengan catatantugasnya adalah pe­
rumusan konsiderans dan penjelasan RUU itu yang kami maksudkan. 
FABRI. 

FABRI (H. SURYO MARDJIYO) 
FABRI Setuju 

KETUA : 
FPP ? 

FPP (DRS. MUHAMMAD HUSNI THAMRIN) 

"· 

FPP untuk masalah konsiderans kalau memang kita tegaskan -
tugas Timcil yang utama adalah nanti menyelesaikan konsiderans­
dan penjelasan umum, in! saya kira tugas Timcil. 
Kemudian ada hal-hal yang mungkin tid~k bisa diselesaikan oleh 
Panja, maka itu juga merupakan tugas dari Timcil. Terhadap mas!_ 
lab konsiderans yang in!, kalau materinya sudah bisa kita sepa­
kati kami tidak berkeberatan untuk diserahkcn juga kepada Tim -
cil. 
Terima kasih. 

KETUA : 
Terima kasih, 
Artinya mengena! masalah Panja tidak selesai nanti disera.!l 

kan kepada Timcil, nantilah berikutnya itu. Karena kalau kita 
sudah Rapat Panja. Tapi perinsipnya Timcil !tu menangani menge­
nai masalah konsiderans dan penjelasan umum. Setuju itu, FPDI,­
setuju, terima kasih. 
Saudara-saudara, 
Dengan demikian, maka kita membentuk Timcil itu yang tugasnya·· 
utamanya adalah merampungkan perumusan konsiderans dan penjel&!, 
an umum dari RUU. Terima kasih. 
Kemudian Saudara-saudara sekalian, muatan dari butir "b" yang 
bersumber dari butir "a" RUU ini, diusulkan oleh Pak Thamrin,sa -ya kira juga sejalan apa yang diusulkan oleh Pemerintah, bahwa 
itu muatannya antara lain menyangkut mengenai kualitas penduduk 
kuantitas penduduk, kemudian kual!tas keluarga serta persebaraR 
penduduk, kemudian kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan. 
Pemerintah tidak berkeberatan apabila juga aspek keadilan yang 
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disebut juga oleh FPDI itu juga masuk, kalau tidak salah begi­
tu. Namun ada juga Saudara-saudara disini kalau tidak salah m~ 
ngenai dari FPP soal harkat-martabat, kemudian dari FPDI juga 
ada mengenai·· masalah pertumbuhan dan mobili tas, ini barangkali 
kami mohon perhatian Saudara-saudara supaya Timcil ini tentu -
nya sudah_ada pegangan untuk merumuskan mengenai butir ini. 
Kami minta pendapat tanggapan Saudara-saudara untuk butir baru 
ini muatannya pokok-pokoknya itu apa. Tadi FABRI yang pertama 
sekarang FPP. 

FPP (DRS.· MUHAMMAD HUSNI THAMRIN) 
Saudara Ketua, mengulang apa yang telah kami sampaikan, -

bahwa pokok-kokok materi di dalam butir "a" yang nanti kita a­
kan rumuskan pada butir "b" sudah barang tentu merang!{um apa ~ 
sul-usul yang diajukan di dalam DIM oleh Fraksi-fraksi. 
Itu yane sudah barang tentu menjadi kewajiban dari Timcil itu, 
namun demikian yang tadi sudah saya yngkapkan/kemukakan bagi 
Fraksi kami, bahwa di dalam rangka pembangunan kependudukan m! 
ka yang didahulukan adalah pembinaan kualitas penduduk dan ku~ 
litas keluarga baru kemudian kita membicarakan tentang kuanti­
tas penduduk dan persebarannya. Sehingga dengan demikian nanti 
di dalam urutanpun juga demikian. Materi-materi yang ada di d~ 
lam na:'lti __ saya kira Pemerintah pada waktu ~imcil akan mengaju­
kan rumusan adalah merangkum dari semua apa yang ada diajukan­
oleh Fraksi-fraksi, termasuk apa yang kami sampaikan dari FPP. 
Terima kasih. 

KETUA : 

Terima kasih, FPDI. 

FPDI (DRS. POPO SQENANDAR HAROEN) 
FPDI akan tetap sesuai dengan DIM yang diajukan. 
Terima kasih. 

KETUA : 
FKP?. 

FKP (DR. IDA YUSI DAHLAN) 
Saya kira kita sekarang hanya menyepakati materinya, sa-

ya kira apakah did~pan atau ditaruhnya dibelakang itu saya ki-

ra itu nanti Timcil. 

Kamau kami •••••••• 
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Kalau kami, Fraksi kami berpendapat materi yang diusu1kan oleh 
DIM ini saya kira sudah mencakup apa yang akan kita bahas. 

Terima kasih. 

KETUA : 
F&BRI ? 

FABRI (IGN. SOEPRAPTO) 
FABRI berpendapat, bahwa apa yang tercakup di dalam mate­

ri "a" apabila pemuatannya sudah tercakup keseluruhan FABRI d!, 
pat menerima. Hanya penambahan lain-lain FABRI belum dapat me­

nerima, hanya seluruh substansi butir "a" dapat diterima. 

KETUA : 
Ter ima kas ih, 
Saudara-saudara sekalian, 
Dari pendapat Fraksi-fraksi, maka tentunya sebagai tugas. 

dari Timcil untuk menyempurnakan rumusan butir "a" RUU ini yg 

akan menjadi butir "b" saya ki~a kita tidak ada beda termasuk 
FABRI, artinya bahwa dia bertolak kepada rumusan RUU ditambah­
dengan DIM-DIM yang disampaikan oleh Fraksi-fraksi. 
Bagaimana rumusannya itu nanti tergantung kepada Timcil nanti. 
Bisa diterima itu Saudara-saudara, setuju. 

"Rapat setuju" 
Sekarang butir "b" RUU yang nanti menjadi butir "c" yang mem­
berikan tanggapan ini ada tiga Fraksi dan FKP tetap denean r~ 
musan RUU. Kami sekarang persilahkan kepada FPDI. 

FPDI (DRS. POPO SOENANDAR HAROEN) 
Terima kasih, 
Rupanya dari FPDI hanya mengusulkan penyempurnaan teknis 

redaksional saha. Sehingga bunyi setelah disempurnakan sebagai 
berikut "bahwa jumlah penduduk yang besar dan kurang serasi s~ 
larang, seimbang dengan daya dukung dan tampung lingkungan da­
pat mempengaruhi segala segi kehidupan masyarakat". 
Itu saja, terima kasih. 

KETUA : 
Terima kasih, berikut FKP, karena FABRI tidak ada tangga~ 

an, tidak ada perubahan, tapi kenapa tidak merubah ada alasan­
nya. FKP barang kali juga bisa kasih alasan. 

fKP • • • • • • • • • • • • • • • 
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FKP (dr,H, AISYAH R. PANANRANG, SKM) 
Dari FKP melihat, bahwa apa yang tercantum da'-arn butir "b" 

RUU ini sudah mengacu pada materi yang akan kita bicarakan da -
lam RUU. Oleh sebab itu kami tidak menambah lagi •. 
Terima kasih. 

KETUA : 
Terima kasih, FABRI ? 

FABRI (IGN. SOEPRAPTO) 
FABRI mengajukan saran penyempurnaan redaksional untuk m~ 

rubah ungkapan yang kalau menurut RUU itu arahnya adalah kepa­
da yang segi negatif, menjadi dibalik menjadi suatu ungkapan -. 
yang ara}Vlya positif, yaitu dengan uraian setelah penyempurna­
an adalah "bahwa jumlah penduduk· yang besar dan berkualitas yg 

sesuai dan seimbang dengan daya tampung lingkungan merupakan -
salah satu modal dasar dan faktor dom!nan pembangunan nasional 
disegala bidang" •. Ungkapan ini kita arahkan yang positif kare­
ini yang ingin kita capa! nanti yang kernudian dilanjudkan pada 
butir berikutnya. 
Dengan demikian kita buka dengan, kita angkat dalam bentuk unK 
kapan yang positif, yang lebih oftimistif. 
Terima kasih. 

KETUA : 
Terima kasih, :FPP ? 

FPP (DRS. MUHAMMAD HUSNI THAMRIR) 
Terima kasih Saudara Ketua, 
FPP melihat DIM yang rancangan yang disampaikan Pemerin -

tah sama seperti apa yang disampaikan oleh FABRI, yaitu bahwa-. 
disitu cenderung menunjuk kepada yang negatif. 
Oleh karena itu kalau kita melihat 

disini •••••••• 
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disini ingin kita rangkum, bahwa yang positifpun kita sebut,ta­

pi. kita harus mewaspadai apa yang negatif, sehingga dengan demi 

kian menjadi lengkaplah bahwa di dalam konsideran ini bahwa ma­

salah jumlah penduduk yang sangat_besar bisa menjadi asset nas! 

onal apabila dikelola dengan baik, tapi juga jumlah penduduk 
yang sangat besar bisa menjadi lebelity·apa~ila dia tid~k se-

,. 
suai dengan pengelolaan yang kita kehendaki, artinya tidak ses~ 

ai dengan daya tampung tidak selaras, tidak seimbang dan sete -

rusnya. Nah rumusan dari Fraksi Persatuan adalah mencakup pada 

dua hai ini, pertama mengkait dari GBHN, .yang berkaitan jumlah 

yang besar tapi punya makna yang positif, kemudian jumlah yang 

besar apabila tidak selaras danseimbang punya makna yang negatif. 

Dua-duanya kita rangkum dalam rumusan ini. Demikian Saudara Ke-· 

tua, terima kasih. 

KETUA : 

Terirna kasih Pak Tharnrin~ . . . . ,, 

Nah, Saudara.:..saudara dernikian penjelasan dari· fraksi·-fraksi me-

ngenai usul-usml perubahan ~ermasuk yang tidak merubah. 

Sekarang kesempatan untuk memberikan_tanggapan_ atas usul dari 

fraksi yang lain. Kita rnulai dari_Fraksi Karya. Pemerintah be -

lum, nanti kalau sudah ada pendapat fraksi-fraksi· baru • 
.. . · ...... ,. ···.· ... . 

F • . KP . (DR.. H... A'FSYAH R' PANANDRANG", . SKM) : 

Dari Fraksi Karya melihat, bahwa didalam substansi yang ada, di 

situ sudah tercakup bahwa kurang serasi, kurang seimbang dengan 

daya dukung dan daya.tarnpu~g di· lingkungan yang mempengaruhi 

segala segi kehidupan, dalam hal ini sudah mencakup mengenai ma 

salah positif dan negatifnya. Jedi dalam hal ini dari Fraksi Per 

satuan dalam hal ini barangkali dar:i: Fraksi Karya sudah tertam­

pung, begitu pula tadi dari Fraksi ABRibahwa apa yang tercantum 

dalam usul Fraksi ABRI dari segi positif dan negatif kami kira 

sama tanggapan kami dengan apa yang karni sarnpaikan untuk Fraksi ., 

Persatuan. 

Kemudian, dari Fraksi PDidalam hal ini mengenai kata serasi ha-

rus ditambah lagi derigan selaras.Dalam kamus kami melihatbahwa 

kata serasi itu sama dengan kata selaras. Itujuga berarti sudah 

cocok, sudah sesuai, sudah sepadan. Jadi dalam hal ini kami ki­
ra kami tidak menambah lagi. Terima kasih. 

I<ETUA : 

Terima kasih · 

F, . .f\BRI. • •••• 
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F. ABRI (ING SOEPRAPTO) : 

Terima kasih. Fraksi ABRI karena terutama 

saran ini diarahkan ·. kepada yang positif sebagaimana yang ingin 

kita capai dan sebagaimana dicita-citakan. Terhadap saran dari 

fraksi lain kami terutama dari Frak~i PDI pernyat~an yang demi 

kian rinci saya kira tidak diperlukan, terutama mengenai yang 

besar kurang serasi dan seimbang dengan daya dukung lingkungan. 

itu saya kira terlalu rinci dan tidak perlu diungkapkan di da­

lam konsideran but~r b, karena disini adalah pengungkapan ten­

tang masalah-masalah · ·at~u hal-hal yang menjadi masalah. 

Namun ini oleh Fraksi ABRI akan diang~at sebagi hal yang kita 

cita-citakan dan ingin kita capai. Kemudian terhadap saran pa­

da rekan dari Fraksi Persatuan Pemoanguna~ , ungkapanya leng -

kap, namub Fraksi ABRI berpendapat bahwa uraian selengkap ini 

akan lebih tepat manakala dimasukkan dalam penjelasan umum,se­

hingga Fraksi ABRI tetap_~erpendirian bahwa yang diangkat cu -

kup yang segi positif s~j~ karena ini yang memang merupakan 

bagian · a tau hal-hal yang ingin kita capai .• Demikian pula 

terhadap saran yang lain, kami beranggapan bahwa Fraksi ABRI 

tetap pada saran yang sudah dikemukakan. Terima kasih. 

KETUA 

Terirna kasih. Fraks~ Persatuan. 

F •· PP' '(DRS •. MOH.· HUSNIE. THAMRIN) : 

Tadi masalahnya sudah banyak kami kemukakan,pada pembica~~ 

raan·"pertama, · sekarang tanggapan pada frak~i-fraksi yang lain, 

karena~~Fraksi Karya sarna dengan Pemerintah, berarti tanggapan 

kami juga sama sebagaimana apa yang sudah kami kemukakan bahwa 

RUU ini cenderung hanya berbicara tentang masalah-masalah yang 

justru negatif rnemang ini akan kami tenggulangi. T~pi kalau 

ini kita jadikan sernata-rnata sebagai konsideran, rnaka sudah b~ 

rang tent~ kurang mengacu dan tidak memberikan motivasi untuk 

nanti· apa yang ingin kita capai. Apa yang disampaikan oleh 

Fraksi ABRI sa~a ~ira rnemang itu merupakan motivasi tapi rnenu­

rut pendapat kami, bagaimanapun juga memang harus dilengkapi 

tentang hal-hal yang memang harus kita waspadai, sehi?gga nan­

ti didalarn rangka mengambil hal-hal yang positif tadi, kita ju 

ga tidak ter;upakan atau tidak lengah terhadap masalah- masalah 

yang negatif daripada yang ditmmbulkan oleh jumlah pnduduk sa­

ngat besar. Karena karni katakan tadi bahwa.penduduk yang sangat 

besar disatu sisi dia bisa merupakan asset ·tapi disa~u sisi dia 

juga bisa merupakan faktor lebeli ty. Oleh karena itu, di·sini -

lah saya kira apa yang ingin kita cakup di dalam satu perumus­

an ini. 
Rumusan. • ••••• 



Rumusan memang istilahnya masih nggedap, tapi bisa disempuna­

kan, tapi pada prinsipnya adalah bahwa dua hal yang positif 

dan negatif adalah tetap ada dalam rumusan butir b lama ini. 

Terhadap rurnusan Fraksi PDI, dengan rnenarnbah selaras tadi su­

dah diberikan kornentar oleh Fraksi Karya dan rnernang rnaterinya 

adalah sarna dengan Pernerintah, dus tanggapan karni juga sarna. 

Terirna kasih. 

KETUA : 

Terirna kasih. FRaksi PDI 

F. PDI (DRS. POPO SOENANDAR HAROEN) 

Terima kasih. Terhadap Fraksi Karya untuk saya tidak ada 

komentar karena usulan Fraksi POI pada dasarnya adalah tetap, 

tetapi menginginkan tarnbahan kata selaras ini yang biasa dike 

mukakan dalarn penataran-penataran P-4 itu, serasi, selaras,s~ 

imbang. Memang itu sebenarnya sama, tetapi karena kita sudah 

rnengikuti P-4 dan kita rnenyetujui apa yang ada di P-4. saya 

menambahkan itu. Padahal kitapun tahu bahwa selaras dama sera 

si itu sarna, jadi tidak substansial. Kita hanya ingin bakukan 

saja P-4 itu bagairnana • Kernudian kalau dari F. ABRI saya ki­

ra ~idak ada masalah karena yang diinginkannya positifnya sa 

ja, kalau dari P.3 adalah kedua-duanya harus dirnasukkan kare­

na rnernang rnasalah penduduk itu kalau jurnlahnya besar ada yang 

rnerugikan dan juga bisa rnenguntungkan. Tapi dalarn rurnusan 

'yang dikern~kakan di dalarn RUV,_d~yang nantinya di c itu sudah 

tercakup sernuanya, baik yang diusulkan oleh F, ABRI rnaupun 

oleh F. PP. Itu saja dari kami, terirna kasih. 

KETUA : 

Terirna kasih, karni persilahkan kepada Pernerintah. 

MENTER! KLH (PROF. DR.· EMIL SALIM) : 

Terima kasih Saudara Ketua. Mmgkin baik kita lihat b ba 

ru ini dalarn kaitannya dengan yang di atas, sebaiknya jangan 

lihat secara tersendiri-sendiri. Ia rnerupakan satu alur pikiE 

an. Satu pernbangunan pengarnalan Pancasila, kemudian pembangun 

an nasional yang tadi pengarnalan Pancasila itu mencakup apa ? 

Mencakup matra kepenGdukan • Lantas arus sekarang yang kita 

bahas sekarang adalah mengapa kependudukan jadi soal~ itu se­

betulnya. Kenapa Undang-undang dilahirkan karena ada soal~ 

Nah apa. • •••.••• 
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Nah, apa hakekat soal itu di dalam menimbang, karena itu ada 

· Undang-undang. Maka apa soalnya, penduduk yang besar, itu se­

babnya maka kuantitas kita dahulukan, dan besar tetapi kurang 

serasi,kurang seimbang, lantas apabila PDI merasa perlu juga 

dengan selaras kami eek dengan GBHN memanq tepat. Penguasaan 

GBHN.oleh Fraksi POI yang mengungkapkan disini memang arah 

pembangunan jangka panjang keselarasan, keserasian dan keseim 

bangan. Memang besar sekali penguasaan P-4 oleh Fraksi ·pnI. 

Karena itu kami tidak begitu berkeberatan terhadap hal ini,t~ 

tapi jadinya jumlah penduduk yang besar dan yang kurang sera­

si, kurang selaras, kurang seimbang dengan daya dukung ling -

kungan alam dan daya tampung lingkungan binaan. Karena itu 

ada soal yang kemudian mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

Lantas pada berikutnya, karena itu kuantitas menjadi seal, ku 

alitas dan sebagainya. Itu satu arus yang mengalir, apabila 

kemudian dipositifkan ti~ak men~njol problematik itu secara 

jernih. Maka orang akantidak mengeri buat apa undang- undang 

ini. Terhadap rumusan Fraksi Perpatuan Pembangunan, mungkin 

terlalu panjang, menimbang rata-rata harus satu kalimat yang 

esensial masuk, dengan demikian maka intinya adalah mengung -

kapkan esensi permasalahan yang kemudian menjadi pertimbangan 

lahirnya Undang-undang itu yang harus dirumuskan. 

Nah, menurut hemat kami pertimbangan, karena itu masuk menim­

bang yang melahirkan Undang-undang ini adalah karena ada per­

soalan ini. Maka c yang berikut menjelaskan apa arah dan se -

bagainya. Demikian Saudara-sandara, terima kasih. 

KETUA : 

Demikian Saudara-saudara, kita sudah mendengar pendapat 

dan penjelasan Pemerintah menyangkut butir b Rancangan Undang 

undang yang nantinya menjadi butir c, artinya kalau tidak. sa­

lah bahwa Pemerintah tetap pegang · · kepada rumusan yang ada, 

dengan catatan bahwa usul Fraksi POI itu 1kar~ha sesuai GBHN 

Pemerintah juga terima, begitu kira-kira intinya. 

Nah, sekarang kita berikan kesempatan kepada Fraksi ABRI. Ki­

ra-kira bagaimana ? bisa ikut rumusan Pemerintah atau bisa 

ada rumusan yang lain. Silahkan. 

F. ABRI (ING SOEPRAPTO) : 

Terirna ksih. Setelah rnendengakan penjelasan dari Pemerin­

tah, Fraksi ABRI sependapat dengan penjelasan Pernerintah. 

Terirna kasih. 

I<ETUA: , ••• • • , • , 
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KETUA : 

Terirna kasih. Terrnasuk juga rnenarnpung Fraksi PDI itu Pak. 

Fraksi Persatuan. 

F. PP (DRS.· MOH HUSNIE THAMRIN) 

Saudara Ketua, rnemang kalau dengar Pak Emil bicara .kita bi 

sa terangguk-angguk. Tapi, baiklah kami berpendapat, bahwa Frak 

si karni berpendapat bahwa hal-hal yang positif bagaimanapu~ ju 

ga harus kita ungkap dalarn satu konsideran, dengan tidak rneng -

abaikan kepada hal yang negatif, yang rnerupakan kekhawatiran 

dan kernud~an rnelahirkan motivasi terhadap kelahiran penyusunan 

Undang-undang itu. Oleh karena itu Fraksi kami masih - 'berperan 
. . 

soal rumusan nanti terseah bagaimana , tapi bahwa Fraksi · karni 

rnenginginkan bahwa pada butir 2 ini butir b yang sedang kita 

bahas ini kita rnenghendaki bahwa disarnping hal-hal tadi yang 

sudah disehutkan, tetapi juga hendaknya hal yang positif tidak 

begitu saja kita hilangkan. Ini rnenjadi pernikiran dari Fraksi 

karni. Dernikian Saudara Ketaa, terirna kasih. 

I<ETUA 

Terirna kasih, artinya dapat rnernahami sebenar~ya penjelasan 

dari Bapak Menteri. Terima kasih, kemudian dari Fraksi PDI. 

F. PDI (DRS. POPO SOENANDAR HAROEN) : 

Saya kira sudah dernikian Pak, tidak ada rnasalah. Terima ka-

sih. 

KETUA 

Karena s~dah ditampung kira-kirausul · Fraksi PDI. Terirna' 

kasih, Fraksi Karya. Ada yang rnenjadi masalah sekarang, barang­

kali rnenarnpunq usul Fraksi PDI it~. 

F. KP (DRA. SYASIAR LASAHIDO) : 

·Kami dari Fraksi Karya rnendukung apa yang telah disampai­

kan oleh Pernerintah sesuai dengan GBHN yang telah disarnpaikan. 

Terima kasih. 

KETUA : 

Terirna kasih. Saudara-saudara, kalau tidak keliru kami,dan 

kalau keliru tolong dikoreksi. Kalau tidak salah, sernua Fraksi 

dapat rnenerirna rurnusan RUU: yang t4di dijelaskan secara panjang 

lebar bahkan sangat mendasar oleh Pemerintahmengenai rurnusan 

butir b yang nanti akan rnenjadi butir c ini. 
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Dengan catatan, tentunya pemahaman mengenai butir ini kalau 

tersirat atau tersurat atau tertulis dida1amnya barang kali 

menonjolkan aspek yang negatif permasalahannya. Diharapkan 

juga tersirat didalamnya dalam pemahaman bukan rumusan,juga 

mengenai faktor positif untuk menampung apa yang dikatakan 

oleh Fraksi Persatuan. Oleh ~Arena itu Saudara-saud~ra seka 

lian, kami ingin menawarkan bagaimana kalau rumusan dari bu 

tir b Rancangan Undang-undang ini yang akan menjadi butir 

c kita tetapkan · denga~ catatan menambah kata selaras yang 

diusulkan oleh Fraksi ~Dikarena juga menurut Pemerintah ini 

sesuai dengan bunyi GBHN 1988. Bisa diterima.Saudara-sauda 

ra ? Fraksi Karya, setuju ? Fraksi ABRI ? setuju, Fraksi 

Persatuan '? 

F. PP (DRs·. MOH •. HUSN'IE THAMRIN) 

Apakah hal-hal yang kami sebutkan tadi juga ditampung 

di dalarn rumusan nanti. 

KETUA : 

Enggak Pak. Jadi maksudnya yang saya katakan tadi ba -

rangkali rumusan yang dalam RUU ini seperti itu, yang diung 

kap oleh Bapak bara~gkali pernahamannya. Artinya kita pahami 

bersarna bahwa ~pa yang Bapak katakan itu adalah benar. Ti -

dak ditampung di dalam rumusan. 

F •· PP :(DRS·. MOH.· HUSNIE THAMRIN) 

Kalau cuma kita pahami saya kira tidak perlu kami kemu 

kakan disini, jadi Fraksi kami menginginkan bahwa hal- hal 

yang positifpun juga tetap rnasuk. Karena itu nanti juga men 

jadi pertimbangan dalarn rangka masalah berkaitan dengan ke­

luarga berencana, keluarga sejahtera itu adalah ada disitu. 

Jadi demikian Saudara Ketua, terima kasih. 

i<ET\1A: 

Terima kasih, jadi kami juga ingin menghimbau lagi .. te 

pada Fraksi Persatuan, jadi dari 3 fraksi terrnasuk Pemerin­

tah telah menerima butir d ini dengan cata'tan ditambah kata 

selaras. Nah, yang belum tentunya menerima dengan adanya 

pertimbangan tadi mengenai hal-hal yang positif dari Frak­

si Persatuac. Kira-kira bagaimana Pak~ mau ditampung dimana, 

MENTER! 'KLH : 

Saudara Ketua, saya mengerti semangat yang dibalik usul 

Fraksi Persatuan . Pernbangunan, yang mungkin kita bisa tang -

kap didalam penjelasannanti, sehingga dengan demikian ini bi 

sa jalan ~emangat tetap tertangkap. Terima kasih. 

KETU]\. • , • , , • • • 
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KETUA : 

Itu yang sebenarnya kami ingin hi~bau, jadi bagaimana ka­

lau memang mengenai masalah positif ini tidak ditarnpung di da­

lam konsideran butir c baru ini, tapi ini nanti ditampung di= 

dalam penjelasan sebagaimana juga yang disampaikan oleh Peme­

rintah. Kira-kira bisa Pak Thamrin. 

F. PP (DRS. MOH. HUSNIE THAMRIN) : 

sa·udara Ketua, Saudara-saudara para Anggota Sidang dan 

Bapak dari Wakil Pernerintah yang kami horrnati. 

Fraksi kami berpendapat, rnasalah ini cukup rnasalah yang prinsi 

piil, sebab masalah ha-hal yang positif adalah ini nanti akan 

juga mengalir kepada sikap-sikap Fraksi kami pada pasal- pasal 

yang lain. Jadi kalau ini karni kernukakandisini, tidak berarti 

bahwa ini nanti lalu tidak rnengalir kepada pasal-pasal yang 

akan karn~ajukan dalam DIM kami. Oleh karena itu Fraksi karni 

berpendapat bahwa masalah yang bersifat positif dengan tidak 

mengurangi hal yang punya kecenderungan sebagai konstatasi 

yang negatif, tetapi.tetap juga kita rangkai di dalarn konsise­

ran ini. Kalau mernang ini belurn tercapai, ya kita serahkan ke­

pada Timcil.Tapi bahwa Fraksi kami tetap menghendaki bahwa ma­

salah yang positif ini harus juga secara eksplisit ada di da 

lam konsideran ini. Mengenai rurnusannya nanti terserah kita ca 

ri rurnusan yang baik, tapi bahwa hal yang positif dan nega­

tif harus secara eksplisit ada di dalarn konsideran ini. 

Terima ka~iih. 

KETUA : 

Terima kasih Pak Tharnrin, jadi Saudara-saudara sekalian, 

mengenai rumusan ·ini Fraksi Persatuan tetap dalam pendapatnya 

bahwa rumusan yang bersifat positif perlu dimasukkan dalam bu 

tir c baru. Oleh karena itu, Saudara-saudara sekalian kita ti­

dak sepakat atau fraksi-fraksi belurn sepakat mengenai masalah 

ini, bagaimana kalau kita Panjakan mengenai butir ini. 

Sebab nanti kalau di Tim Panja kernudi~n nanti diserahkan kepa­

da Timcil, tadi kan. ada konsensus sehingga langsung di Timcil. 

Sekarang ini karena tidak ada kesepakatan kita rnasukkan ke Pan­

ja, nanti Panja sebentar serahkan kepada Timcil. Bisa Saudara­

saudara, Fraksi ABRI silahkan. 

F .. ABR I ( ING SOEPRAPTO) : 

Terirna kasih Pak. Pimpin~n Sidang yang saya hormati, 

Saudara-saudara sekalian, Kami sangat tertarik dengan se­

rnangat yang disampaikan oleh Saudara kita dari F. PPterutarna 

khususn¥a ingin menyarnpaikan beberapa bahan rnengenai rnasa­

lah-masalah yang positif, yang sebetulnya adalah sem~~gat ka­

mi juga dari Fraksi ABRI. 
Kemudian. • ••. -
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Kemudian, setelah mendapat penjelasan dari Saudara Menteri ka 

mi kemudian juga men eek kembali penjelasan umum daripada RUU 

yang diajukan itu. Rupa-rupanya masalah positif itu sejak awal 

kami ambil atau mengutip dari penjelasan umum itu dari RUU yang 

diajukan dan penjelasan umum itu setelah kami eek artinya di -

ambil dari GBH~yaitu masalah-masalah.yanq positif, sehingga 

kiranya apabila kami dengan segala besar hati artinya dengan se 

mangat musyawarah itu ingin melepas kartu kami ini semata-ma­

ta karena kita tidak ingin mengulang itu ada di dalam sebuah 

konsideran menimbang.Kalau dua ini kita sejajarka~ kita lalu 

lupa masalah pokoknya itu apa, padahal seperti apa yang dij~ 

laskan oleh Menteri di dalam menimbang itu adalah apa sebe -

tulnya yang ing±n kita sampaikan di dalam menimban.g itu, yaitu 

masalah negatifbya itu. Kalau semuanya ttu positif, ya sudah 

sama dengan GBHN, sehingga dengan demikian Fraksi ABRI rneli­

hat kalau dengan segala senang hati juga barangkali dapat 

rnenghirnbau Saudara F. PP.dapat mempertimbangkan kembali atau 

membaea kembali konsideran , yaitu yang dikaitkan dengan pen­

jelasan RUU ini, juga dengan GBHN._Agaknya mungkin bisa ba­

rangkali mengeri keinginan dari kami. Terima kasih. 

KETUA : 

Terima ka~ih dari Fraksi ABRI, jadi kami kembali lagi Pak 

Thamrin, Fraksi ABRI sebetulnya pendapatnya juga sama dengan 

Fraksi Persatuan, dimana menonjolkan hal-hal yang positif ta­

pi setalah mendapat penjelasan dari Pemerint~h, bisa merna -

hami, kemudian dengan segala kebesarannya meletakkkan atau 

melepaskan usul ini, kemudian bisa menerima usul Pemerintah 

Nah, kalau kami ini tadi kurang mempan meyakinkan Bapak, s~ 

karang ini Fraksi ABRI kira-kira ditamba~n dengan Pemerin­

tah tadi mudah-mudahan bisa yakin Pak. Terima kasih. 

F·.· pp· (DRS.· MOH.· HUSNI'E THAMRIN) 

Saudara Ketua, Fraksi kami sudah sangat memahami se­

bagaimana tdai disampaikan oleh Pemerintah dan Fraksi ABRI, 

dan kami · juga sudah meyakini, tapi keyakinan kami ternyata 

memang agak berbeda, bahwa kita memang semua mengutip pada 

GBHN, penjelasannya juga damikian.Kita mengingat Undang-un­

dang ini tidak hanya berlaku untuk 5 tahun, tapi akan berla­

ku untuk jangka panjang. Oleh karena itu kalau disitu yang 

ki;ta cantumkan hal-hal yang negatif saja,maka d.alam proses 

jangka panjang , iniakan juga merupakan tanda tanya. 

Oleh karena •••• 
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Oleh karena itu Fraksi kami bahwa di dalam kon$ideran ini 

dua hal itu memang harus disebut, jadi ada imbangan .• · 

Sekalipun Undang-undang sudah berjalan dan mudah-mudahan 

berhasil, maka konsideran itu masih tetap bisa berlaku, ka­

rena memang ada dua hal yang positif dan negatif. Tapi ka -

kalu konsideran hanya berbicara masalah yang negatif, pada 

proses tertantu dan keberhasilan dari pelaksanaan Undang-u~ 

dang ini dicapai, maka akan terjadi kepincangan disitu. 

Disin~~ah maka Fraksi kamimenganggap bahwa masalah ini masa 

lah yang cukup prinsipiil. Jika memang dalam Sidang ini be­

lum bisa kita ambil satu kesepakatan bersama, maka Fraksi 

kami tidak berkeberatan untuk ini kita panjakan. 

Terima kasih. 

KETUA : 

Terima kasih Saudara-saudara sekalian, kita sudah dengar 

pendirian yang teguh dari Fraksi Persatuan mengenai usulan-.. 
nya sehingga kita belum ada kescpakatan di dalam butir b 

Rancangan Undang Undang yang nanti akan menjadi butir c. 

Oleh karean itu, Saudara-saudara, kami tawarkan apakah kami 

usulkan supaya butir b yang akan menjadi butir c ini kita 

panjakan. Bagaimana Fraksi Karya ? Setuju, Fraksi ABRI, se­

tuju, Fraksi PDI, silahkan, 

F. PDI (DRS; POPO SOENANDAR· HJ.\ROEN) 

Saya kira, biasanya menurut pengalaman kalau selalu 

langsung--disetujui untuk di Panja, itu nanti di Panja juga 

akan bersikukuh demikian. Apa tidak se~aiknya kalau menge­

nai usulan dari F. PP ini kita lobikan, sebab saya lihat 

dari F. ABRI maupun F. PP itu sudah mirip, sedangkan ABRI 
langsung bisa memahami apa yang telah dijelakan baik oleh 

Pemerintah maupun oleh kawan-kawan fraksi yang lain.· 

Nah, oleh karena itu saya mengusulkan barangkali barang se­

perempat jam meloby dulu baik Pemerintah, F. KP, ABRI daa 

PDI nanti akan kroyok P 3 disana, didalam loby barangkali 

akan ada perubahan Itu saja usul saya sementara, terima ka­

sih. 

KE TUA 

Tetima kasih, Saudara-saudara sekalian, kalau barangka-_ 

li 

INTERUPSI 

Pak Ketua, Saudara-saudara, Ibu-ibu Yang Terhormat, 

Pak Emil Salim yang kami mulyakan, 

Jika usul positif kami ini tidak ditampung maka Undang-undang 

ini nanti akan berjalan hanya untuk yang negatif saja. 

Selesai yang negatif sudah habis, maka Undang-undang ini ti­

dak berlaku lagi. Begitu. . ... - . 
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Begitu singkatn~a pandangan dalam hal ini~ Jika yang positif 

dan negatif ini tidak ditampung. Sekian untuk dimaklumi 

terima kasih. 

KETUA : 

Terirna kasih, Saudara-saudara ada usul Fraksi PDI untuk 

loby, narnun kami berpendapat kalau ~emang ada tanda-tanda da 

lam loby bisa rnencapai kesepakatan, barangkali perlu loby. 

Tetapi dengan pendirian daripada Fraksi Persatuan seperti 

itu say~ kira kita sudah bisa bayangkan bahwa barangkali da­

lam loby belum, kecuali 3 fraksi sarna Pemerintah mundur, atau 

ada rumusan yang lain dalam loby itu. Tapi kami tawarkan apa 
kah perlu loby atau kita Panjakan mengenai soal ini. 

Silahkan Fraksi Karya. 

F. KP (DRA., S.YASIA~JL~~SAHIDO} 

Begin! Pak, rnenambah kembali barangkali usul, tidak ber­

arti tidak setuju loby, kita melihat kaitan dalam satu konsi 

deran, yaitu butir a sampat terakhir, bagaimanapun ada kait­

an. Na·h, F, KP mengusulkan begini, . apakah tidak ada salahnya 
kita ti-nggalkan dulu ini dengan catatan belum ada kesepakat­

an, kita lanjut dengan b, c dan d, kemudian siapa tahu kalau 

di c dan d n~r.ys di loby, ·maka satu kali kita mengadakan loby 

itu, kita memuat 3 butir. Ini semuanya mengingat waktu dan 

sebagainya. Terirna kasih. 

KETUA : 
Terirna ~asih, ada ide yang saya kira sangat positif dari 

Fraksi Karya, mengenai loby jadi usul Fraksi Karya kalau toh 

kita belurn sepakat butir b Rancangan Undang Undang ini kita 

teruskan ke butir berikutnya, nanti kemudian kami juga tidak 

sepak.at a tau ada hal yai:g· lainki ta bisa loby ta pi satu kali. 

Lobynya ·rnungkin butir a, butir b, c dan seterusnya. Itu usul 

daripada Fraksi.Karya. Fraksi ABRI bagairnana? 

F.· ABRT (ING SOEPRAPTO) 

Saya kira, gagasan itu baik Pak, jadi· untuk meloby itu 

tidak setiap butir atau setiap masalah di loby. Terirna kasih. 

KETUA 

Artinya kita pendingkan d~lu mengenai rnasalah butir b RUU 
ini. Fraksi Persatuan setuju ? Pak Popo setuju ? 

Saudara-saudara berhubung butir b Rancangan Undang Undang yang 

nanti akan menjadi butir c i·ni kita belum sepakat, rnaka kita 

putuskan agar supaya buttr b Rancangan Undang Undang ini ki 
ta pending untuk memudian kita kembali membahasnya. 
Setuju ? 

(Rapat Setuju) 
Berikut. •••••• 
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Berikut kita datang pada butir c Rancangan Undang Undang yang 

nanti rnenjadi butir d, dimana 4fraksi ada usul penyernpurna 

an. Tadi kalu tidak salah yang pertama dari Fraksi ABRI, seka 

rang Fraksi Persatuan. 

F. PP (DRS: H.MOH HUSNI THAMRIN) 

Terima kasih, Fraksi kami mengaju~an penyernpurnaan,ter­

hadap rumusan butir c RUU yang disampaikan Pemerintah de 

ngan kalimat bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, 

perlu diupayakan pembinaan kependudukan yang meliputi pe -

mindahan kualitas penduduk, dan kualitas keluarga, serta pen~ 

aturan kependudukan agar menjadi sumber daya manusia yang 

tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional. 

Jadi disini kami mengajukan bahwa mobilitas dan jurnlah pend~ 

duk disini kami sebutkan dengan istilah pengaturan kepandu -

dukan •. Jadi dengan pengaturan kependudukan inimencakup mobi­

litas, persebaran dan juga perturnbuhan penduduk itu sendiri. 

Dernikian Saudara Ketua, penjelasan pertarna. Terirna kasih. 

KETUA ; 

Terima kasih, berikut Frakst PDI. 

F. POI (DRS. POPO SOENANDAR HAROEN) : 

Terima kasih, disini kami rupanya juga menghendaki ada­

nya penyempurnaan, yang sifatnya teknis redaksional saja, ja 

di tidak .. terlalu substansial dengan penambahan beberapa ka 

ta yang menurut kami ketinggalan, sehingga setelah penyem= 

purnaan- berbunyi : Bahwa_sehubungan dengan hal tersebut di 

atas, kuantitas, kualitas, perumbuhan , mobilitas dan penye­

baran penduduk serta kuantitas dan kualitas keluarga perlu 

dikendalikan, dibina, dan diarahkan, agar menjadi sumber da 

ya manusian yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasi 

onal. Saya kira kata-kata penduduk juga yang berulang-ulang 

kita batasi, sehingga agak menyingkat redaksi daripada bu -

tir ini. Itu saja, terima kasih. 

I<]1l1(JA : •••••••••• 
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I' 

KETUA HAPAT : 'I'erimu kasih Pak Popo, berikut Fruk~i 

Karyn. 

JURU DICARA FKP, ORA. SYAMSIAR LASAHIDO : Fraksi Ko._£ 
yo. hanyn menambo.hknn usul penyempurm1nn mengen;.ii knta-ku­

ta sehubungan dengan hal tersebut di o.tas dihapus, kemud_! 
an sesudah kata mobilit3s ditambah dengan kata penduduk. 
Ala.sun kami balMa butir a, b, dan c adalah butir-butir 
yang berdiri sendiri dari konsiderans Menimbang, knrena l 
ni akan membicarakan mengeno.i masolah yang dari a, b, dan 
c, dan seterusnya. Oleh sebo.b itu Fruksi Kurya berpenda:·­
pat tidak perlu Jisebutkan lagi kalimat sehubungan dengan 
ho.l tersebut di o.to.s. 
Kemudian mengen:.ii k:::.to. mobilito.s, kita hanya m~nambahko.n 
kata penduduk, karena sejo.k duri atas kuantitas penduduk, 
kualitas pendyduk, kualitus k~lw:.irga, sertu mobilitas, ID£ 
bilitus apa yang dikendalikan, jadi dalam lul ini mobili­
tas penduduk. 

Jadi dalam hal ini hanya kato. penduduk yane kami t~mbo.h -
kan. 
Demikio.n dari kami, t~rim\l kasih. 

KETUA RAPA'£ 'l'erima kasih Bu, kemudiun Fraksi ABRI. 

JURU BICARA FABRI, IGN. SUPRAPTO : Terima kasih, sa­
ran Fraksi ABHI , porbaikan redaksional ini menytnnpurna -
ko.n tetupi mengo.it kepo.da substansi yang diatur do.lam pa­
sal-po.sal. Oleh kareno. itu Fro.ksi ABRI mengo.jukan saran 

lebih member! tekanan yang samu dengo.n yang termuat dalam 

subs tansi dalam paso.1-pasul yui tu dengo.n m•~nambahknn ka t,£ 
kuta yang baku di dulam pasal-pasal, yo.itu misalnya peng­
endalian kuantitas, peningkutan kunlitus, pengaro.lmn mo -
bil~tas dan pembangunan keluarga sejahtera. 

Numun ••••• 
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..... . .... .. . ...... -· 
Namun Fraksi ABRI juga mohon maaf karena dalam nas 

kah ini ralat belum masuk, ralat sudah kita kirimkan, ra -
latnya adalah dibelakang kata sejahtera adu tambahan kata­
kata perlu diatur, ralat sudah disampaikan dan sudah dite­
rima oleh Sekretariat, karena ralat ini sesuai dengan bu -
nyi kalimat usul penyempurnaan butir c di atas itu. 
Jadi ·di belakang kata-kata pembangunan keluarga sejahtera 
perlu diatur, kami baca lengkap bahwa sehubungan dengan 

hal tersebut di atas koma pengendalian kuantitas komo. pe -
ningkatan kualitas koma pengarahan mobilitas dan pembangu~ 
an keluarga sejahtera koma perlu diatur agar menjadi sum -
ber daya manusia yang tangguh bagi pembo.nguno.n nasional. 
Penjelasannya kami ulangi dan ralat kami tambahkan sesuai 
dengan apa yang diusulkan di.atas, yaitu penekanannya pada 

~ 

kata-kata pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, P! 
ngarahan mobilitas dan pembangunan keluarga sejahtera. Ini 

kami tambahkan agar selaras dengan apa yang terungkap atau 
diangkat do.lam substansi Rancangan Undang-undang ini. 
De~ikian saran kami, terima kasih. 

· KETUA RAPAT : Terima kasih, sekarang kami persilakan. 
kepada Fraksi-fraksi untuk memberikan tanggapo.n atas usul­
usul penye~purnaan dani Fro.ksi-fraksi yang lain. 
Tadi kami mulai dari Fraksi Persatuan, sekarang Fraksi PD!. 

JURU BICARA FPDI, POPO SONADAR HAROEN : Kami melihat 
dari berbagai Fraksi, FKP, FABRI maupun FPP, rupanya disi­
ni tidak ado. yang terlalu substansial untuk dikemukukan ha 

. -
nya semuanya menyempurnakan kalimat saja. Untuk itu maka 
kami mengusulkan supaya dalam penyempurnaan ini diserahkan 
saja kepada Tim Kecil untuk menyempurnakan dan menampung 
semua aspirasi atau usulan dari Fraksi-fraksi yang ada ini. 
!tu saja dari kami, teeima kasih. 

KETUA RAPAT : Terima kasih, berikut Fraksi Karya. 

JURU BICARA FKPj DRA. SYAMSIAR LASAHIDO : Dari Fraksi 
Karya dolam menonggapi usul-usul penyempurnao.n ini, kami 
melihat ini hanya penyempurnaan redaksi bukan substansi. 

Jadi • • • • • • • 
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Ja.di kami juga mengusulkan burangkali ini bisa musuk ·saja 

ke Timcil, terima kusih. 

KETUA RAPAT ..:. Terima .k.asih, kemudian Fraksi ABRI. 
I: 

JURU BI CARA FABRI, IGN. SUPRAPTO : Tt!rima kasih,, 
Fraksi ABRI berptmdapat dari kajian mem~.ing rumusan sarun 
da.ri rekan-rekan yang terhormut dari Fraksi Karya maupun 

Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi PDI, umumnya ada­
lah penyempurnaan ungkapan ini, sehingga secura substa.nsl 
al tidak ada hal y'lng prinsip sehinggu kiranya p~rlu di -

pettimbangkan untuk dupat diselesaikan oleh wadah yang le 
bih kt:!cil lagi, terima kusih. 

KETUA RAPAT Kernudiun Fraksi Persa.tuan. 

JURU BICARA FPP, DRS. H. MOH. HUSNIE THAMRIN : Sauda 
ra Ketua, memang kalau ki ta lil>.at sepintas mem.:ing adalah 

merupakan upaya un tuk mtmy8mpurnukan, upa.kah i tu dari FKP 

kemudian jugo duri FABRI yang t~rnyuta dulam rangkn agar 
kalimat ini lebih m~ngalir, demikian p~la duri Fraksi PDI 
Namun perlu juga kami jelaskan disini bahwa Fruksi kami 
pada dasarnya ingin menghindari kata pengendalian terl~dap 
jumlah penduduk, tetapi kami menggunakan pengaturan per -
tumbuhon penduduk sebagaimana yang ada, dengan demikian 1 
ni. Jadi oleh karena itu disinilah satu hal yung saya ki­
ra mengapa, nanti apa, mengapa sebagaimann tadi yang tadi 
kami kemuko.kan pada butir b, disini kami memang ingin men~ 
hindari atau ingin tido.k memp~rgun.:iknn istilo.h pengenduli­
an kuantitas, tetapi kami ingin pengaturan terhadap kuanti 
tas itu. 
Demikian saya kira kalau memang l~l ini suya·kira bisa di­
tekankan memang Fraksi kami tidak berkeberatan untuk ini 
juga nanti ki ta 'l1imcil kan, terima kasih. 

KETUA RAPAT Berikut Pemerinto.h. 

PEMERINTAH, MENNEG KLH : Terima ko.sih Saudara Ketua, 
.pertama kami mohon perho.tian dari Fraksi Persatuan Pemba -
ngunan ·bahwa di dalam GBHN dipakai istiluh pengtmdalian 

pe.rtumbuhan pen~uduk. 
Jadi ••••••• 
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Jadi kalau kita mengacu kepo.da GBHN, dapatkah kiranya Fra~ 
si Persatuan Pembangunan tetap tido.k menyimpang do.ri GBHN 
ini. 

Ke~ua, bagi Fraksi ABRI no.mpaknya mungkin kelu~an, tetapi 
merupakan satu-satunya Fraksi yang menanggalkan ketahanan 
nasional, o.pakah itu ado. sebab khusus ataukah kelupaan, S!:, 

bo.b ketiga Fraksi lain mencantumkan ketahunan nasional ke­
cuo.li perumusan akhir dari Fraksi ABRI. 
Apabila ketahanan no.sional ini masuk dan Fraksi Persatuo.n 
Pembangunan bei·pegang kepuda GBHN, maka materi substansi 

dari empat Fraksi ini mengenai kalimat pertama bahwa sehu­
bungan hal tersebut di atas kami kira tido.k m~nyungkut su~ 
stansi teto.pi menginduhko.n r~daksi, m~mang biso. dihilung -
kan, semakin singkat semakin baik. 
Kemudian rumusan dari Fro.ksi Karya Pembungunan, ABRI dun 

PD! samu, hanya rumusannya. Apabilo. Fraksi ABRI dapat sepo. 
ka.t·meno.mbo.hkan pengendalian kuantitus penduduk, peningkai 
an kuo.litas penduduk dan mobilitas penduduk mo.kn lebih je­
las sebo.b menurut rumuso.n DIM ini menunjukkan kepo.do. kuan~~ 
titas, peningkato.n kualitas, pengaraho.n mobilitas dan pem-... . 
bunguno.n keluarga sejahtera. Sehinggu mungkin kalimat itu 
kurang lengkap apabila dilengkapi dengan rumusan FKP maka 
akan klop. 
J'adi kami usulkan, substansi kami lihat samu o.pabila keta­
ho.nan nasional dapat diterima oleh Fraksi ABRI, setelah d~ 
mikian maku isi dari FKP, FABRI, FPDI merupakan sama sehi!g 
go. tinggo.l perumusan Tim Perumus daput lebih membersihkun 
kalimat-kalimo.t yang ada. Dan khusus kepado Fraksi Persat,!! 
an Pembangunan sudi kiranya Saudara mengacu kembali kepada 
pengendalian yung disebut dalo.m GBHN. Terima kasih. 

KETUA RAPAT : Terima kasih, ~audara-saudara demikian 
penjelasan dari Pemerintah. Ado dua pertonyaon disini, o.pa -
kah kelupaan a.tau memang ada alasan. 
Pertama,. kepada Froksi ABRI mengenai kata ketahanan nasio­
nal, apakah itu k~lupaan atau memang sengaja karena ada a­
lasan tertentu. Barungkali ada, silakan Pak. 

JURU BICARA FABRI, IGN. SUPRAPTO : Terima kasih, Sau­
. dara Pimpinan dan Saudara Menteri KLH yang mewakili Peme -
rintah yang terhormat. 

Di dalam •••• 
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Di dalam ralat memang sudah ada, kami ba.co. naskah yang be­
lum ada oret-?retannya, jadi di dalam ralat ado., jadi dan 
ketahanan nasional itu ada. Senantiasa ini selalu kita an~ 
kat ka.rena merupakan hal yang pokok. 

KETUA RAPAT ; Terima kasih Pak, kami juga mohon maaf 
karena .ka.mi belum ada waktu baca mengenai ralat-ralat ini, 
karena hampir semua Fraksi memasukkan ralat. 
Jo.di sudah jelas ketahanan nasional itu memang ada, kemud£ 
an dari ~·raksi Persatuan, ini dalam GBHN juga memakai isti 
lah pengendalian, bukan pengaturan. Silakan Pak. 

JURU BICARA FPP, DRS. H. MOH. HUSNIE THAMRIN : Terima 
kasih·SOJ.ldara Ketua, memang do.lam GBHN menggunakan istilah 
pengendalian, oleh karena disitu kalau memang pengendalian 
pertumbuhan, Fraksi kami jelas, oleh karena sejak awal tu~ 
di kami katakan pengendalian pertumbuhan dan persebarannya 
ini suatu hal yang tidak terpisahkan di do.lam GBHN kita. 
Oleh karena itu tadi kami katakan mendahulukan kualitas 
penduduk, kualitus keluarga dan kalau kita ma.u menggunakan 
pengendalian, pengendalian pertumbuhan dan persebarannya. 
Jadi kalau kalimat ini yang dipakai, maka Fraksi kami je -
las sama sekali tidak berkeberatan untuk dirumuskan lebih 
lanjut. Terima kasih. 

• 

KETUA RAPAT : Terima kasih, jadi Fraksi Persatuan bi­
sa memahami apa yang dijelaskan oleh Pemerintah dan tidak 
berkeberatan mengenai masalah itu karena memang ditujukan 
pada pengendalian, pertumbuhan dan penyebarannya. 

Saudara-saudara.sekalian, kalau tidak keliru kami bisa ta~ 
pung apa yang berkembang dido.lam pemikiran daripada Fro.ks! 
fraksi termasuk Pemerintah bahwa sebenarnya rwnusan dari 4 
Fraksi a.tau usul perubahan daripad~ 4 Fraksi ini tidak su~ 
stansial, hanya penyempurnaan redaksi daripada butir c te! 
sebut, dan oleh karena itu ada yang mengusulkan agar supa­
ya do.lam rangka memperbaiki rumusan yang ada bagaimana ka­
lau kita lanjut untuk diserahkan kepada Timcil dengan ber­
pegang kepada DIM yang diajukan oleh Fraksi-fraksi ditam -
bah dengan Penjelasan daripada Pemerintah. Bisa setuju 
Fraksi Karya ?. Setuju. Fraksi ABRI ? Setuju, Fraksi Pers~ 
tuan ? setuju, Fraksi PD! ? Setuju. 

~audara • • • • • • • • 
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Sau&ara-suudara dengan demikian maku rumuso.n butir c RUU 
yang nanti menjadi butir b kita serahkan kepada Timcil un­
tuk menyempurnakannya dengan berpedoman kepada DIM serta 
penjelasan Pemerintah. 

'1 

Kemudian Saudara-saudara sekalian, ada usul baru duri Fra~ 
si Karya butir d yung bunyinyu buhwa peraturan perundang -
undangun yang uda belum mengatur secaru menyeluruh menge -
nai musalah kependudukan dan keluargo. s~jo.htera. Ini usul· 
baru, kami persilakan seknrang kepo.do. Fraksi Karya untuk 
menjelaskannya. 

JURU BICARA FKP, DRA. SYAMSIAR LASAHIDO : Dari Fraksi 
Karya mengusulkan butir d b~ru, jadi karena tudi butir c 
menjadi d baru, sekurung mungkin biso. menjudi butir e ka -
lau disetujui. 
Kami mengusulkan bo.hwa untuk daput ditambo.hkan sutu butir 
lagi'dengan rumusan sebugai berikut : bahwu peraturun per­
undung-undangan yung ado. belu@.mengatur secara menyeluruh 
mengenai masalah kependudukan dun keluargn sejahtera. 
Alasan FKP adplah buhwa .untuk menjadi dasar pertimbangan 
dalam membuat RUU ini karena undang-undang lain yang terk~ 
it sudah adu sebelumnya belum mencakup mengenai kependudu~ 
an dun keluargo. sejahtera. Oleh sebab i tu didalo.m kons_ide­
rans Menimbang ini kami ingin menambahkan sa~u butir baru 
mengenai hal .tersebut. Demikianlah penjelasan ko.mi, terima 
kasih. 

KETUA RAPAT : 'rerima ·knsih, saudaro.-suudara demikian 
· penjelasan do.ri Fro.ksi Karyo. o.tas to.mbahan butir baru po.da 
konsiderans Menimbang ini. 
Kami persiluko.n pada Fruksi-fruksi untuk memberikan tung -
gapannya atas usulan baru dari Fraksi Karya ini, Fraksi A~ 
RI. 

JURU BICARA FADRI, IGN. SUPRAPTO : T~rima kusih, yang 
terhormat Pimpinan Rapo.t, yang terhormo.t So.udo.ra Menteri 
KLH beserta jajaro.n yang mewukili Pemerinto.h. 
Fraksi ABRI ingin mengingatkan kembali urut-urutan logis 
dari pengangkatan butir-demi butir dulam konsideruns Menjm 
. -
bang yang merupakan penggambarun motivasi, pengangkatan 

landasan •••••••• 
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landasan budaya bangsa dan jugo. konsto.tas.i permo.salahannya. 
Kulau kito. lihut alirannyu udaluh butir 1a adalah pengang­
kutan puyung tudi itu fo.lsafah Pancasila, butir b udaluh 
tudi disepo.kati merupakan ketentuan tentang cakupan perma-

1: . • 

salahan yo.ng perlu,·dio.tur yo.ng menco.kup permo.salahun in1. 
Kemudian butir b~rikutnya merupukan konstatusi duri perma­
so.lahan yang ado.. Tadi dip~rdebatkan perlunya diungkat 
yang positif dun mano. yang negatif kareno. remerintah tadi 
menjelo.skan buhwo. perlu yang diungko.t negatif ko.rena ini 
memo.ng masalah, sehingga memerlukan adunya und~mg-undang 1 
tu •. Oleh karena i tu butir c o.dulah so.mpai pada kesimpulan 
bo.hwa hal-hnl demikian perlu diambil lo.ngkah-longkah, dan 
nanti akan berakhir padu butir berikutnya yang merupakan 
suatu resultante ao.ri pertimbungun-pertimbangan to.di se 
hingga memerlukan adanyo.. 
Oleh ko.rena opo. yang diongko.t do.lam butir o., b, c, b term~ 
suk b baru tudi, itu sudo.h mencakup upa yang diingini pada 
butir d bal~a o., b, c tudi mernerlukan adanya suo.tu penga -
turo.n. 
Jo.di oleh karena dido.lam lahirnyo. uncbng-undang baru itu 
biuso.nyo. juga o.ko.n menco.kup diangko.tnya ketentuo.n-ketentu­
an peraturan perundung-undangun lo.in yang dio.nggo.p mungkin 
perlu dico.but o.to.u mo.sih ada bo.gian-bagian yang dapat di -
pertahunkan. Oleh kurena itu butir d, Fraksi ABRI belum m~ 
lihat urgensinyo. untuk dimasukkan dulam butir tersendiri 
sebagai butir boru, terima kasih. 

KETUA RAPAT : Berikut Fraksi Persatuan. 

JURU BICARA FPP, DRS. H. MOH. HUSNIE THAMRIN Sauda­
ra Ketua, Fraksi kami sebelum meno.nggapi perlu ato.u tidak­
nya ini, ko.mi ing~n mendapatkun penjelasan apa nanti dari 
Pemerinto.h atau dari Fraksi Karya. Peraturan-peraturan pe£ 
undangan yang mana saja yang telah mengatur mo.sulah menge­
nai kep~nduduknn dan keluarga sejuhteru, ini yang ingin k! 
ta tanyakan, apakah memang sudah ada, upa pad.a tingkat un­
dang-undang ato.u po.da tingkat PP ato.u pada tingkat Kepmen, 
ini supaya kita ingin tahu, yaitu tentang peraturan perun­
dang-undangan yang mana saja yang telah mengatur yang no.n­
ti dinyo.takan bahwa itu belum secara menyeluruh mencakup 
mo.salah-masalah kependudukan don keluo.rga sejo.htera ini. 

Oleh ••••••• 

• 



- 92 -

Oleh kareno. itu yang ingin kami dupatkan penjelusan l~bih 
tlahulu, terima kasih. 

KETUA RAPAT : Terimo. ko.sih, sebt!lum ado. p~nj~lu.so.n, 

kumi p~rsilukun sekuro.ng kepudu Fruksi PDI. 

JURU BI CARA FPDI, POPO SONADAR rL\HOEN : Terima kusih, 
kiranya PD! juga sependapat dengan FPP, mohon pertama kali 
penjelasan dan pendapnt knmi nunti akan dikemukaknn buhwa 
ado. penjelasan, terimu kasih. 

KETUA RAPAT : Terimo. ko.sih, saudaru-so.udara o.du per -
minto.o.n daripada Fraksi ~erso.tuo.n dan Fruksi PD! kepada p~ 
ngusul dalam hal ini Fraksi Karyn, dapatkah dijelaskan me­
ngenai maso.lah peraturo.n perundango.n yang sebenurnyo. sudnh 
mengo.tur teto.pi belum meny~luruh. Silo.ko.n. 

JURU BICARA FKP 1 . DR. IDA YUSI DAHLAN : Terima kasih 
Pimpinan, sebelum~ao.yo. menj3wnb jugu mengeno.i permintaun 
do.ri Fraksi~Perso.tuan mengeno.i perundang-undango.n yang te­
lo.h ado. mengatur o.spek-aspek sebngian daripadn kependuduk­
an, perlu juga so.ya tumbal1kan mengo.pa Fruksi kami mengnng­
go.p perlu hal ini dicuntumkan kareno. seperti kita keto.hui 
bersama semua butir-butir Menimbang ini merupakan suatu a­

lur pikiro.n dimo.na menjudiko.n motivasi mengapa kita membu­
at undang-undang ini. 
iv1emo.ng yung dicantumkun, so.ya t:Jdi sangat sependaput de 
ngan Pemerintah u.dalah kekurango.nnyo. karen.:i disitulo.h mo.so. .... 
lalmyo., ·karena kurang maka perlu ado. suatu perundangan ba-
ru. 
Seperti disini kita suduh menyetujui bersuma, yang pertamu 
tadi a baru mengenai payungnyu, kedua m~ngenai mo.tru dan 
aspek kehidupan, ketiga mengenai kurang.sernsi do.n kurang 
seimbangnya sehingga untuk itu perlu dikendo.likan, dibina 
dan diaro.hkan oleh karena itu dibunt undang-lilndo.ng. 
Kenapa kami menambahkan, karena masih ado kekurangan satu 
pojok lag! daripada permaso.lalmn ini adalah kekuro.ngannya 
itu karena kitu sudah sepakat bahwa undang-undang ini bu -
kan merupakan suatu undo.ng-undo.ng pokok atau undang-undang 
payung yang mencakup seluruh aspek kependudukan, oleh kare 

na itu p~rlu disini kekurangan dari pado. uspek, kalau bWl-

deran •••••••• 



: 

: 

- 93 -

deran ini seba.gia.n kw.idrannya. belum terca.kup oleh p~ratur­
a.n-p~raturun yang udu, peraturan perundanga.n yang ada. 
Judi itu merupuka.n suatu dasar pertimbangan mengapa undan~ 
undang ini diada.kan untuk mengurusi dan rnemmga.ni, mewada.hi 

t· 

kuadra.n lain yang belum tercakup dengan unda.ng-unda.ng. Itu 

a.lasan kami Pak, saya mempertegas so.ju. 
4 entu Pemefintah o.ka.n lebih mengeto.hui, menginventarisir 
semua perunda.ng-unda.ngan da.n pera.tura.n-peruturan yung b~r­
kai t dengan itu, tetapi kami hanyo. memajukan beberapa mun~ 
kin kurung Bupo.k Pamerinta.h, jadi suya. kira. mungkin bisu 
dita.mbahkan. Teto.pi kami disini do.pat mencuntumko.n misalnya 
~id~mya. unuung-undang Kewa.rganegura.a.n Nornor 62, rnisalnyu Un-

da.ng-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Unda.ng-Undung 1~ 
nagu Kerja Nomor 14 rruhun 1969, Unda.ng-Undung .t'runsmigrusi 
Nomor 3 ia.l1un 1972, Undang-Undang Lingkunga.n Hidup Nomor 4 
Tahun 1982, Unda.ng-Undung Sistim Pendidika.n ha.sional Nomor 
2 'l'ahun 1989, Unda.ng-UnJang Kesejuhteruun So~iul Nomor 6 'l~ 

hun 1974, ini contoh-contoh, suya kira. Pemerinta.h a.kun le -
bih mengetahui p~runda.ngan ma.no. yang mencakup kept:mdudukan, 

dimano yang akan kitu waduhi dengnn undang-undang ini ialal1 
yung belum tercakup dengan undang-undo.ng yang uda ini. 
Demikian, terima kasih. 

KETUA RAPAT : Terimu kasih, dan Undo.ng-Unda.ng Kesehat­
an yang sed~rng di bahas. 
Suya kira Fraksi PDI dan Fraksi Persatuan suduh jelus barang 
kali ?. Pak·Thamrin sudah jelus ?. Puk Popo j~las ?, terimu 
kusih. 
Sekarang kami kernbo.11 kepada Fraksi Persatuan dan Fraksi 
PDI, to.di baru bertanya da.n sekarang bagaimana. ta.nggaponnya. 
atas usul baru ini, silakan. 

JURU BICARA FPP, DRS. H. MOH. HUSNIE THAMRIN : Terima 
kasih, masih dikeja.r terus. 
Baiklo.h, Saudara Pimpinan ckln Saudura-soudaru sekalian, se­
telah mendengarkan penjelu~an dari Fraksi ~urya tentang u­
sulan baru yang mengkait dengan beberapa undo.ng-undang yang 
to.di kalau tidak saluh adu 7 a.tau 8 undang-undang yang te -
lah disebut • 

. Soya kira undang-undang tersebut walaupun itu berbicora ten 
tang masala.h kependudukan, juga tentang masalah warga negara 

masalah •••••• 
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masalah tenaga kerja dan juga masalah kesejahteraan sosial 

yang sebenarnya adalah mengkait dan mengatur orang per o -
rang, tetapi saya kira memang rasanya tidak pas kalau ini 
kita jadikan satu konsiderans bahwa peraturan perundang-u~ 
dangan yang ada belum mengatur secara menyeluruh meng·~nai 
masalah kependudukan dan keluorgo. sejahtera, memang belwn 
ada. Oleh karena itu Fraksi kami berpendapat bo.hwa butir d 
ini·rasanyo. memang tidak perlu kareno. memang belum ada un­
dang-undang yang mengatur tentang kependudukan dan keluar­
ga sejahtera, kalaupun ada misalnya pt:!raturan-peraturan 
yang berkaitan dengan keluarga berencana dan lain sebagai­
nya, so.ya kira itu tingkatannya apakah sudah sampai ting -
kat Wldang-undang ataukah belum, kalau dia belum sampai pa 
da tingkat undang-undang, s.udah barang tentu tidaklah sehf! 
rusny~ untuk kita taruh dalam sejajar dengan undang-undang 
yang akan kita bentuk disini. 
Oleh karena itu kalau berkaitan dengan undang•undang yang 

tadi disebut maka sudah barang tentu memung undang-undang 
ini undang-undang yang baru dan kemudian memang tidak men~ 
k~it kepo.da hal-hal yang ta.di disebutkan. Oleh karena itu 
butir d ini tidak seharusnya kita pergunakan sebagai konsi 
derans di dalam undang-undang yang baru. 
Demikianlah tanggapan kami, dan terima kasih. 

-
KETUA RAPAT. :·Terima kasih, Fraksi PDI. 

JURU BICARA FPDI, NIKOLAAS HE. M. TH. : Bapak Pimpin­
an, Bapak Menter!. 
iv!endengarkan Rapat Gabungan Komisi VIII dan Komisi X yang 
so.ya hormati, nampaknyu Fraksi kami melihat ada kebenaran 
ada keindahan juga dari ~audara-saudara FKP. Kami dapat me­
mahami dan mendukung usul FKP, asal usul kami juga diterima 
jadi ada timbal baliknya kan. Hanya asal disetujui usul per 
ubahan redaksi, supaya pergi dari permulaan ditambah kata 
perkembangan di muka kata kependudukan dan kata pembangunan 
dimuka kata keluarga sejahtera, sehingga usul itu dapat be,!: 
bunyi demikian (kalau disetujui) : bahwa peraturan perun -
dang-undangan yang ada belum mengatur secara menyeluruh me­
ngenai masalah perkembangan kependudukan dan pembangunan k~ 
luarga sejahtera. Demikian Pimpinan, terima ko.sih. 

KE TUA • • • • • • • 
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KETUA RAPAT : Terima kasih, jadi saudara-saudara sek~ 
lian, usul dari Fraksi Karya ini didukung oleh Fraksi PDI 
tetapi tidak diterima oleh Fraksi ABRI dan Fraksi Persatu-
an. 
Sekarang kami persilakan kepada Pemerintah. 

PEMERINTAH, MENTER! NEGARA KLH : Terima kasih Saudara 
Ketua. 
Pertama dalam hul ini kami ingin meminta perhatian terhudap 
(dalam DIM) ini mengenai Penjelasan atas undung-undang pada 
halaman pertama dari ini, dimana bagian bawahnya disebut B.f! 
gian Tiga mengingat kebijaksaruian kependudukan dan keluarga 
sejahtera meliputi berbagai·aspek antara lain kewarganegar~ 
an, sensus penduduk, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, 
perkawin~n, kesejahteraan sosial, kesejahteraan anak, ling­
kungan hidup, kedudukan wanita yang telah diatur dalam ber­
bagai undarig-undang, maka dalam undang-undang ini diatu.r as 
pek perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga se -
jahtera, sehingga kalau mau menangkap isi ini ke dalam pa -
sa1·1ni secara konsekuen ada baiknya disebut peraturan-per­
aturan yung ada belum mengatur yang tidak diatur adalah se­
perti disebut di penjelasan ini, aspek perkembangan·kependu 
dukan dan pembangunan keluarga sejohtera, ini satu. 
Andaikatap~ ini dimiggap redanden terlalu tidak perlu, itu 
pun tidak apa. Dus dalam hal ini kami agak di tengah-tengah 
netral dalam hal ini. Terima kasih. 

KETUA RAPAT : Terima kasih, jadi kami kembalikan lagi 
kepada FKP, jadi Pemerintah netral, tetapi dua Fraksi tidak 
setuju, honya satu F_raksi, kira-kira bagaimana, masih bert~ 
han atau mau draping atau bagaimana, silakan Bu. 

JURU BICARA FKP, DR. IDA YUSI DAHLAN : Terima kasih 
Pimpinan, terima kasih teman dari PDI yang betul-betul mem­
besarkan semangat.kami ditambah lagi dengan dukungan 50?6 da 
ri Dapak Pemerintah, lebih besar lagi semangat kami Pak dan 
sehingga kami lebih yakin bahwa dasar hukumnya yang ada da­
lam penjelusan nomor tiga ini, itu lebih perlu lagi untuk 
kita cantumkan sebagai dasar pertimbangan, arah, alur dari 
pada motivasi kita membuat undang-undang ini, karena sejak 
dari keterangan Pemerintah, ja.waban Pemerintah sudah jelas 
sekali dicantumkan bahwa undang-undang ini bukan dan jangan 

sampai • • • • • • • 
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sampai menjadi payung, menjadi undang-undung pokok. 
Oleh karena itu sangat penting sekali butir ini kita can­
tumkan sebagai motivasi daripada undang-undong ini, oleh 
karena itu.mengenai pokok dari pada butir ini kami akan 
tetap mengusulkan ini dalam konsiderans, namun redaksinya 
apakah tadi ada tambahan dari Bapak PDI maupun penyempur­
naan dari Pemerintah, saya kira bisa kami terima isinya 
secara prinsipnya yang akan kito otur nanti di Tim Kecil. 
Terima kasih. 

KETUA RAPAT : Terima kasih, sekarang kami persilakan 
kepada Fraksi ABRI bagaimana pendapatnya, Fraksi Karya s~ 
bagai pengusul tetap mempertahankan rumusannya yang didu­
kung oleh Fraksi PDI dengan catatan ada usul tambahan, de 

• 
mikian juga dari.Pemerintah 5())6 Pak. Silakan Pak. 

JURU BICARA FABRI, .dr •. TAHERINOOR, MA : .Terima kasih 
Saudara-eimpinan, SaudQra-saudara ·sekalian. 
Kami merasa sangat berbahagia dengan usul baru ini, wala~ 
pun kami juga harus mempelajarinya secara mendalam terut~ 
ma beberapa aspek yang 

tclo.h kita ••••••••••••••••• 
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tclah kitn bicarakan yang bclurn sarnpai kcpnda suo.tu pcrsc­
tuj~nn, satu. Kcdua kalau kami dalami apa yang dwscbut do-

·: 

lam usul ini scbctulnyo sudnh ado di atas. Kctiga usul ba­
ru ini, alurnyo. itu bcnnr topi tidok mcnycmpit lngi mcn­
jndi tnmbnh lcbnr pcrmasnlahannya dcngnn dibuktikannyo di 
diskusi ini tcrus muncul rnasn~lah-masnlnh mcmintn kctcrang 
an ini minta kctcrnngnn itu. Schinggn podn dasnrnya . kami 
ingin mcnanynknn scpcnuhnya, apa ascnsi. -yang· pokok dari pa­
da scbunh pnsnl didalnm mo.salnh·~cnimbang ho.rus r.iuncul. 
Mcnenpn kar.ii tadi ko.tako.n, kito. nanti r.iosuk kc r.msnloh yang 
bclur.i kita ambil kcputusan yaitu rnasalah judul tadi, di -
sini jc1ns kcingino.n untuk .r.icmaksakan yang bclum kita sc­
paknti yaitu masalah kcpcnduduknn don kcluarga scjahtcra, 
dan dibonccngi olch dari FDI dcngan ••• , maaf kalau saya , 
Bapak Pi~pinan. Komi kira dcmikian apakah akan bcrkcmbang 
kcarnh snna. lagi kita kc masnlah Judul yang bclur.i kito. 
sclcsaiknn, kalau ini kita tcrimo. bcrarti kito. mcncrimo. J!:! 

dul 11 Pcrkcr.ibango.n Kcpcmduduko.n". Judul yang ki ta saran -
knn olch.RUU adnlah Kcpcnduduknn Kclunrga Scjahtcra, bclum 
ado. kcputusan scdangkan FKP ingin masuk di sana scdangkan 
F.PDI juga rncnginginkan justru mosuk bcrsar.u:i.. Kaluu menu -
rut her.int soya ini adalah suatu pcrangkap o.smo.Ta. 
Lcpas dnri mnsala.h ta.di kitu akan mcnjadi tUI!lpul lo.gi nt~u 
a.kan r.1cnja.di r.icnta.h lagi scbuah konsidcran yang sudah ki ta 
atur ~akin lama makin mcnciut kcpada suatu kcsirnpulan olch 
ko.rcnn itu so.ya pcrlu mcmbuat Unda.ng-undang tcntang Judul 
yang scdnng kita. bicaraka.n. Tcrima kasih Saudara. Pimpinan. 

KETUA : 
Tcrirna kasih dnri Fraksi ABRI rncmang sangat jcli pcng 

liha.tnnnya tcrmasuk F.PDI juga ingin rncnungga~ginya, jugo.dL 
lihat itu rupanya. Kami pcrsilahkan sckar~ng F.PP. 

FRJ\KSI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DRS. MOH. HUSNI THAMRIN) : 

Mcrnang F. ABRI radnrnya pa.sang tcrus,ja.di baiklah do.­
ri Fraksi korni, karni bclurn rnclihat urgcnsinya bahwa di ini 
ada di dalorn konsidcran, karcna ka.lau ta.di kami rnclihat Ug 
d~mg-undnng yang discbut yang banyak tadi r.icmang tido.k mcng 
ka.it dcngan masolah yang kitn ba.has ao-Karnng ini do.lorn bc­
bcro.pa scgi r.icrnang o.do., tnpi npnlagi · . .-.t~da.k r.icngko.i t ·· · ·ton•· 

tang mnsnlo.h kcpcnduduko.n, scbab kalo.u no.nti misalnyo. habis 

Sctiap Undang-undo.ng •••••• 
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sctiap Undang-undang rmti harus r.icrnuat hal yang dcrnikian, 
korcna ada Undang-undang yang lain yang tidak rncngatur I 
masalah lain dcngan Undang-undang yang scdang kita atur. 
Olch karcna itu Fraksi ko.r.ii tidak scmo.ta-rnato. rncnolak ta­
p! karni bclur.i rnclihD.t scjo.uhl!lano. urgcnsinya bo.hwo. butir d 
ini ho.rus kita co.ntlll!lkan. Ko.lau rnclihat contoh-contoh Un­
do.ng-undang yang tadi, pcraturan pcrundang-undo.ngan yang 
tadi discbut.Dcrnikian Saudo.ro. Kctuo. · penairlan .lmmi~ .bclurn 

. f 

mcliho.t urgcnsinya ka1au nanti dijclo.sko.n lagi dalOl!l lobi 
atau do.lam panja tcrscro.h, tapi kalau mclihat bclum kcli -
hatan urgcnsinya. Tcil!la kasih. 

KETUA : 

T~ril!lO. kasih,do.ri F.PDI silahkan • 
• 

FRAKSI PDI 'NIKOLAS HE. N. TH) : 

Bapak Pir.ipinan narnpo.knyo. So.udaro.-so.udara ~- kmt-1 " .. ®ri 

F. ABRI kurang rncndo.larni dan kurang rncngikuti alur pikir­
an ko.r.ii dari EPDI, so.r.n sckali karni tido.k hcndak rncaborn -
bardcr.icn pcrnbahasan kita tcntang Judul, tadi ko.n Judul 
bclum pick jadi bisa ditarnpung, usul karni toh bisa ditarn-

• pung t:ago.ir.io.no. istilo.hyistilnh itu. Pcrkcrnbangan dan pcm-
bangunan ditar.ibo.hko.n itu yang pcrtarna. Kcdua tcntang bclur.i 
o.da bahan -bnku ten tong susunan bo.go.irno.na rncnirnbnng, rncmg­
ingnt dan rncnctapkan bclur.i ado. yang baku Pak. Kcnapa Bapo.k 
bapak ABRI tcrlalu takut tcntang scsuotu yang bclur.i baku , 

jadi ko.ml tctap po.do scrnuala scbaiknya kito. mcndukung FK P 
Pak, 

KETUA : 

Tcrirna kaslh Saudorn- saudara sckalian scsuai dcn~an 

kcscpo.kutan kita ini sudoh duo. putaro.n kitn bclur.i ada kc­
scpakatan, dirnono usul F.KP ini hanya didukung olch F.PDI 
ta.pi juga o.cin· cntatan· dalor.i o.rti ditarnbah, jadi tidak rnu.r: 
ni dukungo.n itu, o.da syaratnya.Xamudian F.ABRI dan FPP tc­
tap rncnolnk usul ini dan dari Pcrnarin.to.h juga nctral, rncn­
dukung tido.k, yas tidak no tidak. Olch karcno. itu ··saudarn­
soudo.ra sckalian kOJ'.li usulko.n bogairno.na kalo.u rnasoloh ini 
kita Panja-kan ? 

F.KP ?... F.ABRI? ••• kita Panjo.kan rncngcnai butir ini. 
(sctuju) 

:_~SI PERSATUAN PEMBANGUNAN ( H. MOHAMMAD MUSYAPAK ) : 
(F.PP, scbanornya karni ingin rncntuntnsknn di forum ini, ja­
di fflcnuntaskan dcngan tndi bcrdabnr-dcbar supa)QF.KP itu r.1£ 
narik r.igstinya. Scbnbnyo. di «idalo.m konsidcrnn ini wo.laupun 

kar.ii ••••••• 
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ko~i boru doto.ng, o.go.k ko.gct fflO.so.lo.hnyo ini kok biso. bcrkeffl­
ba.ng bcgitu bo.ngga., nnmun dcnikio.n ko.rcna sudnh tcrkonsonsus 
dnri Piapinan ynng tcrhor~~t·bohwo. duo. putoron o.po.bilo. tido.k 
bisn sclcso.1 discro.hkon po.do. Lcmbago. lo.in, bo.ik i tu ko.1~li du­
kung untuk diboho.s di sonn, buko.n mo.tori. Terirno. kosih. 

KETUA : 

Tcrifflo. ko.sih, ja.di sctuju di Po.njnknn. · Kc~udio.n dnri 
F:.PDI ? 

KE TUA 

(FRAKSI PD! 

. 
• 

sctuju) 

So.udo.ro. scko.lio.n, Pcmcrinto.h jugo. so.yo. kiro. sctuju. 

··- ( P~MERINTJ\H : sctuju ) 

F. ABRI {Df~. H. TJ\HERINOOR, MA} : · ···· 1
· 

Yaw So.udo.ro P1mpinon tido.k ingin mcno.nyo.ko.n pcndo.po.t, 
F.KP scndiri yang rncngo.juknn npoko.h nkan malnnjutko.n o.tnu-
ko.h suda.h so.r.lpo.i santnya i tu untuk ••• untuk •• -• tcr lP.la 
ko.sih Pok. .. 

To.di Po.k puto.ro.n kcduo., ko.rni sudah to.nyo.kan malnh rncng­
gcbu-gcbu do.lnr.1 orti r:mJnh ko.r.11 mcraso. lcbih yakin dcngan 
pcnjclo.so.n Pcmcrinto.h to.di, kalou tido.k salon bcgitu yo. ? 
Jo.di a.po. no.ffluo.nya, kami lihat bclur.i ado upo.yo. untuk rnundur 
mo.loh rno.u mo.ju torus, jo.di sudoh jclas Pnk pcndirian bcliau 
bcliau schinggo. So.udaru-snura dcngan kcscpakntan kita, tcr­
mo.suk Pc~crinto.h, yn kita P~njakan butir c RUU ini yang 
nanti aknn r.icnjndi butir:·ch rnno.f ya, kito. Panjakan usul bg 
ru dari FKP yang rul.nti ko.lau toh dipcrsoulk~n din tcrirna , 
dan rncnjadi butir c , to.pi scrncnto.ra kita bcrubnh kcpo.da RUU 
ini odalah usul bo.ru do.ripodo. F.KP ini kitn Panjo.ko.n sctuju? 

( Rnpat satuju ) 
tcrirna kasih Kcmudio.n butir b RUU Saudora-saudara 4 Fraksi 
jyga o.da usul pcnycrnpurnaan. Ko.mi pcrsilo.hkan sckarang. To.­
di kalau tido.k so.lah yang pcrto.rno. dari F.PDI kolo.u tidak Sil 

lo.h sckaro.ng F.KP. 

FHAKSI K/\RYA PEMBANGUNAN EDRA. NY. SYAMSIAR LASAHIDO) : 
Dari F.KP to.di karena kaMi rncngusulkan ada satu butir 

baru schingga butir d ini rncnjo.di a. Dalo.m ho.l ini ko.mi 
ho.nya rncnycrnpurnakan knlirnnt bnhwo. untuk rncnco.pni rno.ksud 
tcrscbut parlu ditcto.pkan Undang-undo.ng yang rncngo.tur ten -
tang Pcrkcrnbnngan Kcpcndudukan don Kcscjnhtcro.an Keluo.rgo.. 
Alasan ko.rni bo.hwo yang ditctapknn o.do.lah Undo.ng-undangnya 
ouko.n pcrkcrnbo.ngo.n kcpcndudukan don kcluarga scjahtcro.nya, 

jndi dalarn ••••• 
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jndi dnlam hal in! itu yang ko.r.ii usulkan. Tcrirnn kasih 

KETUA : 

Tcrimn kasih, bcrikutnyo. F·.,. ABRI 

FHAKSI ABRI (ING SOEPRAPTO) : 
Tcrirno. ko.sih, yo.ng tcrhorrnnt Pirnpino.n Sidung, yo.ng tcr­

horr.mt .Menter! Ncgo.ro. KI.H yang r.iawo.kili Pcr.icrinto.h. F .ABRI 

scpcrti to.di di sini sudah.disinggung, rncnyo.takon bo.hwo. bu -
tir d ini r.iuo.ro. do.ri pcrtirnbango.n-pcrtimbo.ngo.n butir-butir 
sc bclur.myo., jo.di rna~upnkan sun tu rcsul tnntc kcsirnpulnnnyo.. 
Kcsi~pulannyn sctclnh rncnirnbo.ng o., b, c r.inkn dalnm rnngka 
upo.yn-upayo. yang to.di dikcrnuko.kan pcrlu dintur dcngnn Un -
dang,..undnng jo.di inilah kcsirnpulannya. Usulannya ltar.ii so.ran, 
kan dc.r.iikian· • 

• Kami bncako.n lcngkap : Bohwo. dalarn rangko. upo.yo tcrscbut di 
o.tns r!lakn pcrkcrnoongan kcpcnduduko.n do.n kaluarga scjl.htcro. 
pcrlu dio.tur dcngo.n Undang-undo.ng. 
Dcmikian, tcrir.ia kasih. 

KETU/\. : 

Tcrirna ko.sih, F.PP silo.hkan. 

FRJ\.KSI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DRS. MOH. HUSNIE THAMRIN): 

Tcrir.ia ko.sih Suudo.ro. Kctuo. Fro.ks! ko.rni rncnycdcrho.na­
kan dun butir d ini dari RUU kcpo.do. yang ko.mi usulkan bcr­
bunyi bahwo. dalarn upo.ya, jo.di tido.k dcngo.n dalo.m ro.ngko. up~ 
Y@ to.pi langsung dalo.~ upo.ya pcrnbino.o.n kcpcnduduko.n di atns 
dipnndnng pcrlu untuk rncngatur tcntang kcpcnduduknn dan kc­
lunrga scjnhtcra dcngan Undnng-undo.ng. Jadi kalirno.t r.ianctu£ 
knn i.

1ltlam DIM i tu snlah tulis i tu tapi yang bcn0 r ado.lo.h l!l£. 
ngntur tcntangh:112nduduko.n don kcluo.rga scjahtcra dcngo.n Un 
dnng-undang. Pcrubahnn ini adalah sckcdnr·upaya r.icnycdcrhan!! 
kan dnri butir d tcrscbut. Tcrirna kasih. 

KETUA : 
Tcrima kasih, kcr.iudian F.PDI. 

~].AKSI PDI (DRS. POPO SOENADAR HAROEN) : . 
Kirunyo PD! juga sarna yaitu hanyn rncnyngkut rnaslah pc­

nycmpurnuan ko.lirnnt agar supo.ya rncnyalur dcngan bnik scpcr­
ti dikamukakan sctclah pcnycmpurno.an bcrbunyi scbago.i bcr -
ikut : Bahwa dalar.i rangka upaya tcrscbut di atas dipandang 
pcrlu untuk rncnctapkan pcrkcmbangan kcpcndudukan dnn pcmba-

~ . 

ncunan kcluDrga scjahtcra dcngan .Undang-undang. 
Yang panting ••• 
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Ynng panting di sini odnlo.h rncnyangkut rnasulah UndanB-undang­
nya, tcr irna. kasih. 

KE'I'UA : 

Tcrir.ia kasih. 
Saudnra-snudnrn dari usul Frnksi ini umur.myn usulnn ru­

r.iusan i tu r1c:r.1pcrsingknt dnri konscp yo.ng nda, no.h Pak MentQri 

pcrnah jugn disar.ipaikan to.di, mnkin singkat r.mkin baik. 
Seka.rang Snudarn-saudnro. scko.linn itu pcnjcdnsnn dnri mo.sing­
rnnsing Frnksi. Scknrong knrni pcrs~lnhknn kcpnda Fraksi-frnksi 
untuk rncr.ibcrikan tanggnpan a to.s Frnksi-fraksi yang lain, r.i.ulni 
dnri F.ADRI. 

FPu\KSI ABRI (ING. SOEPRAPTQ.[ : 
Kami langsung sqjn, jadi ntas pcmikiran yang dikcmuknknn 

olch F .ABRI tndi. F .ABRI mclihnt sccnro. pcmgungko.po.n ini bcr­
bcdn tctqpi scbctulnyu isinyn snr.o, ho.nyu kepndn pcngnturnn 
ini.Jndi kccmpatnyn mcngo.ngkntnyn scbngni sunru kcsimpulnn u.n. 
tuk pcrlunya ndn Undnng-undnng ~tu hnnya cnrnnyn n«nlnh Un -
dang - undnng yang mcngntur a.tau yung·di F.ABRI bcrusnhu sn­
ngnt singknt b~pwn di dnlnm rnngkn upayn tcrscbut muko. per -
kcmbangan kcpcnduduknn don kclunrga scjo.htcrn porlu diatur d.£. 
ngon Undnng-undnng, bunyi ini nampaknyn di bcrbngai Undnng 
undnng bcrbcdn ~ni jugn knrni lihat F.PP jugn r.icngc~ukaknn bnh 
wn hol ini pcrlu untuk mcngntur tcntnng kcpcnduduknn don kc­
luurgn scjohtcrn dcngon Undang-undang. 
Dcmikian pula rckan yang tcrhormnt dnri F.KP dinyntnkan bnhwa 
untuk r.icmcapai r.10.ksud terse but per1u di tetopkun Undnng-undang 
yang rncngRtur tcntung kcpcndudukun dun kcluarga scjnhfcra , 
di sini kcbctulan dir.lasuko.n isfila.h perker.11~1a.ngon r.icskipun to.­
di dijclusknn bahwa muksudnya ndnluh buknn rnanyctujui Judul 
yang r.icmggunakun istilah Pcrkcmhone;an, namun yang dintur 
ndoloh tcntang parkcr.ibangan kcpcndudukan, namun scbctulnyu 
di sini juga dinyatnkun· buhwa hnl ini mcnang pcrlu di ntur 
portarno. mcngcnai pcrkcrnbungan kcpcndudukannya, ini FABRI r.lC­
mang dcmikian. 

Mcngnni Frnksi yang tcrhorrnat dari F. PDI ini jugn dc­
mikian rncngangkntnya itu juga dcngnn ungkqpon yang agnr be~· 
bcdn do.ri Frnksi-frnksi lain nor.n1n intinya udnluh pcrlu untuk 

mcnctopkan pcrkcrnbangan kbp~n~bduk~rt pcrnbangunon kcluori;i sc­

jahtcra dcngon Undong-undang mosing+rnasing dinngknt dcngnn 
tarnbnhan-tnrnbahan katn yang sosuui dcngnn usulnn-usulnn tcr­
dahulu, jndi rnungkin ru:r.iuson ini biso di scdcrhanoknn lngi 

ondo.ikata • • • • • • • 
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Andoiko.tu reknn-rakan yang tcrhoroot dari Fro.ks! lo.in scpcn­
dupo.t, usulo.n dnri F.ABRI ini paling scdcrhnnn. 
Dcmikinn, tcrima kasih. · 

KE'l'UJ\ : 

I3crikut F.PP 

F'RAKSI PERSA'fUJ\N PEMBANGUNJ\N (DRS. MOtf. HUSNIE THAMRIN) : 
Saudnra Kctua snyn kiro mcr.inng intinyo samo. tidnk odn 

pcrbcduan cuman teknis pcnyusunnn kuta-kota bcrbcdn kcmudinn 
lalu lcbih bo.nyak sclcro. bo.ho.sn di sini yane berja]nn. Olah 
kurcna itu kalau ini langsung discrahko.n kcpada TIMCIL nanti 
dcngun rumuson-rumusnn soya kirn juga Pcmcrinto.h tido.k akan 
kcbcroton karcno lcbih singkat dan lcbih scdcrhana mono. di -
antaro. nonti, saya kiro Pcrncrintoh bisa r.wlihot r.10no yang Pil 

ling boik boik bohasony0 , b.ctul don yang bcnor, don kc1!1udinn 
jugo biso rncnco.kup knrcna kalau sudah sonl bcgini itu lcbih 
bonynk sclcro-sGlcrn bahaso topi scbctulnyo. maknanya jugo S£ 
mo. Dcmikion Soudnro Kctuo., tcrimo kosih. 

KETUA : .. 
Tcrirno knsih • 

FHAKSI PDI (DRS. POPO SOENADAR HAROEN) : 

Substonsinyo soya ld.ro soma yaitu mcngonoi porlunya~Un­
do.ng-undong ini yai tuloh.;jadi scmuanyo mcr.ipunyoi bcrbngni nln. 
snn mongcnai pcngungkapnnnya di daJai kalimot kalau rncnurut 
pcndnpnt Frnksi komi scloin dnripodn singkot knmi ini jugn 
lcngkap, sudoh lcngkop bcgitu scboiknyo kito bicorokan di 
Insto.nsi lain, Tcrirna knsih. 

KETUA : 
Bcrikut FKP. 

FHAKSI KARYA PEMBANGUNAN (Dr. NY. IDA YUSI DAHLAN) : 

Maliho.t bagairnonn pcntingnya Undang-undang ini schingga 
dolo.r.i sclcrn jugo bohosn mamnng ditcmpotkon lcbih dahulu 
dnri rncngcnni.opo, Undnng-undnng ini schinggn kallmatnya kil 
mi rnungktn isinyo. soma tap! hanya susunannyo. dibalik, -yang 
rncngatur tcm~nng, rncmang Bopak-Bopak ABRI bukon Judul yang 
knrni ntur di sini, tctopi ndoloh rnosolah parkcmbangnn kcpcn­
dudukon kcluarga scjo.htcra karcna mcmong kito rncngctohui sc­
lur.uh batang tubuh rncngcnoi pcrkcrnbangan, itu scbobnya huruf 
nya karni taruh kccil bukan bcsar untuk jnngan dikonotnsikan 

bahwa ini •••••• 



- 103 -

bahwo ini ~~·Judul bcgi tu. Schinggo. snya kira tcrhadap pcng­
usulan karni ini, karni r.icrno.mo.ng scpakat rncngcnai kcsclcro.an 
bahasn don uruto.n pciorotns ynng r.nna yang dipcntingkan urut 

I • kar.ii jadi Udang-undangnya dahulu kar.ii susun dnlarn kalir.iat ini 

don ko.lau to.di ado. yang rncngusulkan k kccil.atau apn itu 
so.ya kira tidak kcbcratan. 

.1 

KETUA 

Tcrirna kasih !bu Ida, dnri FKP. 
Kar.ii pcrsilahkan dari Pc~crintah. 

PEMERINTAH : 

Tcrir.ia kasih.Kctua. 
Pcrtarna nar.ipaknya PD! satu~sa.tunya yang rncrnakai ko.lir.iat .. 

rncncto.pkan pcrkcrnbangan kcpcndudukan dcngan Undang-undang t£ 
rno.n-tcrnan lain ~cngatur. Kcdua co.to.tan kcdua yang karni tang~ 

kap adalah FKP satu-sqtunyn kata pcrkcrnbangan huruf kccil 
ynng lain huruf bcsnr to.pi karni sapo.kat untuk di kacilkan. 
Terir.ia kasih Saudara-saudoro.. 

KETUA : 
Tcrirna kasih. 
Saudara-saudara itu baru putaro.n pcrtor.n kar.ii biso. rnc­

nqngkap scrnua kcinginan dari Fro.ksi-frnksi karcna toh ini rnn­
salnhnya bukan cscnsial tapi hanyo. salcro. ho.ho.so. dalar.i rangka 
rncnyusun kalirnat-ko.lirnat tcrsabut, dnn olch knrcna itu sarnua 
tcrrnasuk Pcr.crintah rncngusulko.n agar supaya rurnuso.n butir d 

RUU ini kita r.io.sukan rncnjo.di tugas daripado. TIMCIL untuk r.ic­
rumuskannya, jodi karni tawnrkan bahwo. rurnusan butir d ini ki­
ta snr.ipniko.n kc TIMCIL. F.KP ? 

(FKP : sctuju) 
(FABRI : sctuju) 
(FPP : · sctUju} 
(FPDI : sctuju) 
(Pcmcrintah : sctuju) 

butir d dari RUU ini dirnasukan rncnjadi tugas dnripado. TIM 
CIL. Tcrirna kasih. 

Seka.rang kita lanjutkan dcngan konsidcron rncngingat ec­
rnua Fraksi ado. usul pcnycrnpurnann kccuo11 F.PDI. To.di kita rny 
lai dnri F.ABRI sakarang FKP. 

FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN ( •••• 
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FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN ( DRS. MOH. HUSNIE THAMRINl : 

Saudora Fruksi kami, konsidcran ·~cngingat knrni ingin rna­

nar.1bohknn bobcropa pasal di UUD 1945 jodi hnnyn npnko.h salu -
ruh butir o.tuu bo.ru butir ~atu snji • 

.. . ,,. KETUA : 

Mcngingot po.sal 5 dansatcrusnyo. itu so.ju dulu. 

Tcrimn knsih Saudara~ · do.ri butir 1 ini, r.icngingnt ini kar.ii 

incin mcmr3bnhknn. Ado. tar.ibo.hnn yal tu sctP1tih [!a~;n1 20 knr.ii 

mcnnmbah pasnl 27 o.yat (2) kcr.iudian po.so.l 29 o.ynt (2) do.n p~ 
snl 31 o.ynt (1) kcP.iudio.n baru paso.l 33 o.yo.t (3) UUD 1945. 
Damikio.n Saudara Kctuo. Konsidaran ini. Tcrima kasih. 

KETUA : 

Tcrir.10. ko.sih, bcrikut F. PD! waloupun tctap alaso.nnyo. o.pa? 

FR/\KSI PDI (DRS. POPO SONJ\DJ\R HARDEN) : 

Saya kiro. put~rnn ini buko.n alo.san Pak ? 

KETU/\ : alnzo.n, penjclnso.n. 

Knm.i tcto.p sppondcrpnt dcngan apa yang tcrdapo.t di dalam RUU 
karcnn fflernnng ti0 p po.sol tclah dicck dcngnn Undang-undnngnya 
scndiri itu sudo.h mcrncnuhi syaro.t tcruto.rna jugo. yang dipcr -

nasnlahkan yoitu po.sol 33 aynt (3) UUD 1945. Di so.nu jclns 
jclns dikcr.iuknkan r.iasalo.h-mnsalah kcrnnkrnuron rakyat sedong -

l'~~m Und,mg-Undang ini juga P.lcr.ipcrmasalahkan kescjahtcraan Ra~ 
rat, itu saja, tcrir.in kasih. 

KETUA ; 
·Tcrir.in ko.sih kcr.iudio.n FKP. 

FH.AKSI KARYA PF.MBANGUNAN (DRA. NY. SYAMSIAR l.J\SAHIDO) : 

Usul duri FKP, knrni hnnyn ingin mcnambnhkan so.tu po.so.1 

snja yai tu di tambnh dcngo.n pnsal 34 UUD 1945. . .A1asnn knr.ii 

ynitu bnhwa paso.1 34. UUD 1945 mcncantumknn bohwa pnkir mis -
kin dun anak-annk ynng tcrlantar dipclihorn oleh Negara ini 
tcr1:1nsuk r.ia.synro.knt rcnstan yang pcrlu ki to. afur di dalor.l U!!, 

dang-undang ini, don ini jugn pcnjclasan masyarnkat rcnsto.n 
di dnla~ RUU ini jclas bahwa tcrr.insuk kclompok ~asyarakat 

rcnsto.n ini tcrmasuk kclompok miskin don anak-annk tcrlnnto.r. 
Tcrimn kasih. 

KETUA : 
Tcri~a kasih F.ABRI? 

FHAKSI ~13f':.L.1..·~ 

. a. 
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FRJ\KSI ABRI (IGN. SOEPRAfTO) 

Tcriffla kosih karni lringsung saja pada masalah. 
F .ABRI rncr.iundnng bahwn hul yang pcr1u dir1uat di do.lar.i konsi­
dcran 11 J!lCngingat n itU adalah kctcntuo.n tcntnng kckuo.so.on 
Lcgislatif yang dirniliki olch Prcsidcn untuk rncngajuko.n Un­
dang-undang don kcrnudian adalah kcwcnangan DPR untuk mcnyc -
tujui untuk disahko.n di do.lam kctcntuan dalnr.i UUD 1945 jadi 
11 r.icngriingat i~. ini adalah suatu landasnn tcmtang pcnangano.n 
proses jadi siapa yang bcrwcnang ~cngajukan dun siapa yang 
do.pat dan dimana sctiap Undang-undang mcnghcndaki pcrsctuj~ 
an DPRZ nah ini dun paso.l do.lnm Undnng-undang Dasar 1945 
yang diangkat. Po.sol 33 sebo.go.i lo.nda5 nn substansial kita 
pandang tidak rclcvan. Dalo.m ho.l ini .F.ABRI ingin mcnyampn! 
ko.n o.pa·y~ng dik~aukaknn dalar.i pcnganto.r musyawaro.h maupun 
di dalam Pcmandangan Umur.i bo.hwo. mcrno.ng apo. yang diangkat di­
dalo.1!1 konsidcran " rncngingat " hcndaknya hal-hal yang bar -
kaitan langsung dcngan lahirnya Undang-undang ini, kccuali 
pasal-pasal Undnng-undang Dasar 1945 yang tcgo.s-tcgas rncny~ 

takan pcrlu dibcntuknya Undo.ng-undang sopcrti pada waktu Un­
dang-undo.ng Pcndidiko.n No.siono.1 itu mcl!lo.ng ~o. pasal yang bu 

· nyinya dcmikian (po.sol 31) yaitu Pcmerintah mcngusahakan dun 
mcnyclcnggarakan satu sistirn pangajo.rnn nasional yang diatur 

: «cngo.n Undang-undang, jadi ini rncmcrintahko.n ado. Undong-un -
Ir 

ang karcnn itu kitn c0 ntur.ikan olch karcna pasal 33 tidak 
olch ko.rana itu F. ABRI rncnganggap ho.l ini tidak nclcvo.n sc­
hingga sctclah pcnycrnpurnaan F.ABRI rncngusulkan hanya ~sol 

5 o.yat (1) don pazal 20 nyo.t (1) UUD 1945 yang rncrupakan 
lo.ndo.san bo.gi lo.hirnyo. Undong-undang itu. Tcrirna kasih. 

KETUA : 

Tcrirna kasih. 
Sayn kira scluruh Fraksi tclo.h rncnyo.rnpo.ikan pcnjclnsnn­

nyn atas usul pcnycr.ipurnao.n pada konsidcran " r.icngin~at 11 

do la r.i bamt~ paso.1-paso.l ini dir.iano. F .ABRI r.iengurnngi su tu t1il 
sal, FKP r.icnarnbah so.tu paso.1, scdangknn Fraksi Pcrso.tuan Pcr.i­
bo.ngunan rncno.mbo.h 3 po.sol ko.lau tidak salo.h dan F.PDI tctnp 
saJ!Q dangan rUJ!lusan yang ado. · 

Persilo.hkan pado. Fraksi-fraksi untuk so.ling rncrnbcriknn 
to.nggo.pan atau pcndapat Fraksi yang lain rnulo.i dari F.PDI. 

FRAKS I PD I ( • • • • • • ~ • • • • • • •• 
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' I 

FRAI<SI" ... PlJl. : (DRS. POPO SONADAR HAROEN) 

Terirna kasih. Pertarna saja rnemang sangat tertarik dengan 

apa yang dikemukakan oleh Fraksi ABRI yang menyetakan pasal 33 

ayat 3 ini tidak relevan, tadi seperti dikernukakan bahwa di­

dalarn tentang Und~ng-undang sistirn pendidikan itu rnenunjuk 

langsung tentang rnasalah yang akan dibahas yaitu tentang sis­

tim perididikan nah di dalarn Undang-undang inipun saya rasa ini 

rnenunjuk langsung pasal 33 ay~t (3) ini yang menyebutkan tan­

tang sebesar-besarnya tentang kernakrnuran rakyat, nah di dalarn 

Undang: ini akan dibahas yaitu mengenai rnasalah kesejahtera­

an keluarga , saya kira kesejahteraan keluarga dengan kemak­

rnuran rakyat itu sangat erat sekali hubungannya, jadi menurut 

pendapat karni justru disitulah ada kerelevanannya antara Un -

dang-undang ini dengan pasal 33 ayat(3) tadi. · 

Kemudian mengenai fakir miskin yang dikemukakan oleh FKP 

dengan rnerekrut pasal 34 UUD 1945, saya kira kalau memang di­

hubungkan dengan penduduk renstan, dimana penduduk renstanitu 

termasuR di dalam tujuan pasal ini saya kira itu masih bisa 

dipertimbangkan. Demikian juga yang dikernukakan oleh FPP yang 

rnenyengkut tambaha-n pasal 27 dan 21, 29. ppp·27 ayat (2) 

tentang hak pekerjaan warga negara kemudian pasal 29 ayat (2) 

yaitu kebebasan untuk memeluk agama masing-masing dan pasal 

31 ayat (1) mengenai pengajaran itu nantinya selarna rnernang 

int menyangkut dan dip~rlukan oleh Undang~undang ini, marilah 

kita bicarakan di dalam Instansi yang lain~ itu saja dari ka­

rni dan terima kasih. 

KETUA 

Berikutnya, FKP. 

FRAKST KARYA' 'PEMBANGUNAN (DRA·.· NY.- SYAMSIAR LASAHIDO) 

Dari FKP mau rnenanggapi Fraksi-frak~i yang lain •. Pertama 

dari F.ABRI yang menyatakan bahwa pasal 33 ayat (3) UUD 1945 

sebagai landasan substansial yang relevan justru karni tidak 

menyetujui dikatakan sebagai substansial yang tidak relevan 

karena di dalam pasal 33 ayat (3) itu me~9.at~~~n bahwa burni 

dan a'ir, dan kekayaan alarn yang terkandung di dalamny.a dikua­

sai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemak­

muran rakyat. yang akan rnernpergunakan/rnemanfaatkan pasal ini 

adalah penduduk dan yang memanfaatkan ayat ini dan air dan ·se 

terusnya. Oleh sebab itu kami tetap bahwa pasal 33 masih te­

tap untuk dicantumkan dalam " mengingat " 

Selanjutnya . . . . . . 
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Selanj_utnya untuk SPP supaya ditambah pasal 27 ayat (2), di 

sini kalau tidak salah ayat (2) ini rnenyatakan bahwa tiap­

tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan, hal ini_barangkali sudah diatur dida 

lam Undang-undang Tenaga Kerja, jadi untuk pasal ini · :kami 

kira 

FKP •••••••••••• 

• 
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'FKP (DRA. NY. SYAMSIAR LASAHID"O): 

kami ~ira tidak perlu kita cantumkan didalam Mengingat. 

Yang berikut pasal 29 ayat (2) juga menjelaskan ;ahwa, negara 

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama -

nya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayannya. UU ini tidak mengatur mengenai hal tersebut, 

tetapi kita tidak mencampuri hak pribadi dari penduduk untuk 

memeluk agamanya masing-masing. 

Jadi dari.Fraksi Tarya.merasa pasal 29 tidak perlu juga kita 

cantumkan. 

Selanjutnya pasal 31 ayat (1) disini juga dijelaskan, 

bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. 

Nab, untuk ini sudah diatur dalam Sistem Pendidikan Na~ional. 

Dan jadi dari Fraksi Karya juga berpendapat bahwa pasal ini 

kurang relevan untuk dicantumkan didalam Konsiderans "Mengi 

ngat". 

Demikianlah dari kami untuk menanggapi dari PDI tetap, jadi 

kami terima kasih bahwa ayat yang kami. usulkan itu mungkin di 

terima. 

Terima kasih. 

KETUA: 

.. 

Fraksi ABRI. 

F. A BR I '( IGN. SOEPRAPTO) : 

Terima kasih, kami langsung juga, masalah ini Fraksi AB­

RI memandangnya dari segi pada beberapa RUU yang masuk, seti-

ap kali yang dipermasalahkan adalah pada Konsiderans "MengL-: .""'1 

ngat" ya.ng paling berat. Permasalahannya kembali pada belum 

A.danya ketentuan baku yang niengikat bagi pembuatan Rancangan 

Un dang-un dang. 

Ada yang mengangg~p bahwa pasal Konsiderans Mengingat, itu 

terdiri dari ketentuan-ketentuan UU, yang materinya nanti ha­

rus menjadi substansiUU ini, ini masalahnya. Padahal sebetul 

nya Fraksi ABRI memandang Konsiderans Mengingat ini adalah · 

hal-.hal yang berkaitan ·aengan lahirnya UU ini. Jadi kewenan,K 

an Legislatif yang dimiliki oleh Pemerintah dengan persetuj~ 

an DPR, dan k~wenangan DPR dalam membahas RUU persetujuan 

nya" 
Kemudi an ......................... .. 
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Kemudian dengan demikian, pencan~uman pasal-pasal atau ke 

tentuan-ketentuan produk-produk legislatif lain, atau UU lain, 

ketentuan-ketentuap -'!"~ng··lain dapat dibatasi. Karena dengan 

menyebut ini berarti .kita berasumsi bahwa, melalui ke~entuan­

ketentua~_tersebut_ telah tercakup ketentuan-ketentuan didalam 

UU lain, karena didalamnya juga mengikat lembaga ini dalam mem 

bahas dan manggarap RUU. Oleh karena itu Fraksi ABRI tidak m~ 

nanggapi secara langsung masing-masing , khusus mengenai saran 

dari yang terhormat Fraksi PDI mengenai tetap tadi, Fraksi 

ABRI dalam mengemukak·a~ pendapatnya sudah sekaligus menaggapi 

bahwa pasal 33 dipandang tidak relevan. Demikian pula dengan 

pencantuman yang lain-lain ini. Oleh karena itu sekaligus 

Fraksi ABRi juga mengharapkan penjelasan dari Pemerintah. 

Sikap Fraksi _ABRI untuk memandang Konsiderans Mengingat ini se 

bagai hal-hal yang melandasi lahirnya UU ini, apakah masih pe~ 

lu di.tambah dengan ketentuan dalam _pasal-pasal lain dari UUD 

yang substansinya dianggap berkai tan dengan ketentuan ~alafu ~ _. 

pasal-pasal tersebut. 

Demikian penjelasan atau jawaban kami, terima kasih. 

KETUA: 

Terimakasih, berikut Fraksi Persatuan~ 

FPP (DRS". MO"H. HUSNIE THAMRIN): 

Terima kasih Saudara Ketu~, Fraksi kami tadi menyampaikan 

beberapa tambahan dari · pasal-pasal at au dari ayat-ayat yang a­

da di pasal-pasal di UUD 1945~ 

Pertama, kami mengajukan pasal 27 ayat (2) adalah disitu bukan 

atas pekerjaannya, tapi yang kami ambil adalah justru tiap wa~ 

ga negara berhak atas penghidupan yang -layakbagi kemanusiaan. 

Jadi kita ingin bawa, bahwa dalam rangka membentuk suatu apa 

itu, menciptakan keluarga yang berkualitas atau penduduk yang 

berkwalitas, maka sudah barang tentu mengkait tentang bagaima­

na ia memiliki hak untuk mencapa~ mendapatkan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan. Demikian pula yang berkait dengan pa­

sal 29 ayat (2) disini kita mengambil int~ sarinya, karena di­

dalam UU ini bahkan nanti juga berkait dengan Keluarga Berenc~. 

na akan mengkait tentang masalah nilai-nilai agama. Dan juga 

didalam GBHN pun jelas bahwa juga dinyatakan, bahwa 

mempertimbangkan ••••••••••• 
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mempertimbangkan nilai-nilai agama~ Jadi oleh karena itu di­

sinilah kita melihatbahwa didalam mengambil sikap ~arena ma­

salah-masalah yang berkaitan dengaq dan tidak ada paksaan 

dan lain sebagainya atas kesukarelaan dan sebaga~nya sµdah 

barang tentu akan mengkait dengan masalah dengan kebebasan 

mereka melaksanakan keyakinan agamanya didalam rumah tangga 

maupun dalam kehidupan orang per orangw Disinilah kami meng­

ambil inti sarinyf! disitu sehingga pasal inipun adalah kare 

na didalam terutama berkait~n dengan keluarga berencana dan 

lajnnya banyak berkaitan dengan masalah nilai-nilai moral 

dan nilai-nilai agamaw Kemudian tentang pasal 31 memang ka­

mi menginginkan disini juga kalaukita berkait dengan pasal 

20 terutama dalamrangka meningkatkankualitas keluarga dan 

kualitas penduduk sudah barang tentu bahwa faktor pengajar­

An yang. ini diatur didalam pasal 20 mennjuk pada perun­

d~~g-undangan yang lain maka memang disinilah juga kami kait 

k~n didalam mengingat iniw 

Kemudian Saudara sekalian didalam pasal 33 yang juga dihapus 

oleh Fraksi ABRf karena disini kami berpendapat apalagi ka -

lAU kjta tadi ~udah pada konsideran ~ebelu~nya bicara tea~~ 

t~~g daya dukung, berbicara tentang daya tampung lingkungan 

yang serasi, selaras dan seimbang maka sudah barang tentu a­

k~P me~gkait tentang bumi, air dan kekayaan alam sebagai da­

r~ dukung dan daya tampung dari penduduk itu sendiri.Dus ini 

je1~s mengkait, oleh karena itu memang yang harus dis~lesai­

~an tapi tidak ada satupun lembaga yang bisa menyelesaikan 

tentang perbedaan pendapat bahwa sekarang ini apakah hal~hal 

yang akan diatur didalam menjadi substansi didalam pasal-pa­

sal w Jadi Fraksi k~mi berpendapat bahwa itu pantas untuk dita 

ruh d~lam Ko~sid~ran Mengingat, sedang Fraksi ABRI hanya 

mepgkait kepada pasal-pasal Ubdang-Uhdang D~sar yang menga -

lami proses dan prosedur penyusunan saAae Nab ini saya kira 

karena belum ada satu ketentuan kami berpendapat bahwa sub­

stansi-substansi yang akan kita atur dalam pasal-pasal yang 

ternyata mengkait dengan makna daripada Undang-Undang Dasar 

45 sudah barang tentu kami cantumkan didalam Mengingat ini., 

Demikian Saudara Ketua, kemudian tentang usulan dari Fraksi· 

Karya sekalipun menolak dari Fraksi Persatuan, tapi usul itu 

bisa kami pertimbangkanw Terima kasihu 

KE TUA 
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'KETUA RAP'AT. : 

Terima kasih, kami persilahkan kepada Pemerintah. 

MENTERT "NEGARA .KL.H :. 

Sa~da!a Ketua, pertama baik kita berpangkal pada bahwa p~ 

raturan.ini suostansinya bersifat lintas sektor. Kedua, bahwa 

materi Mengingat dapat mengatur.isi apabila ada kaitan lang-

sung seperti hal Uhdang-Undang Pendidikan mencantumkan dalam 

~engingat pasal Undang-Undang Dasar yang berkaitan dengan pen­

didikan/pengajarane Didalam hal ini maka pasal-pasal kependu­

dukan seperti kami jelaskan didalam·penjelasan pada pembicara-

. an sebeium ini telah ada undang-undang yang mengatur masalah 

fakir miskin sehingga pasal 34 relevan didalam undang-undang 

yang menyan6kut kesejahteraan sosial yang menyangkut fakir mi~ 

kin tadiu Begitu pula hal yang pasal 27 ayat (2) mengenai ker­

ja dan hidup layak itu menjadi konsideran didalam Undang-Un­

dang Tenaga Kerjau Dan demikian seterusnya. Khusus didalam Un­

dang-undang ini substansi yang diatur adalah yang diluarTenaga · 

Kerja diluar pengajaran diluar lain-lain sebagainya sehingga 

sulit untuk dicari pasal acuannya didalam Undang-Undang Dasar~ 

: Yang bisa dijelaskan didalam Undang-Undang Dasar adalah bahwa 
'Ir 

undang-unda~g ini lahir dengan kewenangan Legislatif Presiden 

dengan persetujuan DPRe Sehingga pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 

ay~t (1) menjadi relevane Yang lain-lain lebih relevan untuk 

undang-undang lainnya yang mengatur dan dapat mengacu pada Un­

dang-Undang Dasar, ten~ga kefja pada tenaga kerja, pengajaran 

pada pengajaran dan seterusnyae Karena itu, dan karena ini ber 

sifat lintas sektor karena substansi memuat hal-hal yang meru­

pakan penjabaran dari GBHN, maka kami cenderung untuk mengikuti 

logika Fraksi ABRI. Dengan demikian menjadi jernih isi Undang­

undang tersebut, apabila ditambab dengan lain-lain maka menja­

di dia mengapa masuk pasal 34 mengapa tidak masuk pasal 27 dan 

lajn-lain sebagainya dan kalau kemudian kita tampung semua ma­

ka praktis sebagian besar dari Undang-Undang Dasar masuk keda­

lam mengingat, sehingga menjadi tidak rasional lagi~ Karena i­

tu kami mohon dapatkah diterima logika yang dilandaskan yang 

melandasi usul dari,Fraksi ABRI yang menekankan bahwa didalam 

mengingat seyogyanya kita mencari yang relevan dan k~rena di­

dalam Undang-Undang Kependudukan ini yang relevan telah ditam­

pung kepada undang-undang lain, maka yang t inggal ha.rlyalab proses 
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dimana Presiden menyusun undang-undang dengan kesepakatan DP~ 

sehingga dua pasal itu pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) 

yang ada kaitan langsung dengan undang-undang ini~~Ringkasnya 

kami cenderung pada Fraksi ABRI .. 

Terima kasih ... 

KETUA 'RAPAT : 

Terima kasih, Saudara-saudara kita sudah mendengar tang­

gapan dari seluruh fraksi termasuk yang terakhir dari Pemeri~ 

tah .. Ada kesan bagi kami bahwa fraksi-fraksi tetap memperta -

hankan pendiriannya, demikian juga ada fraksi-fraksi yang da­

pat mempertimbangkan usul dari fraksi yang lain seperti dari 

Fraksi PDI dan Fraksi Persatuan dapat mempertimbangkan usul 

dari Fraksi Karya, sedangkan dari Fraksi ABRI belum sependa­

pat derigan usul-usul daripada fraksi yang lain dan Pemerintah 

dalam hal ini lebih cenderung untuk berpendapat sama dengan 

pendapat daripada Fraksi ABRI dimana yang dimasukkan dalam p~ 

sal-pasal ini adalah yang memang sangat relevan dengan ran-.. 
cangan undang-undang yang sedang kita bahas~ 

Saudara-saudara dengan pendapat-pendapat seperti itu mari ki­

ta masuk pada putaran yang kedua .. Dimulai dari Fraksi Karya., 

·F-KP · (DRA .. NY ... SYAMSrAR LASAHIDO) : 

Kami dari Fraksi Karya setelah mendengarkan penjelasan -

penjelasan baik dari Pemerintah maupun dari fraksi-fraksi yg 

lain, untuk usul mengenai ditambahnya pasal 3~ Undang-Undang 

Dasar 45 ini kami dapat menerima untuk tidak dican~umkan, ta­

pi kami m·asih tetap ingin mencantumkan pas al 33 ayat (3) ini 

karena masih relevan kami melihat ada keterkaitan dengan un­

dang-undang inie Jadi untuk itu tanggapan dari Fraksi Karya 

demikian, terima kasih .. 

KETUA 'RAP'AT : 

Terima kasih kami sampaikan kepa~a Fraksi Karya, ada to­

leransinya mencabut yang satu, tetap yang satu .. Kemudian Frak 

si ABRI silahkan .. 

. F-ABRI 
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Terima kasih, kami langsung saja pertama-tama kami me­

nyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Saudara Menteri KLH 

yang mewakili Pemerintah yang telah berkenan :memberikan pen­

j elasan -dan menyepakati atau cenderung menerima jalan pikiran 

Fraksi ABRI dalam rangka penyem~urnaan raneangan undang-undang 

iniQ Fraksi ABRI berpendapat demikian, bahwa selain ini kami 

sependapat dengan Pemerintah bahwa ini memang menyangkut multi 

sektoral, lintas sektoral yang cukup banyak keterk~itannya. 

Andaikata kita ada kecenderungan untuk menambah pencantuman 

pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 bahkan di undang-undang 1~. 

in itu·juga mencantumkan undang-undang lain akan sangatrahltt 
• 

dibatasi penyebutannya itu. Karena apa kecenderungannya semua 

yang substansinya ada dicantumkan sebagai bagian daripada ko~ 

sideran mengingat. Oleh karena itu akan sangat sulit dibatasi, 

jadi kami sependapat dan sangat menghargai penjelasan dari Pe­

mepJntah tadi. Dan Fraksi ABRI tetap pada pendiriannya, kare­

na apabila dieantumkan, jadi Pemerintah tadi juga menjelaskan 

akan banyak pasal-pasal yang perlu dicantumkan.. Sedikit ada 

keterkaitan at~~ relevansinya perlu dicantumkan.. Kiranya hal 

ini perlu ada ye~batasan, ·dan sambil menunggu adanya pelangkah 

untuk menyusun standarisasi penulisan UU, mungkin kita dapat 

merintis , hal 1ni pern•h kita.laksanakan pada UU tentang Se -

~ah S~~pan ~~rra Cet~~, K~rya Rekam, berhasil kit~ tembuskan 

de~g~n pemikiran ya~g disampaikan oleh Fraksi ABRI hal yang d~ 

:mikianQ Kemu~ian pad~ UU l~in diantaranya UU tentang Sistem 

Pen~idikan Nasion~l. Saya tidak perlu menyebut yang lain, ki­

T~-kirA demikianlah halnya~ 

Terima kasih. 

DTUA RAP:AT .l. 

Terima kasih, dari Fraksi Persatua9silakan-

F-PP (DRS.· MOH .. HUSNI"E' THAMRIN 

Terima kasih Saudara Ketua-

Fraksi kami masih pada pendirian yang ada, sebagaimana yang ka­

mi usulkang Kami memahami bahwa apa yang disampaikan oleh Peme­

rintah tentang, penjelasan Pemerintah dan Pemerintah bisa mema­

hami apa yang disampaikan, bahkan cenderung untuk menerima apa 

rang d~sampaikan oleh Fraksi ABRI~ Ada beberapa pemiiiran yanv. 

ada ••••••••• ~ • 
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ada p~da kami~ Pertama, kenapa kami memasukkan undang-undang 

yang lain, karena Pemerintah dalam RUU-nya memasuikan Pasal 33 

arat (3), itu pertamav 

Kedu~, bahwa kalau kita hanya mencantumkan tentang proses dan 

p~osedu~ dari~ada Undang-Undang Dasar ini, tentang ini makai.ki­

ta khawatirkan kalau substansi dari pasal-pasal dan undang-un­

da~g ini nanti tidak terkontrol oleh Undang-Undang Dasar 1945~ 

oleh pasal-pasal yang mengkait, yang tadi dikatakan oleh Peme­

rintah bahwa merupakan, substansinya adalah bersifat lintas 

sektoral, ini yang kami khawatirkang Oleh karena itu didalam k~ 

itan, terutama misalnya yang terkait dengan pasal yang tadi ka 

mi sebutkan, ada hal-hal yang memang terkait didalam undang-un­

dang ituv Dan kemudian kalau itu kita lepaskan, dan hanya berb! 

cara t.entang masalah proses dan prosedur, maka kami khawatir 

bahwa pasal-pasal tadi bisa jadi menyimpang dari apa yang dike~ 

hendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945., Oleh karena itulah Frak­

si kami tetap pada pendirian bahwa pasal-pasal yang tadi telah 

disampaikan, t~lah kami sampaikan juga merupakan kaitan daripa­

na konsiderans inig 

Terima kasih., 

'FPDT ( DRSv POPO SONADAR HAR OEN): 

Terima kasih~ 

Kiranya ucapan terima kasih yang diucapkan oleh Fraksi 

ABRI kepada Pemerintah, itu agak berbeda dengan kami~ Kami te 

rus terang saja agak~kecewa, karena apa yang diusulkannya itu 

serta merta dicabut katakanlah, walaupun istilahnya cenderung, 

itu dengan berbagai alasan. Saya kira fungsi Konsiderans itu, 

biasanya bukan saja dasar hukum yang melandasi.kewenangan dari 

pada lahirnya UU itu, tetapi juga bahwa yang diatur dalam RUU 

itu pokoknya tidak bertentangan dengan UUD 1945, khususnya me­

ngenai pasal yang ada kaitannya itu dengan Konsiderans Mengi -

ngat ta die 

Jadi tadi kami mensemukakan bahwa seperti yang diusulkan 

oleh FKP pasal 34, masih akan kami pertimbangkan dan masih bi­

~a dibicarakan, Juga dengan apa yang diusulkan oleh FPP, wa1a~ 

pun tadi umpamanya pasal 34 telah dikemukakan itu sudah terka­

it didalam UU Kesejahteraan Sosial, kemudian UU Tenaga Kerja 

p~s~l 27, kemudian UU SPM pasal 31. Tetapi pasal 33 ayat (3) 
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UUD 1945 ini sangat langsung berkaitan dengan UU ini kelak, ka­

rena ini menya~gkut masalah penduduk yang perlu mendapatkan ke~ 

sejahteraan melalui keluarganya masing-masing. Jadi dengan ~e 
-~ . 

mikian kami ;masj,h· tetap be:rtahan bahwa Konsi'de:rans Mengingat i-

ni tet~p d.engan UU, dengan pasal 33 a.yat (1) UUD 1945, tidak 

berArti pasAl. i.Jl'- akan member! peluang untuk masuknya berbagai 

pa~al-pasal dAri VUD 1945 yang tidak relevan, tapi kalau yang 

relevan apa aal~hny~o Dan memang didalam UU ini belum ada ke -

tentu~n yang see,ra standard seperti tadi dikemukakan oleh 

Fr~k~1 ~BR! ~an oleh semua Fraksi, bahwa pedoman untuk membuat 

UU ini khususnya mengenai maealah kDnsiderans itu belum ada ke 

. tentua~ ya~g b~kuo 
• Pemikian dari ~~mi, terima kasiho 

KETUA: 

Terima ka~ih, kami persilahkan sekarang kepada Pemerintah~ 

MENTERT NEG.AR.A K'LH ('PROF., DR o .EMIL s·ALIM): 

Saudara Ketua, saya bisa.~memahami kekecewaan Fraksi PDI .. 

ketika Pemerintah sendiri mengadakan suatu penyesuaian atas r~ 

musannyao ~enyesuaian itu. dilakukan setelah melihat bahwa ka­

lau 1.ogika. itu dipakai mengambil pasal 33 tadi, maka muncul ke 

i~ginan pasal-pasal lain, pasal 34, pasal 27, pasal-pasal lain 

seb~gainyao Karena rationalitas untuk memasukan pasal-pasal 

lA~n itu diangga~ ~da kaitannya, relevansinya dengan UU inio 

Maka akan lahirlah suatu rentetan pasal-pasal didalam Mengi· 

ngat yang panjang sekaliQ 

Kami ~ng~n u~ulkan ~emangat seperti yang dikehendaki oleh 

Fraksi Persatuan Pembangunan itu kami tangkap~ Karena itu ki­

ta didal~m Menjmba~g telah menampungnya dengan payung tadi. 

~embangunan Nasional, Pengamalan Pancasila. 

Kemudian didalam Batang Tubuh kembali kita tegaskan dasar dari 

UC ini adalah UUD 1945 dan Pancasila • Sehingga jelas kita ti 

dak menyimpang dari ituv Namun.untuk lebih lagi meyakinkan 

Fraksi Persatuan Pembangunan, ~ahwa kita tidak melepaskan sem~ 

ngat UUD itu, kami cenderung, bagaimana kita terima usul dari 

Fraksi ABRI, artinya Pemerintah pun berbesar hati untuk menca­

but pasal 33 ayat (3) itu, dengan permintaan agar fraksi-frak­

~i lain juga mencabut pada•pasal lain. 

Untuk kemudian didalam Penjelasan, akan ada penguraian, ada 



I 

116 -

uraian yang mencerminkan semangat yang dijiwai oleh pasal-pa­

sal tadi. Sehingga ~emangat yang diharapkan oleh Fraksi Persa­

tuan Pembangunan tetap terjamin., Namun didalam mengingat kita 

hanya mencantumkan dua pasal yang diusulkan, yaitti p~sal 5 ayat 

(1) dan pasal 20 ayat (1)., 

Dan baik Pemerintah maupun dari fraksi konsekwen dalam logika i 

tu~ mencabut pasal-pasal yang. diusulkan semula untuk dituang -

~An kedalam Penjelasan., 

Terima kasih .. 

KETUA: 

Terima kasih saudara-saudara sekalian, sudah dua putaran 

dan yang kita capai adalah belum ada kesepakatan, dimana Fraksi 

ABRI tetap dalam pendir~annya, juga Fraksi Persatuan yang mena~ 

bah tiga pasal, kalati tidak salah tetap dalam pendiriannya, 

r~aksi Karya ada kemajuan,. dimana menarik satu pasal tetapi te­

tap d~lam pendirian pasal 33, terus dicantumkanw Dari Pemerin­

tab solider terhadap Fraksi ABRI, dimana pasal 33 tidak perlu 

~icantumkan, karena konsekwensinya kalau itu dicantumkan nanti .. 
Juga ra.ngkaian pasal-pasal lain juga yang ada kaitannya akan 

dicantumkan., 

Saudara-saudara sekalian, karena ini belum ada kesepakatan dan 

~ud~h dua·putaran, bagaimana kalau kita serahkan ini kepada PAN 

JA~ ya~ b~gaimana Pak ? 

Rudah Pak, sudah dua putaran., 

F .,ABRT TrnN .,· SOEPRAPT·o): 

Saran Pako 

.KETUA: 

Ya, silahkan., 

Barangkali .apakah sudah waktunya untuk lobby, karena sudah 

ad~ dua maaalah Pak., 
TeJ':l,tna kasih~ 

.lCETUA: 

Kita ambil keputusan dulu ya~g ini, sesudah, atau kita 

.i~~by, bisa, Y.a .. 

Saudara-saudara yang butir yang kita mulai tadi,· yang mau di -
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lobby itu, ad~l~h but1r ti ya. Butir b ini kita akan coba apa­

~~~ lobb7, term~$uk deng~n kalau ini kita lobby, sebelum kita 

putu~ me!lgenai bti~ir d RUU, apakah ini akan masuk ke PANJA a -

t~u t;f.d~k, · ~ayC3i t1;1..we1r;rk~n pada Saudara-saudara sesuai dengan ke 

sepakatan kita b&rsama tadi bahwa butir b RUU yang nanti jadi 

butir c itu, kita lobby, dan juga termasuk dengan apa namanya, 

J<:ons j de~~ns. Me!lg~ng~t ini, at au Di kt um Mengingat ini. 

Apa mau lobby Fr~ksi K~rya ? Lobby. 

I,ent ~~ Fr a.ks i . AB;R;r ? .Lobby G 

Fraksi Persatuan ? Lobby. 

F_;raksi :?DI ? Lobbytt 

D~n Pemerintah saya kira tidak keberatan untuk lobby~ 

Sauda:ra.-saud~r~ untuk butir b RUU, dan nanti menJadi butir c, 

~erta D~ktum Meng1ngAt yaitu didalam pasal-pasal itu, kita .. 
lobby selama ki;r~ ... ki.;ra. 15 men·i t, bis a ? A tau setengah jam ? 

At~u samp~i ~eµgan batas waktulah. Ya. 

Saudara-saudara Ra~at k~mi skors untuk kita lobby. 

{Ketuk palu 1 X) 

(Rap at dif?ko;r~ pada pukul· 15. 30 WIB) 

{~apat dibuka pada pukul 16.06 WIB) 

Saudara-~~uda;ra S~dang kami buka kembali~ 

(Ketuk palu 1 X) 

Setelah Pimpinan Rapat Gabungan disertai dengan Pemerintah dan 

dihadiri 4'akil dari f·raksi-fraksi· mengadakan ·rembugan untuk 

membahas lebih lanjut mengenai butir b dari RUU dan Diktum Me­

ngingat daripada RUU ini, maka Saudara-saudara sekalian perlu 

kami beritahukan bahwa untuk butirb dari RUU fraksi-fraksi be- · 

lum sepakat, dan oleh karena itu butir ini di PANJA kan~ 

Kemudian mengenai Diktum Mengingat, ada kesepakatan anta­

ra fraksi-fraksi dengan Pemerintah, dimana disempurnakan dan 

bunyi lengkapnya sebagai berikut: 

Mengingat pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) UUD 1945. 
Itu kesepakatan yang dicapai oleh seluruh ~raksi bersama-sama 

dengan Pemerintah. 

Saudara-saudara atas dasar dari hasil lobby tersebut, kami i -

n~in tawarkan kepada Saudara-saudara, yang pertama bahwa butir 

b RUU karena fraksi-fraksi belum sepakat, maka butir ini diPAN 

JAkan, setuju ? 

(Ketuk palu 1 X 

Teril'la kasih .. 

Kemudian 
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Kemudian Pikt~~ Me~giµga~ yang bunr~nr~ lengkap sebagai 

b~r1kut~ yang telah disetujui oleb seluru~ traksi dan Pemerin 

tah bunyinya seb~ga~ ber~kut: 

Mengi~g~t ~ pasal 5 ayat (1) dan pas~l 20 ayat (1) UUD 1945; 
Bisa diterima Saudara-saudara ? ·setuju ? 

F oABBI' . (-Dr ci .H ci. THAH"EllI-NOOR, MA): 

Dengan koreksi Pak, kalau itu disebut lengkap, seyogyanya 

disebut lengkapci Tadi kami dengar kalau kami tidak salah de -

ngar, pasal 5 ayat (1) dan seyogyanya itu· pasal 5 ayat (1) UUD 

1945, dan., 

KETUA: 

Tidak; hanya satu kali Pakci 

Hanya satu ka1i Bapak menyebut., 

KETUA: 

Ya, m~mang begitu, tidal doble, jadi UUD 1945 itu hanya 

satu kalici 

Jadi kami baca sekali lagi Saudara-saudarae 

Apakah sudah benar itue 

"KETUA: 

Ya, memang sesuai juga dengan penjelasan dari siapa nama­

nya, Pak Kusnadi, sebagai ahli, waktu itu memang kami tanya, 

tambahkan kata dan, itu memang ditambaho Kalau tadi Saudara -

saudara, kalau rumusan semula bunyinya begini: 

Me~gingat pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), dan pasal 33 
aye.t (3) UUD 1945 v 

Nah, setelah disempurnakan, basil lobby tadi bunyinya sebagai 

berikut: 

Pasal 5 ayat (1), dan pasal 20 ayat (1) UUD 1945. 
Itu ~umusan lengk~Pv Ya. 

Memang rumusan baku itu kan 1 rumusan baku demikian~ 

Eisa. diterima Saudara-saudara perubahan ini ? 

(Ketuk pal u 1 X) 

Terima kasiho 
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Saudara-saud~r~ k~mi ata~ nama P~mp~nan monon ma'af kare -

n~ aebenarny~ se~uAi dengan kesepakatahn kita, kita akan meng -

akhiri Rapat ini pada j~m 16.00 WIB, namun ~ekArang lewat seki­

tar 7 atau 8 menit, oleh karena itu kami mohon ma'af. 

Dan Saudara-saudara Rapat ini kami akan tutup dan kami skors, 

kemu~dian kami akan lanjutkan pada beaok ahri ditempat yang sa-

XD,ao 

Kalau tidak ada barangkali, tambahan pertanyaan dan sebagainya, 

maka Rapat kami skors, dan kami lanjutkan pada besok hari Se -

l~s-a tanggal 10 Maret 199.2 Jam 09. 00 WIB pagi ditempat yang ss.­

ma, Ruang atau KK Ve 

~~p~t kami sko~ao 

·Rapat ditutup pada pukul 1.,08 WIB .. 

Jakarta, 10 Maret·19920 

(_ 
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IS ~APAT, 

' ' 

NIPe 2100006010 
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